N

~\v/~

ZAWAJ ‘URFI: STUDI ATAS KONSEP WALLI,
MAHAR, DAN PUBLISITAS PERKAWINAN
DALAM MAZHAB HANAFI DAN IMPLIKASI
TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DI MESIR

HAIDAR ALTI MAHMUD DESKY

NIM : 50124011

2026



@
g
v~
ZAWAJ ‘URFT: STUDI ATAS KONSEP WALI,
MAHAR, DAN PUBLISITAS PERKAWINAN
DALAM MAZHAB HANAFI DAN IMPLIKASI

TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DI MESIR

HAIDAR ALTI MAHMUD DESKY

NIM : 50124011

2026



ZAWAJ ‘URFI: STUDI ATAS KONSEP WALI, MAHAR,
DAN PUBLISITAS PERKAWINAN DALAM MAZHAB
HANAFI DAN IMPLIKASI TERHADAP
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI
MESIR

N\~

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)

Oleh

Haidar Ali Mahmud Desky
NIM 50124011

PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026



ZAWAJ ‘URFI: STUDI ATAS KONSEP WALI, MAHAR,
DAN PUBLISITAS PERKAWINAN DALAM MAZHAB
HANAFI DAN IMPLIKASI TERHADAP
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI
MESIR

o
N~

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)

Oleh
Haidar Ali Mahmud Desky
NIM 50124011

Pembimbing:
Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag
197502111998032001

Dr. Muhamad Rifa'l Subhi, S.Pd.l.. M.Pd 1
198907242020121010

PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026



Nama

NIM

Program Studi
Judul Tesis

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Haidar Ali Mahmud Desky

50124011

Magister Hukum Keluarga Islam
ZAWAJ ‘URFI: STUDI ATAS KONSEP WALI,
MAHAR, DAN PUBLISITAS PERKAWINAN
DALAM MADZHAB HANAFI DAN IMPLIKASI
TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DI MESIR

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian

Tesis program Magister.
Jabatan Nama Tanda tangan | Tanggal
_— Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag 9C0-C6-26
Pembimbing 1 | 197502111998032001 o
/ -
= Dr. Muhamad Rifa'l Subhi, S.Pd.I, M.Pd I B
Pembimbing 2 | 198907242020121010 - |23 -0e-24

il

Pekalongan, 25 Juni 2026

Mengetahui:
a.n. Direktur
Ketua Program Studi

Magister Hukum Keluarga Islam

Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.
NIP 198210012023211016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA

ﬁ F Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusduracid emai: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN
Tesis dengan Judul “ZAWAJ ‘URFT. STUDI ATAS KONSEP WALI, MAHAR,
DAN PUBLISITAS PERKAWINAN DALAM MAZHAB HANAFI DAN IMPLIKASI
TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI MESIR” yang disusun
oleh;

Nama : Haidar Ali Mahmud Desky
NIM : 50124011
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 02 Juli 2026.

Tanda

Jabatan Nama Tanggal

tangan
: Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
KetwaSidang | 19710)15 199803 1 005 i i“

—
e Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy ~
Sekretaris Sidang | 19851001 202321 1016 %

74

\ ") Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag |
Penguji Utama | 19730506 200003 1 003 e /}(Lq
> Dr. H. Mohmmad Fateh, M.Ag —
Penguji Anggota | 5933003 200312 1001 — J-1U

il



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1.

~

Karya tulis saya. tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk
mendapat gelar akademik (magister), baik di Universitas Islam Negeri KH.
Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain. Karya
tulis ini adalah murni gagasan. rumusan, dan penelitian saya sendiri. tanpa
bantuan pihak lain. kecuali arahan dari para pembimbing.

Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis
atau dipublikasikan orang lain, kecuali sccara tertulis dengan jelas
dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan discbutkan nama
pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari
terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini. maka saya
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah
diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya scsuai dengan norma yang
berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 23 Juni 2026
Yang membuat pernyataan.

- -
e M( % s

= TEMPEL

372DA0OX061275010

Haidar Ali Mahmud Desky

PN

Py

©

v



MOTTO

o s

86 e ol ) o3 210015 155T S W

“Wabhai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-

piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya.”
(QS. Al-Bagarah [2]: 282)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya
sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat serta salam
tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Keluarga,
Sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai
rasa cinta dan kasih, saya persembahkan Tesis ini kepada:

1.

Istri saya tercinta, Mariatul Ulfah sang motivator yang tak pernah
berhenti memberikan dukungan dan support untuk suaminya dari
semua segi, baik dari dukungan , perhatian, kasih sayang maupun
dari sedoa dan motivasi. Semoga semua kebaikannya dibalas oleh
Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya, serta semoga diberikan
kesuksesan di dunia dan akhirat. Amiin.

Anak saya, Arfa Al Ghazi Mahmud Desky tercinta, yang selalu
menemani Babah dalam suka dan duka selama menjalani proses
kuliah hingga akhir. Semoga Allah memberikan tumbuh kembang
yang baik dan semoga dijadikan anak yang solih dan berguna bagi
ummat.

Seluruh dosen UIN KH. Abdurrahman Wahid, terkhusus dosen
MHKI yang telah memberikan banyak ilmunya kepada saya,
semoga Allah memberikan balasan dengan sebaik-baiknya balasan.
Amin.

Seluruh sahabat dan teman-teman saya di Universitas Islam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memotivasi serta
memberikan semangat, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
Seluruh  pihak yang telah mendukung dan membantu
terselesaikannya Tesis ini, semoga Allah memberikan keberkahan
dan kemudahan kepada kita semua, Amin.



ABSTRAK

Haidar Ali Mahmud Desky, 2026. Zawaj ‘Urfz: Studi atas Konsep Wali, Mahatr,
dan Publisitas Perkawinan dalam Mazhab Hanafi dan Implikasi terhadap
Perlindungan Perempuan dan Anak di Mesir. Pascasarjana, Universitas Islam
Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: I. Prof. Dr. Hj.
Susminingsih, M.Ag. Il. Dr. Muhamad Rifa’l Subhi, S.Pd.l., M.Pd I.

Kata Kunci: Zawaj ‘Urf;, Mazhab Hanafi, Pencatatan Perkawinan,
Perlindungan Perempuan dan Anak.

Zawaj ‘urfi merupakan praktik perkawinan tidak tercatat yang berkembang di
Mesir dan menimbulkan persoalan antara fikih dan pembuktian hukum dalam
sistem negara. Dalam Mazhab Hanafi, akad nikah dapat dipandang sah apabila
memenuhi unsur pokok akad, sedangkan pencatatan negara tidak menjadi
syarat sah akad. Namun, perkawinan tidak tercatat berpotensi melemahkan
perlindungan perempuan dan anak. Penelitian ini membahas tiga rumusan
masalah, yaitu konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan dalam Mazhab
Hanafi terkait zawaj ‘urfi; faktor penyebab zawaj ‘urfi dipilih sebagai alternatif
perkawinan; serta implikasinya terhadap perlindungan perempuan dan anak di
Mesir.

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep wali, mahar, dan publisitas
perkawinan dalam Mazhab Hanafi, faktor sosial-hukum yang melatarbelakangi
praktik zawaj ‘urfi, serta implikasinya terhadap perlindungan perempuan dan
anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan
pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi
kepustakaan dan studi dokumentasi. Keabsahan data diperiksa melalui
triangulasi bahan hukum dan data kontekstual. Data dianalisis menggunakan
analisis isi, analisis hermeneutik, dan analisis sosio-legal kontekstual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep wali, mahar, dan publisitas dalam
Mazhab Hanafi memberi ruang legitimasi terhadap sebagian praktik zawaj
‘urfi, tetapi tidak bersifat mutlak. Legitimasi tersebut tetap dibatasi oleh
kafa’ah, perlindungan hak finansial perempuan, dan kebutuhan pembuktian
hukum melalui pencatatan perkawinan. Praktik zawaj ‘urfi dipengaruhi oleh
tingginya biaya perkawinan, tuntutan mahar, pengangguran, urbanisasi, dan
perubahan relasi sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa zawaj ‘urft
merupakan fenomena sosial-hukum yang berada di antara legitimasi fikih,
legalitas negara, dan perlindungan perempuan serta anak.
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ABSTRACT

Haidar Ali Mahmud Desky, 2026. Zawaj ‘urfi: A Study of the Concepts of Wali, Mahar,
and Marital Publicity in the Hanafi School and Their Implications for the Protection
of Women and Children in Egypt. Postgraduate Program, K.H. Abdurrahman Wahid
State Islamic University Pekalongan. Supervisors: (I) Prof. Dr. Hj. Susminingsih,
M.Ag. (I1) Dr. Muhamad Rifa’l Subhi, S.Pd.l., M.Pd I.

Keywords: Zawaj ‘wurfi, Hanafi School, Marriage Registration, Protection of Women
and Children.

Zawaj ‘urfiis an unregistered marriage practice that has developed in Egypt and raises
issues between figh and legal proof within the state legal system. In the Hanafi School,
a marriage contract may be considered valid if it fulfills the essential elements of the
contract, while state registration is not regarded as a requirement for its validity.
However, unregistered marriage has the potential to weaken the protection of women
and children. This study addresses three main research questions: the concepts of wali,
mahar, and marital publicity in the Hanafi School in relation to zawaj ‘urfi; the factors
that lead zawaj ‘urfi to be chosen as an alternative form of marriage; and its
implications for the protection of women and children in Egypt.

This study aims to analyze the concepts of wali, mahar, and marital publicity in the
Hanafi School, the socio-legal factors underlying the practice of zawaj ‘urfi, and its
implications for the protection of women and children. This research is normative-
juridical legal research with a qualitative approach. Data were collected through
library research and documentary study. Data validity was examined through the
triangulation of legal materials and contextual data. The data were analyzed using
content analysis, hermeneutic analysis, and contextual socio-legal analysis.

The findings show that the concepts of wali, mahar, and marital publicity in the Hanafi
School provide legitimacy for certain practices of zawaj ‘urfi, but such legitimacy is
not absolute. This legitimacy remains limited by kafa’ah, the protection of women’s
financial rights, and the need for legal proof through marriage registration. The
practice of zawaj ‘urfi is influenced by the high cost of marriage, mahar demands,
unemployment, urbanization, and changes in social relations. This study concludes that
zawaj ‘urfi is a socio-legal phenomenon situated between figh legitimacy, state legality,
and the protection of women and children.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zawaj ‘urfi merupakan salah satu fenomena penting dalam
perkembangan hukum keluarga Mesir kontemporer. Secara umum,
zawaj ‘urfi dipahami sebagai bentuk perkawinan yang dilakukan
berdasarkan kesepakatan para pihak dan memenuhi unsur dasar akad
nikah, tetapi tidak dicatat secara resmi dalam administrasi negara.
Dalam praktiknya, zawaj ‘urfi dapat dilakukan melalui dokumen
tertulis nonresmi, kesepakatan privat, atau bentuk akad yang
diketahui secara terbatas oleh para pihak. Karena tidak dicatat secara
resmi, zawaj ‘urfi sering berada pada posisi antara legitimasi
keagamaan dan keterbatasan pembuktian dalam hukum negara
(quality & Family, t.t.; Sonneveld, 2012; Voorhoeve, 2012).

Fenomena zawaj ‘urfi di Mesir tidak dapat dilepaskan dari
kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Tingginya biaya
perkawinan formal, tuntutan mahar, kebutuhan tempat tinggal, biaya
resepsi, pengangguran, urbanisasi, serta kontrol keluarga terhadap
relasi laki-laki dan perempuan menjadi faktor yang mendorong
sebagian pasangan memilih jalur perkawinan informal. Dalam
konteks tertentu, zawaj ‘urfi dipandang sebagai alternatif perkawinan
yang lebih mudah, cepat, dan murah dibandingkan perkawinan
resmi. Namun, pilihan tersebut membawa konsekuensi hukum yang
serius karena perkawinan yang tidak tercatat tidak selalu
memperoleh pengakuan administratif yang memadai dari negara (Al-
Sharmani, 2017; Shahrani, 2010).

Dalam perspektif fikih, khususnya Mazhab Hanafi, terdapat
sejumlah konsep yang sering dikaitkan dengan praktik zawaj ‘urfi,
yaitu wali, mahar, dan publisitas perkawinan. Mazhab Hanafi
memiliki karakteristik tertentu dalam memandang kecakapan hukum
perempuan dalam akad nikah. Perempuan yang telah balig dan
berakal pada dasarnya dipandang memiliki kapasitas hukum untuk
melakukan akad nikah sendiri dalam kondisi tertentu, meskipun tetap



terdapat pembahasan mengenai kafd’ah dan perlindungan keluarga.
Al-Sarakhsi dalam al-mabsit menjelaskan bahwa akad nikah
memiliki konsekuensi hukum selama memenuhi rukun dan syarat
yang ditetapkan dalam fikih, termasuk adanya ijab-qabul dan saksi
(Al-Sarakhsi, 1993; Abidin, 2011; Kasani, 1986).

Konsep mahar dalam Mazhab Hanafi juga menunjukkan
adanya fleksibilitas. Mahar merupakan hak finansial perempuan
dalam perkawinan, tetapi penyebutannya dalam akad tidak selalu
menjadi syarat sah akad. Apabila mahar tidak disebutkan secara
eksplisit, perempuan tetap berhak memperoleh mahr al-misl sebagai
konsekuensi hukum dari akad nikah. Fleksibilitas ini pada dasarnya
dimaksudkan untuk mempermudah perkawinan dan menjaga hak
perempuan. Namun, dalam praktik zawaj ‘urfi, kelonggaran
mengenai mahar dapat disalahgunakan untuk mengurangi tanggung
jawab finansial laki-laki atau melemahkan posisi perempuan ketika
terjadi sengketa perkawinan (Al-Sarakhsi, 1993; ‘Abidin, 2011).

Selain wali dan mabhar, aspek publisitas perkawinan juga
menjadi isu penting. Dalam fikih Hanafi, keberadaan saksi menjadi
unsur penting dalam akad nikah, sedangkan publisitas atau i /an al-
nikah lebih dipahami sebagai sarana sosial untuk mencegah tuduhan,
sengketa, dan kerahasiaan yang dapat merugikan para pihak.
Perkawinan yang dilakukan secara tersembunyi meskipun dihadiri
saksi dapat menimbulkan persoalan sosial dan hukum, terutama
ketika salah satu pihak mengingkari hubungan perkawinan. Dalam
konteks zawaj ‘urfi, lemahnya publisitas dan tidak adanya pencatatan
resmi memperbesar risiko kerentanan perempuan dan anak, karena
hubungan perkawinan sulit dibuktikan di hadapan lembaga negara
(Al-Sarakhsi, 1993; Sonneveld, 2012).

Di sisi lain, hukum positif Mesir menempatkan pencatatan
perkawinan sebagai instrumen penting dalam pengakuan
administratif dan perlindungan hukum keluarga. Qaniin No. 1 Tahun
2000, khususnya Pasal 17, menunjukkan bahwa perkara perkawinan
yang diajukan ke pengadilan membutuhkan bukti tertulis tertentu.
Ketentuan ini tidak semata-mata dimaksudkan untuk menilai sah
atau tidaknya akad menurut fikih, tetapi untuk memastikan bahwa



hubungan perkawinan dapat dibuktikan dalam sistem hukum negara.
Dengan demikian, muncul ketegangan antara legitimasi fikih yang
menilai akad dari terpenuhinya rukun dan syarat nikah dengan
legalitas administratif negara yang menuntut pencatatan dan
pembuktian tertulis (Qaniin Ragm 1 1li Sanah 2000, Pasal 17),
(Bernard-Maugiron, 2023),

Ketentuan mengenai pembuktian perkawinan tersebut juga
melahirkan mekanisme ithbat al-zawdj sebagai instrumen hukum
yang memungkinkan perkawinan tidak tercatat memperoleh
pengakuan di hadapan pengadilan. Melalui mekanisme ini,
keberadaan hubungan perkawinan dapat dibuktikan sehingga para
pihak memperoleh kepastian hukum atas hak dan kewajibannya.
Namun demikian, proses ithbat al-zawaj tidak selalu mudah karena
bergantung pada kemampuan para pihak menghadirkan alat bukti
yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketiadaan
pencatatan perkawinan sejak awal berpotensi menimbulkan
hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum, terutama bagi
perempuan dan anak.

Ketegangan antara legitimasi fikih dan legalitas administratif
negara tersebut menimbulkan dampak yang nyata terhadap
perlindungan hukum perempuan dan anak. Perempuan yang
menjalani zawaj ‘urfi berpotensi mengalami kesulitan dalam
menuntut hak-haknya, seperti hak atas mahar, nafkah, tempat tinggal,
pengajuan perceraian, pembagian harta, hak waris, maupun
pengakuan status perkawinan apabila tidak memiliki bukti tertulis
yang memadai. Sementara itu, anak yang lahir dari perkawinan tidak
tercatat dan tidak adanya pembuktian akan menghadapi persoalan
pembuktian nasab, dan juga dapat mengalami hambatan dalam
memperoleh akta kelahiran, identitas hukum, hak nafkah, hak waris,
pengakuan hubungan keperdataan dengan ayahnya, serta akses
terhadap berbagai pelayanan publik yang mensyaratkan dokumen
administrasi kependudukan. Oleh karena itu, persoalan zawaj ‘urfi
tidak lagi hanya berkaitan dengan keabsahan akad menurut fikih,
tetapi juga menyangkut pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan
anak sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan hukum.



Human Rights Watch juga menunjukkan bahwa lemahnya
pembuktian hubungan keluarga dan keterbatasan administrasi
hukum menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kerentanan
perempuan dan anak dalam sistem hukum keluarga Mesir (Emma
Anderson, t.t.)

Dalam praktik peradilan keluarga Mesir, persoalan zawaj
‘urfi tidak selalu dapat diselesaikan secara sederhana. Di satu sisi,
terdapat konstruksi fikih yang dapat memberi ruang keabsahan
terhadap akad nikah tertentu selama memenuhi syarat dasar. Di sisi
lain, pengadilan negara membutuhkan bukti tertulis dan dokumen
administratif untuk memberikan perlindungan hukum. Ketika
perempuan tidak memiliki dokumen yang cukup, akses terhadap hak-
hak keluarga menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, persoalan zawaj
‘urfi tidak cukup hanya dipahami sebagai persoalan sah atau tidak
sah menurut fikih, tetapi juga harus dibaca dalam kerangka
perlindungan hukum, kepastian administratif, dan realitas sosial
masyarakat Mesir (Alim, 2016; Al-Sharmani, 2017).

Meskipun penelitian ini berfokus pada praktik zawaj ‘urfi di
Mesir, hasil penelitian memiliki relevansi yang kuat bagi
pengembangan hukum keluarga di Indonesia. Fenomena perkawinan
tidak tercatat atau nikah siri masih menjadi salah satu persoalan
dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Persoalan tersebut
tidak hanya berkaitan dengan keabsahan akad menurut hukum Islam,
tetapi juga menyangkut pembuktian perkawinan melalui mekanisme
isbat nikah, pemenuhan hak nafkah, pembagian waris, penerbitan
akta kelahiran, serta kepastian status hukum perempuan dan anak.
Pengalaman hukum keluarga Mesir dalam mengelola hubungan
antara legitimasi fikih dan legalitas administratif memberikan
perspektif komparatif yang penting bagi pengembangan hukum
keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam memperkuat fungsi
pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum dan
kepastian hak-hak anggota keluarga.

Kajian-kajian terdahulu telah banyak membahas zawaj ‘urfi
dari sudut pandang sosial, antropologi, hukum positif, maupun
praktik perkawinan tidak tercatat. Namun, belum banyak penelitian



yang secara komprehensif mengintegrasikan analisis fikih Mazhab
Hanafi mengenai wali, mahar, dan publisitas perkawinan dengan
hukum keluarga Mesir melalui pendekatan socio-legal untuk
menjelaskan implikasi praktik zawaj ‘urfi terhadap perlindungan
hak-hak perempuan dan anak. Selain itu, kajian yang mengaitkan
pengalaman hukum keluarga Mesir dengan pengembangan hukum
keluarga Islam di Indonesia juga masih terbatas. Celah inilah yang
menjadi kebaruan (novelty) dan ruang kontribusi akademik
penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan
menganalisis legitimasi zawaj ‘urfi menurut fikih Mazhab Hanalfi,
pengaturannya dalam hukum keluarga Mesir, serta implikasi hukum
dan sosialnya terhadap perlindungan perempuan dan anak. Penelitian
ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum
keluarga Islam, khususnya dalam memperkuat fungsi pencatatan
perkawinan sebagai instrumen kepastian hukum dan perlindungan
hak-hak keluarga, baik dalam konteks Mesir maupun sebagai bahan
pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan,
penelitian ini mengidentifikasi beberapa persoalan utama sebagai
berikut:
1. Adanya ketegangan antara fikih Mazhab Hanafi dan hukum
positif Mesir dalam pengaturan perkawinan.

Fikih Mazhab Hanafi memberikan kelonggaran dalam
beberapa aspek perkawinan, terutama terkait wali, mahar, dan
publisitas perkawinan. Kelonggaran tersebut secara normatif
dapat menjadi dasar legitimasi bagi sebagian praktik zawaj ‘urfi.
Di sisi lain, hukum positif Mesir menempatkan pencatatan resmi
dan bukti tertulis sebagai unsur penting dalam pengakuan hukum
terhadap perkawinan. Perbedaan ini menimbulkan ketegangan
antara keabsahan agama dan legalitas administratif negara.



2. Berkembangnya praktik zawaj ‘urfi sebagai alternatif
perkawinan bagi sebagian masyarakat Mesir.

Zawaj ‘urfi berkembang karena dipengaruhi oleh
faktor sosial, budaya, ekonomi, dan administratif.
Tingginya biaya perkawinan formal, tuntutan mabhar,
pengangguran, kebutuhan tempat tinggal, kontrol
keluarga, serta norma sosial yang membatasi relasi laki-
laki dan perempuan mendorong sebagian pasangan
memilih perkawinan informal. Praktik ini dipandang
lebih mudah dan cepat, tetapi berpotensi menimbulkan
masalah hukum karena tidak selalu tercatat secara resmi.

3. Lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan dan
anak dalam praktik zawaj ‘urfi.

Tidak adanya pencatatan resmi menyebabkan
perempuan berpotensi mengalami kesulitan dalam
menuntut natkah, mahar, tempat tinggal, perceraian, dan
waris. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat juga
berpotensi menghadapi kesulitan dalam pembuktian
nasab, pencatatan kelahiran, hak nafkah, hak waris, dan
perlindungan administratif lainnya. Kondisi ini
menunjukkan bahwa zawaj ‘wrfi tidak hanya
menimbulkan persoalan keabsahan akad, tetapi juga
persoalan perlindungan hukum bagi pihak yang rentan.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus, terarah, dan tidak melebar
dari tujuan yang telah ditetapkan, ruang lingkup penelitian dibatasi

pada beberapa hal sebagai berikut.

1. Objek kajian normatif

Kajian normatif dalam penelitian ini dibatasi pada tiga
konsep utama dalam figh al-munakahdat Mazhab Hanafi,
yaitu wali, mahar, dan publisitas perkawinan atau i ‘lan al-
nikah. Ketiga konsep tersebut dikaji untuk melihat sejauh
mana konstruksi fikih Hanafi memberikan legitimasi,
batasan, atau kritik terhadap praktik zawaj ‘urfi. Rujukan



utama dalam kajian ini adalah kitab al-mabsiit karya Imam
al-Sarakhsi dan literatur fikih Hanafi lain yang relevan.
. Objek kajian yuridis dan kontekstual

Kajian yuridis dan kontekstual dalam penelitian ini
dibatasi pada praktik zawaj ‘urfi di  Mesir serta
pengaturannya dalam hukum keluarga Mesir. Pembahasan
meliputi ketentuan hukum positif mengenai pencatatan
perkawinan, pembuktian hubungan perkawinan,
penyelesaian sengketa keluarga, serta peran Mahakim al-
Usrah dalam perkara yang berkaitan dengan perkawinan
tidak tercatat. Penelitian ini tidak melakukan penelitian
lapangan secara luas di Mesir. Penelitian berfokus pada
kajian yuridis-normatif melalui bahan hukum, literatur
akademik, statistik, dan kajian terdahulu yang relevan. Untuk
memperkaya analisis, penelitian ini juga dilengkapi dengan
wawancara semi-terstruktur terhadap dua warga negara Mesir
sebagai data pendukung (supporting data) guna
mengonfirmasi temuan penelitian mengenai praktik zawaj
‘urfi dalam masyarakat Mesir.
. Objek kajian perlindungan hukum

Kajian implikasi dalam penelitian ini dibatasi pada
perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam
praktik zawaj ‘urfi. Perlindungan perempuan mencakup hak
mahar, nafkah, tempat tinggal, perceraian, dan waris.
Perlindungan anak mencakup pembuktian nasab, pencatatan
kelahiran, nafkah, waris, dan kepastian status hukum.
Penelitian ini tidak membahas secara luas seluruh aspek
sosial-ekonomi zawaj ‘urfi, kecuali yang berkaitan langsung
dengan perlindungan hukum perempuan dan anak.
. Perspektif analisis

Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori utama,
yaitu figh al-mundkahat Mazhab Hanafi, qawa‘id al-
fighiyyah, dan figh al-wagqi‘. Figh al-munakahat Mazhab
Hanafi digunakan untuk membaca dasar normatif mengenai
wali, mahar, dan publisitas perkawinan. Qawda‘id al-



fighiyyah digunakan untuk menilai maslahat, mafsadat, dan
peran kebijakan negara dalam perlindungan hukum. Figh al-
wagqi* digunakan untuk membaca praktik zawaj ‘urfi dalam
konteks realitas sosial masyarakat Mesir modern.
1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di
atas, maka rumusan masalah yang dijadikan bahan penelitian
sebagai berikut:
1. Bagaimana konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan
dalam Mazhab Hanafi dalam kaitannya dengan praktik zawaj
‘urfi di Mesir?
2. Mengapa zawaj ‘urfi dipilih sebagai alternatif perkawinan
oleh sebagian masyarakat Mesir?
3. Bagaimana implikasi zawaj ‘urfi terhadap perlindungan
perempuan dan anak di Mesir?
1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini

adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis konsep wali, mahar, dan publisitas
perkawinan dalam Mazhab Hanafi serta kaitannya
dengan praktik zawaj ‘urfi di Mesir.

2. Menganalisis faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan
hukum yang menyebabkan zawaj ‘urfi dipilih sebagai
alternatif perkawinan oleh sebagian masyarakat Mesir.

3. Menganalisis  implikasi zawaj  ‘wrfi  terhadap
perlindungan perempuan dan anak di Mesir, khususnya
terkait hak mahar, nafkah, perceraian, waris, nasab,
pencatatan kelahiran, dan kepastian hukum.

1.6 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik
dari segi teoretis maupun praktis. Manfaat tersebut dapat
dikategorikan sebagai berikut:
1. Manfaat Teoretis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah

keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam,



khususnya mengenai konsep wali, mahar, dan publisitas
perkawinan dalam Mazhab Hanafi serta relevansinya
terhadap praktik zawaj ‘urfi di Mesir.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
konseptual dalam memahami hubungan antara legitimasi
fikih, legalitas administratif negara, dan perlindungan
hukum terhadap perempuan serta anak dalam praktik
perkawinan tidak tercatat.

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi
bagi pengembangan kajian perkawinan tidak tercatat di
negara Muslim lain, termasuk Indonesia, khususnya
dalam isu perlindungan perempuan dan anak.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman
kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan
perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum,
bukan sekadar formalitas administratif.

b. Penelitian in1 diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan lembaga
terkait dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap
perempuan dan anak dalam praktik perkawinan tidak
tercatat.

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi
penelitian lanjutan mengenai zawaj ‘urfi, nikah siri,
pencatatan perkawinan, dan perlindungan hukum
keluarga dalam masyarakat Muslim kontemporer.



BABII
LANDASAN TEORI

Bab ini membahas landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka
berpikir yang digunakan dalam penelitian. andasan teori berfungsi
sebagai dasar konseptual dan alat analisis untuk memahami praktik
zawaj ‘urfi di Mesir, khususnya dalam kaitannya dengan konsep wali,
mahar, publisitas perkawinan, dan perlindungan perempuan serta anak.

2.1 Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini digunakan sebagai
dasar konseptual untuk menganalisis praktik zawaj ‘urfi di Mesir.
Penelitian ini menggunakan tiga teori utama yang disusun secara
bertingkat, yaitu
figh al-munakahat Mazhab Hanafi sebagai grand theory, gawa ‘id
al-fighiyyah sebagai middle theory, dan figh al-waqi‘ sebagai
applied theory. Figh al-mundkahat Mazhab Hanafi digunakan
untuk menganalisis konsep wali, mahar, dan publisitas
perkawinan. Qawa ‘id al-fighiyyah digunakan untuk menilai
maslahat, mafsadat, dan kewenangan negara dalam mengatur
pencatatan perkawinan. Adapun figh al-wagqi‘ digunakan untuk
membaca praktik zawaj ‘urfi dalam konteks sosial dan hukum
Mesir kontemporer.

Susunan teori tersebut dipilih karena penelitian ini tidak
hanya membahas keabsahan akad perkawinan secara fikih, tetapi
juga menganalisis implikasi hukum dan sosial dari praktik zawaj

‘urfi terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, landasan
teori dalam penelitian ini tidak berhenti pada pembacaan
normatif, tetapi juga diarahkan untuk melihat hubungan antara
legitimasi fikih, legalitas administratif negara, dan perlindungan
hukum.
2.1.1 Teori Figh al-Munakahat Mazhab Hanafi

Dalam fikih munakahat, nikah secara bahasa

(lughatan) berasal dari kata L;L<5 - &;«3 - /C/g yang
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mengandung makna al-wat’ (hubungan suami istri) dan
al-damm (bergabung atau berhimpun). Adapun secara
istilah (istilahan), ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan
nikah sebagai akad yang memberikan hak bagi seorang
laki-laki untuk memperoleh hubungan suami istri secara
sah menurut syariat (‘agdun yafidu milk al-mut‘ah
gasdan). Definisi tersebut menunjukkan bahwa nikah
dipahami sebagai suatu akad hukum yang menimbulkan
akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara suami dan
istri. Oleh karena itu, keabsahan suatu perkawinan dalam
perspektif Hanafi lebih ditekankan pada terpenuhinya
unsur-unsur pokok akad, yaitu adanya ijab dan kabul
(sighat), para pihak yang cakap bertindak hukum, serta
kehadiran saksi. Sementara itu, mahar dipandang sebagai
konsekuensi hukum dari akad (athar al-'agd) dan bukan
sebagai rukun yang menentukan sah atau tidaknya
perkawinan, sedangkan kedudukan wali bagi perempuan
yang telah balig dan berakal tidak diposisikan sebagai
syarat mutlak sahnya akad sebagaimana pandangan
mayoritas mazhab lainnya. Karakteristik inilah yang
menunjukkan fleksibilitas Mazhab Hanafi dalam
memahami hukum perkawinan, tanpa mengabaikan
tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga
(Al-Kasani, 1986; Al-Sarakhsi, 1993; Ibn ‘Abidin, 2011).

Dalam perspektif usul fikih, ketentuan mengenai
perkawinan tidak seluruhnya berada pada tingkat
kepastian hukum yang sama. Sebagian ketentuan bersifat
qat'T karena didasarkan pada dalil yang pasti, seperti
kewajiban adanya akad nikah, keharaman menikahi
perempuan yang termasuk mahram, keharusan adanya
kerelaan para pihak, serta pengakuan terhadap hak dan
kewajiban suami istri. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak
menjadi ruang ijtihad. Sebaliknya, terdapat aspek-aspek
yang bersifat ijtihadi, yaitu persoalan yang membuka
ruang perbedaan pendapat di kalangan fuqaha, seperti
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kedudukan wali bagi perempuan dewasa, kedudukan
mahar dalam akad, bentuk publisitas perkawinan (i ‘lan
al-nikah), hingga pencatatan perkawinan oleh negara
sebagai instrumen administratif. Dalam konteks inilah
praktik zawaj ‘urfi menjadi penting untuk dikaji, karena
perdebatan mengenai praktik tersebut tidak berkaitan
dengan prinsip-prinsip gqat7 tentang keabsahan akad
nikah, melainkan lebih berkaitan dengan aspek-aspek
ijjtihadi  yang berkembang dalam fikih serta
implementasinya dalam hukum positif. Oleh sebab itu,
penelitian ini menggunakan perspektif fikih munakahat
Mazhab Hanafi sebagai landasan normatif untuk
menganalisis  legitimasi zawaj  ‘urfi, kemudian
menghubungkannya dengan pengaturan hukum keluarga
Mesir serta implikasinya terhadap perlindungan hukum
bagi perempuan dan anak (Al-Sarakhsi, 1993; Al-Kasant,
1986).

Penelitian ini Figh al-munakahat merupakan
bagian dari fikih yang membahas hukum perkawinan,
syarat dan rukun nikah, wali, mahar, saksi, publisitas
perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, perceraian,
nasab, serta akibat hukum keluarga. Dalam penelitian ini,
figh al-munakahat digunakan dalam perspektif Mazhab
Hanafi karena objek penelitian berkaitan dengan praktik
zawaj ‘urfi di Mesir, khususnya dalam hubungannya
dengan konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan.

Imam al-Sarakhsi (w. 483 H/1090 M) merupakan
salah satu ulama besar dalam Madzhab Hanafi yang
mendapat gelar Shams al-A'immah (matahari para imam)
karena keluasan ilmunya dalam bidang figh dan ushul
figh. Karyanya al-Mabsiit dipandang sebagai salah satu
kitab paling otoritatif dalam figh Hanafi karena
merupakan syarah (komentar komprehensif) atas kitab al-
Kdfi karya al-Hakim al-Syahid, yang merangkum karya-
karya Zahir al-Riwayah dari Imam Muhammad al-
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Syaibani. Sementara Imam Muhammad al-Syaibani
sendiri adalah murid utama Imam Abu Hanifah. Dengan
demikian, secara sanad keilmuan, pemikkiran al-Sarakhsi
memiliki jalur epistemologis yang kuat dan dekat dengan
Imam Abu Hanifah (Abu Zahrah, 1977).

Kitab  al-mabsit  dipilih  karena memuat
pembahasan tentang akad nikah, wali, kafa’ah, mahar,
saksi, dan publisitas perkawinan. Oleh karena itu, kitab
ini relevan dijadikan dasar normatif untuk memahami
hubungan antara fikih Hanafi dan praktik zawaj ‘urfi di
Mesir (Al-Sarakhsi, 1993).

Dalam konsep wali, Mazhab Hanafi memiliki
pandangan yang berbeda dari sebagian mazhab lain.
Perempuan yang telah balig dan berakal dipandang
memiliki kecakapan hukum untuk melakukan akad nikah
sendiri dalam kondisi tertentu. Al-Sarakhsi menjelaskan:

5 Sl g e Eags ) a8 L s 10k
Gaf 5%&;5\ S g ssg o L;jjs

5 ws\y Jbu %

“Dalam hal ini terdapat dalil bahwa apabila
seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri atau
memerintahkan selain wali untuk menikahkannya, lalu
orang tersebut menikahkannya, maka akad nikahnya sah.
Pendapat ini diambil oleh Abu Hanifah, baik perempuan
tersebut masih perawan maupun janda” (Al-Sarakhsi,
1993).

“
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Redaksi tersebut menunjukkan bahwa dalam
Mazhab Hanafi, perempuan balig dan berakal memiliki
kapasitas hukum dalam akad nikah. Namun, ketentuan ini
tidak boleh dipahami secara terpisah dari prinsip
perlindungan  keluarga. = Mazhab  Hanafi tetap
memperhatikan unsur kafd’ah dan hak wali untuk
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melakukan keberatan apabila perkawinan tersebut
menimbulkan mudarat atau dilakukan dengan laki-laki
yang tidak sekufu. Al-Sarakhsi menyatakan:

N S T A g

“Apabila laki-laki tersebut tidak sekufu dengan
perempuan itu, maka para wali memiliki hak untuk
mengajukan keberatan” (Al-Sarakhsi, 1993).

Berdasarkan redaksi tersebut, konsep wali dalam
Mazhab Hanafi tidak dapat dipahami sebagai
pembebasan mutlak dari fungsi perlindungan keluarga.
Kelonggaran bagi perempuan balig dan berakal untuk
melakukan akad tetap dibatasi oleh pertimbangan
kafda’ah, mahar yang layak, serta perlindungan terhadap
perempuan. Dalam konteks zawaj ‘urfi, konsep ini
penting karena sebagian praktik zawaj ‘urfi dilakukan
tanpa keterlibatan wali secara formal. Secara fikih,
praktik tersebut dapat memperoleh ruang legitimasi
tertentu, tetapi tetap harus dinilai dari aspek perlindungan
perempuan dan akibat hukumnya.

Konsep kedua adalah mahar. Dalam fikih Hanafi,
mahar merupakan hak finansial perempuan yang timbul
sebagai akibat hukum dari akad nikah. Mahar bukan
sekadar simbol, tetapi merupakan bentuk penghormatan
dan perlindungan ekonomi terhadap perempuan. Fikih
Hanafi juga menjelaskan bahwa akad nikah tetap sah
meskipun mahar tidak disebutkan secara eksplisit dalam
akad. Dalam salah satu redaksi fikih Hanafi disebutkan:

ia a2l 1 0 HS i

“Nikah tetap sah meskipun di dalamnya tidak disebutkan
mahar” (Al-Marghinani, 1280).

Meskipun demikian, tidak disebutkannya mahar

dalam akad bukan berarti hak perempuan atas mahar

hilang. Perempuan tetap berhak memperoleh mahr al-
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misl. Dalam pembahasan mahar, Ibn ‘ Abidin menjelaskan
bahwa mahar memiliki batas minimal dalam Mazhab
Hanafi dan tetap menjadi hak perempuan. Redaksi yang
relevan adalah:

203 as 8
“Batas minimal mahar adalah sepuluh dirham” (‘Abidin,
2011).

Selain itu, dalam fikih Hanafi dijelaskan bahwa
apabila mahar disebutkan di bawah batas minimal, maka
yang wajib adalah kadar yang memenuhi batas minimal
tersebut. Redaksi yang dapat digunakan adalah:

B g Bl by badl s

“Sepuluh dirham tetap wajib apabila disebutkan sejumlah
itu atau kurang darinya” (Ibn ‘Abidin, 1855).

Redaksi  tersebut = menunjukkan  bahwa
fleksibilitas mahar dalam Mazhab Hanafi tidak
dimaksudkan untuk menghapus hak ekonomi perempuan.
Dalam praktik zawaj ‘urfi, fleksibilitas ini dapat memiliki
dua sisi. Di satu sisi, ia dapat memudahkan perkawinan
dan mengurangi beban ekonomi. D1 sisi lain, apabila akad
tidak dicatat dan mahar tidak terdokumentasi, perempuan
dapat mengalami kesulitan untuk membuktikan hak
finansialnya ketika terjadi sengketa. Oleh karena itu,
konsep mahar dalam penelitian ini tidak hanya dipahami
sebagai syarat atau akibat akad, tetapi juga sebagai
instrumen perlindungan ekonomi perempuan.

Konsep ketiga adalah publisitas perkawinan atau
i‘lan al-nikah. Dalam fikih Hanafi, keberadaan saksi
merupakan unsur penting dalam akad nikah. Saksi
berfungsi sebagai alat pembuktian, sarana pengumuman
minimal, dan pencegah pengingkaran hubungan
perkawinan. Al-Sarakhsi mengutip redaksi:
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“Tidak ada nikah kecuali dengan adanya saksi” (Al-
Sarakhsi, 1993).

Dalam pembahasan yang sama, al-Sarakhsi juga
menjelaskan perbedaan antara saksi dan pengumuman.
Sebagian ulama menekankan pentingnya i‘lan, tetapi
Mazhab Hanafi menjadikan saksi sebagai unsur penting
dalam akad. Al-Sarakhsi menyebutkan:

S BB ) 2K g by 1520 50400
“Menurut sebagian ulama, saksi bukanlah syarat dalam
nikah, tetapi syaratnya adalah pengumuman” (Al-
Sarakhsi, 1993).

Kemudian al-Sarakhsi menjelaskan argumentasi
Mazhab Hanafi bahwa kehadiran dua saksi merupakan
jalan syar‘i untuk mewujudkan unsur pengumuman dan

mencegah kerahasiaan akad. Redaksi yang penting
adalah:

3 p Y. S8 s i gi % LGy @
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“Karena ketika syaratnya adalah menampakkan akad,
maka yang diperhitungkan adalah cara penampakan yang
diakui syariat, yaitu kesaksian dua orang saksi. Dengan
adanya kesaksian keduanya, akad tersebut tidak lagi
menjadi rahasia” (Al-Sarakhsi, 1993).

Redaksi tersebut sangat relevan dengan penelitian
ini. Dalam praktik zawaj ‘urfi, akad sering dilakukan
secara privat, terbatas, atau tidak dicatat secara resmi.
Walaupun keberadaan saksi dapat memberikan legitimasi

fikih tertentu, lemahnya publisitas dan tidak adanya
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pencatatan negara tetap dapat menimbulkan masalah
hukum. Perempuan dapat mengalami kesulitan
membuktikan status perkawinan, menuntut nafkah,
memperoleh hak perceraian, atau menuntut waris. Anak
juga dapat mengalami kesulitan dalam pembuktian nasab
dan pencatatan kelahiran. Oleh karena itu, publisitas
dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai
pengumuman sosial, tetapi juga sebagai bagian dari
perlindungan hukum keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, figh al-munakahat
Mazhab Hanafi dalam penelitian ini digunakan melalui
beberapa indikator.

1. Konsep wali digunakan untuk menilai
kecakapan hukum perempuan dalam akad
nikah serta batas perlindungan wali melalui
prinsip kafa’ah.

2. Konsep mahar digunakan untuk menilai
mahar sebagai hak finansial perempuan dan
risiko hilangnya perlindungan ekonomi dalam
perkawinan tidak tercatat.

3. Konsep publisitas digunakan untuk menilai
peran saksi, i‘lan al-nikah, dan pencatatan
sebagai sarana  pembuktian  hubungan
perkawinan.

4. Konsep keabsahan akad digunakan untuk
membedakan antara sah secara fikih dan
terlindungi secara hukum negara.

Dengan demikian, figh al-munakahat Mazhab
Hanafi berfungsi sebagai grand theory dalam penelitian
ini. Teori ini menjelaskan mengapa zawaj ‘urfi dapat
memperoleh legitimasi keagamaan dalam sebagian
masyarakat Mesir, tetapi juga menunjukkan bahwa
legitimasi fikih tersebut memiliki batas ketika praktiknya
menimbulkan kerugian bagi perempuan dan anak.
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Figh al-Munakahat Mazhab Hanafi

s 4 N

Konsep Wali Konsep Mahar Konsep Publisitas
Perempuan balig dan Mahar sebagai hak finansial Saksi sebagai unsur penting
berakal memiliki perempuan dan dapat ditetapkan akad dan i‘lan sebagai
kecakapan hukum dalam sebagai mahr al-misl perlindungan sosial
kondisi tertentu

U

Praktik Zawaj ‘Urfi di Mesir

< N

Implikasi terhadap Perempuan
1. Hak nafkah lemah
2. Hak cerai sulit
3. Hak waris tidak jelas

Implikasi terhadap Anak

1. Hak nasab bermasalah
2. Hak waris tidak jelas

Gambar 2.1 Bagan Figh al-mundakahdat Mazhab Hanafi

2.1.2 Teori Qawa‘id al-fighiyyah

Qawa ‘id al-fighiyyah merupakan kaidah-kaidah
umum dalam fikih yang dirumuskan oleh para ulama
untuk menghimpun berbagai persoalan hukum cabang
dalam prinsip-prinsip hukum yang lebih universal.
Kaidah fikih berfungsi sebagai alat bantu dalam
memahami, menilai, dan menganalisis persoalan hukum
yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam
penelitian ini, gawa ‘id al-fighiyyah digunakan sebagai
middle theory, yaitu teori penghubung antara figh al-
mundakahat Mazhab Hanafi sebagai dasar normatif dan
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figh al-waqi‘ sebagai pembacaan aplikatif terhadap
realitas sosial Mesir.

Rujukan utama yang digunakan dalam teori
qawa ‘id al-fighiyyah ini adalah kitab al-Ashbah wa al-
Naza’ir karya Jalaluddin al-Suyiiti. Kitab ini dipilih
karena merupakan salah satu karya klasik yang penting
dalam pembahasan kaidah-kaidah fikih. Al-Suyiit
menyusun berbagai kaidah fikih yang dapat digunakan
untuk membaca persoalan hukum yang tidak hanya
bersifat tekstual, tetapi juga berkaitan dengan adat,
maslahat, mafsadat, dan kebijakan penguasa dalam
menjaga kemaslahatan masyarakat (Al-Suyuti, 1998).

Dalam penelitian ini, gawa‘id al-fighiyyah
digunakan untuk menilai praktik zawaj ‘urfi di Mesir.
Praktik zawaj ‘urfi memang memiliki dasar sosial karena
berkembang sebagai kebiasaan sebagian masyarakat.
Namun, praktik tersebut juga menimbulkan persoalan
hukum karena tidak selalu dicatat secara resmi oleh
negara. Akibatnya, perempuan dan anak dapat mengalami
kesulitan dalam memperoleh nafkah, pembuktian
perkawinan, perceraian, nasab, waris, dan kepastian
hukum. Oleh karena itu, gawa ‘id al-fighiyyah diperlukan
untuk menimbang apakah praktik tersebut lebih banyak
menghadirkan kemaslahatan atau justru menimbulkan
kemudaratan.

Dalam penelitian ini, terdapat tiga kaidah utama
dari al-Suytt1 yang digunakan sebagai alat analisis.

1. Kaidah al- ‘Adah Muhakkamah

12 S

Artinya: “Adat atau kebiasaan dapat dijadikan
pertimbangan hukum.”

Kaidah al-‘Adah Muhakkamah

menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat

dapat menjadi dasar pertimbangan hukum
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selama tidak bertentangan dengan prinsip
syariat. Dalam konteks penelitian ini, zawaj
‘urfi dapat dipahami sebagai praktik yang
memiliki akar sosial dalam masyarakat Mesir.
Praktik ini berkembang karena beberapa
faktor, seperti tingginya biaya perkawinan
formal, tuntutan mahar, kesulitan ekonomi,
pengangguran, urbanisasi, dan kontrol
keluarga terhadap relasi laki-laki dan
perempuan (Al-Suytti, 1998).

Meskipun demikian, kaidah al-‘Adah
Muhakkamah tidak berarti bahwa setiap
kebiasaan dapat dibenarkan secara mutlak.
Adat atau kebiasaan hanya dapat dijadikan
pertimbangan ~ hukum  apabila  tidak
menimbulkan  kemudaratan dan  tidak
bertentangan dengan tujuan syariat. Oleh
karena itu, zawaj ‘urfi sebagai kebiasaan
sosial tetap harus dinilai secara kritis. Apabila
praktik tersebut menyebabkan perempuan
sulit menuntut nafkah, anak  sulit
membuktikan  nasab, dan  hubungan
perkawinan sulit dibuktikan di hadapan
negara, maka kebiasaan tersebut tidak cukup
dijadikan dasar pembenaran hukum.

Dalam penelitian ini, kaidah al-‘Adah
Muhakkamah digunakan untuk menjawab
mengapa zawaj ‘urfi tetap berkembang dalam
masyarakat Mesir. Kaidah ini membantu
menjelaskan bahwa zawaj ‘urfi tidak hanya
lahir dari persoalan fikih, tetapi juga dari
realitas sosial dan kebiasaan masyarakat.
Namun, keberadaan ‘urf tetap perlu dibatasi
apabila menimbulkan kerugian terhadap
perempuan dan anak.
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2. Kaidah Dar’ al-Mafasid Awld min Jalb al-
Masalih
slad s 5 B3t a5

z

Artinya: “Menolak kerusakan lebih utama
daripada menarik kemaslahatan.”

Kaidah ini digunakan untuk menimbang
antara maslahat dan mafsadat dalam praktik
zawaj ‘urfi. Sebagian masyarakat dapat
memandang zawaj ‘urfi sebagai bentuk
perkawinan yang lebih mudah, murah, dan
praktis. Dalam kondisi tertentu, praktik ini
dianggap dapat menjadi jalan keluar bagi
pasangan yang menghadapi hambatan
ekonomi atau sosial untuk melakukan
perkawinan formal. Namun, maslahat tersebut
harus dibandingkan dengan mafsadat yang
ditimbulkan (Al-Suyiitt, 1998).

Mafsadah zawaj ‘urfi dapat muncul dalam
beberapa  bentuk. = Perempuan  dapat
mengalami kesulitan menuntut mahar, natkah,
tempat tinggal, perceraian, dan waris karena
tidak memiliki bukti perkawinan yang kuat.
Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat
juga dapat mengalami kesulitan dalam
pembuktian nasab, pencatatan kelahiran,
nafkah, waris, dan kepastian hukum. Dalam
keadaan  demikian, kemudahan yang
diperoleh dari zawaj ‘urfi tidak dapat
dijadikan alasan untuk mengabaikan kerugian
hukum yang lebih besar bagi perempuan dan
anak.

Dalam penelitian ini, kaidah dar’ al-
Mafasid Awla min Jalb al-Masalih digunakan
untuk menilai bahwa keabsahan formal akad
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tidak cukup apabila praktiknya menimbulkan
mudarat sosial dan hukum. Apabila zawaj
‘urfi lebih banyak menimbulkan kerusakan
terhadap perlindungan perempuan dan anak,
maka  pembatasan,  pencatatan, dan
pengawasan negara menjadi penting untuk
mencegah mafsadat yang lebih besar.

. Kaidah Tasarruf al-imam ‘ala al-ra‘iyyah

maniit bi al-maslahah
iy L0 o o)

Artinya: “Kebijakan pemimpin terhadap
rakyat bergantung pada kemaslahatan.”

Kaidah ini menunjukkan bahwa kebijakan
pemerintah  harus diarahkan  untuk
mewujudkan  kemaslahatan = masyarakat.
Dalam konteks hukum keluarga, negara
memiliki kewenangan untuk mengatur
pencatatan perkawinan apabila kebijakan
tersebut bertujuan menjaga kepastian hukum,
melindungi hak perempuan, dan memastikan
perlindungan anak. Dengan demikian,
pencatatan perkawinan dapat dipahami
sebagai bentuk kebijakan negara yang
berbasis kemaslahatan, bukan sebagai
penolakan terhadap keabsahan akad menurut
fikih (Al-Suyuti, 1998).

Dalam konteks Mesir, kewajiban pencatatan
perkawinan dan kebutuhan bukti tertulis
dalam perkara perkawinan merupakan bagian
dari upaya negara untuk melindungi
kepentingan hukum keluarga. Qaniin No. 1
Tahun 2000 Pasal 17 menunjukkan bahwa
pembuktian tertulis memiliki kedudukan
penting dalam perkara perkawinan yang
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diajukan ke pengadilan. Ketentuan tersebut
bertujuan agar hubungan perkawinan dapat
dibuktikan secara hukum dan hak-hak
perempuan serta anak dapat dilindungi.

Dalam penelitian ini, kaidah tasarruf al-
imam ‘ala al-ra ‘iyyah manut bi al-maslahah
digunakan untuk menjelaskan dasar legitimasi
negara Mesir dalam mengatur pencatatan
perkawinan dan membatasi dampak hukum
zawaj  ‘urfi. Negara tidak menghapus
ketentuan fikih tentang sahnya akad, tetapi
menetapkan mekanisme administratif agar
perkawinan dapat dibuktikan dan akibat
hukumnya dapat dilindungi.  Dengan
demikian, kebijakan pencatatan perkawinan
dapat dibaca sebagai bentuk perlindungan
hukum yang sesuai dengan prinsip
kemaslahatan.

Berdasarkan uraian tersebut, gawa‘id al-
fighiyyah dalam penelitian ini digunakan
melalui tiga indikator utama.

1. Al-‘Adah  Muhakkamah  digunakan
untuk membaca zawaj ‘urfi sebagai
praktik sosial yang berkembang dalam
masyarakat Mesir.

2. Dar’ al-Mafasid Awla min Jalb al-
Masalih digunakan untuk menilai bahwa
mafsadat  zawaj ‘urfi  terhadap
perempuan dan anak harus lebih
diperhatikan daripada kemudahan yang
ditawarkan praktik tersebut.

3. Tasarruf al-imam ‘ala al-ra‘iyyah
manitit bi al-maslahah digunakan untuk
menjelaskan kewenangan negara dalam
mengatur pencatatan perkawinan demi
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kepastian hukum dan perlindungan
keluarga.

Dengan demikian, gawa‘id al-fighiyyah
berfungsi sebagai teori yuridis dalam penelitian
ini. Teori ini menjembatani antara fleksibilitas
fikih Hanafi dan kebutuhan hukum positif Mesir
dalam melindungi perempuan dan anak. Melalui
kaidah-kaidah tersebut, praktik zawaj ‘urfi tidak
hanya dinilai dari sisi keabsahan akad, tetapi juga
dari sisi maslahat, mafsadat, kebiasaan sosial, dan
tanggung jawab negara
kemaslahatan masyarakat.

dalam  menjaga

QAWA‘ID FIQHIYYAH

4
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(Adat/kebiasaan dapat daliadl bgia
. (Menolak mafsadat . .
menjadi lebih ut (Kebijakan pemerintah
ebih utama
pertimbangan darivad bil harus
hukum) aripaca Ilnflntg)am ! berdasar kemaslahatan)
maslaha
Menimbang  maslahat dan
Sebagai kebiasaan mafsadat: HUKUM POSITIF
sosial masyarakat: Maslahat: Mafsadat: MESIR
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Gambar 2.2 Bagan Qawa ‘id al-fighiyyah
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2.1.3 Fiqh al-Waqi’

Figh al-waqi‘ merupakan pendekatan fikih yang
menekankan pentingnya memahami realitas sosial
sebelum menetapkan atau menerapkan  hukum.
Pendekatan ini berpandangan bahwa hukum Islam tidak
boleh berhenti pada pembacaan tekstual dan formal
semata, tetapi juga harus memperhatikan kondisi
masyarakat, akibat hukum, dan dampak sosial yang
ditimbulkan oleh suatu praktik. Dalam penelitian ini, figh
al-waqi‘ digunakan sebagai applied theory atau teori
aplikatif untuk membaca praktik zawaj ‘urfi dalam
realitas sosial Mesir kontemporer.

Tokoh yang digunakan dalam teori ini adalah
Syaikh ‘Al1 Jum‘ah, salah satu ulama kontemporer Mesir
yang menekankan pentingnya hubungan antara fikih dan
realitas sosial. Dalam kerangka figh al-wagi‘, seorang
fagih tidak cukup hanya memahami teks hukum, tetapi
juga harus memahami keadaan masyarakat, perubahan
sosial, kebutuhan manusia, dan akibat hukum yang
ditimbulkan oleh suatu praktik. Dengan demikian, hukum
tidak diterapkan secara kaku, tetapi diarahkan untuk
menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudaratan
dalam kehidupan nyata (Al Jum‘ah, 2006).

Prinsip umum figh al-waqi‘ dapat dirumuskan
dalam redaksi berikut:

e K1 5 3 La ) 43
“Memahami  realitas merupakan syarat dalam
menerapkan hukum terhadap realitas tersebut” (Al
Jum‘ah, 2006).

Redaksi tersebut menunjukkan bahwa hukum
Islam perlu diterapkan dengan mempertimbangkan objek
dan konteks sosialnya. Dalam konteks penelitian ini,
zawaj ‘urfi tidak cukup dinilai hanya dari keabsahan
formal akad. Dalam fikih Hanafi, akad yang memenuhi
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syarat tertentu dapat dipandang sah. Namun, dalam
realitas Mesir modern, keabsahan formal tersebut belum
tentu menjamin perlindungan hukum bagi perempuan dan
anak.

Dengan pendekatan figh al-wdgqi”, praktik zawaj
‘urfi harus dinilai melalui hubungan antara teks fikih,
kondisi sosial, dan akibat hukum. Pertanyaan yang
diajukan bukan hanya apakah akad zawaj ‘urfi sah
menurut fikih, tetapi juga apakah praktik tersebut
melindungi perempuan dan anak dalam sistem hukum
negara. Apabila keabsahan formal akad justru
menimbulkan kerugian sosial dan hukum, maka perlu ada
pembatasan, regulasi, dan penguatan pencatatan
perkawinan.

Dalam konteks Mesir, pencatatan perkawinan
menjadi bagian penting dari perlindungan hukum. Negara
membutuhkan dokumen tertulis untuk memberikan
kepastian hukum dalam perkara perkawinan, perceraian,
nafkah, waris, dan nasab. Oleh karena itu, figh al-wagqi*
membantu menjelaskan bahwa pencatatan tidak hanya
bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana
perlindungan terhadap pihak yang rentan. Dengan
demikian, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai
kebutuhan hukum modern yang sejalan dengan tujuan
perlindungan dalam hukum Islam.

Figh al-waqi‘ juga membantu melihat bahwa
zawaj ‘urfi adalah fenomena yang dipengaruhi faktor
sosial-ekonomi. Tingginya biaya perkawinan formal,
tuntutan mahar, kesulitan menyediakan tempat tinggal,
urbanisasi, pengangguran, dan kontrol keluarga terhadap
hubungan laki-laki dan perempuan menjadi faktor yang
membuat sebagian masyarakat memilih zawaj ‘urfi.
Faktor-faktor tersebut perlu dipahami agar analisis
hukum tidak bersifat abstrak. Namun, pemahaman
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terhadap faktor sosial tidak berarti membenarkan semua

akibat hukum yang merugikan perempuan dan anak.
Berdasarkan uraian tersebut, figh al-waqi‘ dalam

penelitian ini digunakan melalui beberapa indikator.

1.

Membaca zawaj ‘urfi sebagai fenomena
sosial-keagamaan yang  berkembang
karena faktor ekonomi, budaya, dan
administratif dalam masyarakat Mesir.
Menilai bahwa keabsahan formal akad
dalam fikih tidak cukup apabila
praktiknya menimbulkan mafsadat sosial
dan hukum.

Menempatkan pencatatan perkawinan
sebagai instrumen perlindungan hukum
bagi perempuan dan anak.
Menghubungkan fikih Hanafi dengan
realitas hukum negara Mesir agar hukum
Islam tidak hanya sah secara normatif,
tetapi juga melindungi pihak yang rentan.
Menilai peran negara dan pengadilan
keluarga sebagai mekanisme korektif
terhadap risiko hukum dalam praktik
zawaj ‘urfi.

Dengan demikian, figh al-wagqi ‘ berfungsi sebagai
teori aplikatif dalam penelitian ini. Teori ini melengkapi

figh al-munakahat Hanafi dan gawa ‘id al-fighiyyah. Figh
al-munakahat Hanafi menjelaskan dasar normatif akad,
qgawa ‘id al-fighiyyah menilai maslahat dan mafsadat,
sedangkan figh al-wagqi ‘ membaca dampak sosial-hukum

praktik zawaj ‘urfi dalam masyarakat Mesir kontemporer.
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Zawaj ‘Urfi di Mesir

J

Sah secara syar‘i

U

DAMPAK SOSIAL DAN HUKUM
- Perempuan kehilangan perlindungan hukum
- Sulit menuntut nafkah & perceraian
- Anak bermasalah dalam nasab & administrasi

U

ANALISIS FIQH AL-WAQI‘ (ALI JUM*AH)
- Figh tidak hanya formal, tetapi kontekstual

- Harus mempertimbangkan maslahat &
mafsadat

- Menolak pendekatan tekstual yang kaku
- Zawaj ‘Urft: sah secara normatif

- Bermasalah secara sosial-hukum

- Perlu regulasi & pembatasan

Gambar 2.3 Bagan Figh al-wagqi*
2.2 Penelitian Terdahulu
kajian penelitian terdahulu merupakan langkah
penting untuk menggal temuan temuan yang telah ada dan
menyusun pemaham yang lebih komprehensif. Berikut
adalah kajian penelitian terdahulu yang relevan:
1. Sadaf Shahrani (2010)

Penelitian yang dilakukan oleh Sadaf Shahrani
dalam disertasinya yang berjudul The Social
(Re)Construction of  ‘urfi  Marriage (2010)
merupakan salah satu kajian penting yang membahas
praktik zawaj ‘urfi di Mesir dari perspektif sosiologi
hukum dan antropologi. Dalam penelitiannya,
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Shahrani menegaskan bahwa zawaj ‘urfi tidak dapat
dipahami sebagai satu bentuk yang seragam,
melainkan sebagai konstruksi sosial yang terus
mengalami perubahan sesuai dengan dinamika
masyarakat. la menunjukkan bahwa praktik ini
berkembang sebagai respons terhadap berbagai
faktor, seperti tingginya biaya pernikahan formal,
perubahan nilai-nilai perkawinan di kalangan
generasi muda, serta adanya tekanan sosial dan
kontrol keluarga terhadap relasi laki-laki dan
perempuan (Shahrani, 2010).

Lebih lanjut, Shahrani menemukan bahwa zawaj
‘urfi sering kali dipraktikkan secara tersembunyi
(secret marriage), terutama di kalangan mahasiswa
dan masyarakat urban. Kondisi ini menyebabkan
lemahnya pengakuan sosial dan hukum terhadap
hubungan tersebut, sehingga berdampak pada
kerentanan perempuan, khususnya dalam hal
perlindungan hukum, hak nafkah, dan kepastian
status perkawinan. Penelitian ini juga menyoroti
bahwa praktik zawaj ‘urfi tidak hanya berkaitan
dengan aspek hukum, tetapi juga erat kaitannya
dengan perubahan struktur sosial dan relasi gender
dalam masyarakat Mesir (Shahrani, 2010).

Persamaan penelitian Shahrani dengan penelitian
ini terletak pada fokus kajian terhadap praktik zawaj
‘urfi di Mesir serta perhatian terhadap dampak sosial
yang ditimbulkan, khususnya terhadap perempuan.
Keduanya sama-sama melihat bahwa fenomena ini
tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, ekonomi,
dan budaya masyarakat. Namun demikian, terdapat
perbedaan mendasar dalam pendekatan yang
digunakan. Penelitian Shahrani lebih menitikberatkan
pada analisis sosiologis dan konstruksi sosial,
sehingga tidak secara spesifik mengkaji aspek
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normatif figh, terutama dalam perspektif Mazhab
Hanafi. Sementara itu, penelitian ini secara khusus
mengintegrasikan analisis figh al-munakahat Mazhab
Hanafi dengan pendekatan gawa ‘id al-fighiyyah serta
figh al-wagqi‘, sehingga tidak hanya menjelaskan
fenomena secara deskriptif, tetapi juga menilai
implikasi hukumnya secara normatif dan kontekstual.

. Nora Alim (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Nora Alim dalam
kajiannya yang berjudul Tricks, Traps and Grey
Zones: A Comparative Analysis of Egypts Unique
Approach to Marriage Registration in Relation to
Tunisia and Jordan (2016) membahas secara
komprehensif = mengenai  sistem  pencatatan
perkawinan di Mesir serta hubungan antara hukum
negara dan praktik perkawinan informal. Dalam
penelitian tersebut, Alim menjelaskan bahwa negara
Mesir sejak awal reformasi hukum keluarga berupaya
memperkuat sistem pencatatan perkawinan sebagai
instrumen administrasi dan perlindungan hukum bagi
warga negara. Namun demikian, di tengah ketatnya
regulasi pencatatan perkawinan, praktik perkawinan
informal seperti zawaj ‘urfi tetap berkembang sebagai
bentuk respons masyarakat terhadap realitas sosial
dan ekonomi yang tidak selalu dapat diakomodasi
oleh sistem hukum formal (Alim, 2016).

Lebih lanjut, Alim menunjukkan bahwa
keberadaan perkawinan tidak tercatat menimbulkan
berbagai persoalan hukum, terutama terhadap
perempuan dan anak. Perempuan dalam perkawinan
informal sering mengalami kesulitan ketika menuntut
hak-hak hukum seperti natkah, perceraian, warisan,
maupun pengakuan status perkawinan di pengadilan.
Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan tersebut
juga berpotensi menghadapi hambatan administratif
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dalam pembuktian nasab, pencatatan sipil, dan akses
terhadap hak-hak kewarganegaraan. Oleh karena itu,
Alim menegaskan bahwa pencatatan perkawinan
dalam sistem hukum Mesir tidak hanya dipahami
sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai
instrumen perlindungan hukum dan sosial dalam
hukum keluarga modern (Alim, 2016).

Persamaan penelitian Alim dengan penelitian ini
terletak pada fokus kajian terhadap praktik
perkawinan tidak tercatat di Mesir serta implikasinya
terhadap perlindungan perempuan dan anak.
Keduanya sama-sama menyoroti adanya ketegangan
antara legitimasi agama dan legalitas administratif
negara dalam praktik zawaj ‘urfi. Namun demikian,
penelitian Alim lebih berfokus pada aspek hukum
positif, regulasi pencatatan perkawinan, dan
kebijakan negara dalam sistem hukum keluarga
Mesir. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya
menganalisis  hukum  positif,  tetapi  juga
mengintegrasikan perspektif figh al-mundakahat
Mazhab Hanafi, gqawa‘id al-fighiyyah, serta
pendekatan figh al-wagi‘ untuk mengkaji hubungan
antara norma figh, realitas sosial, dan perlindungan
hukum terhadap perempuan dan anak dalam praktik
zawaj ‘urfi di Mesir.

. Harmoko (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Harmoko dengan
judul Fatwa Yusuf Qardhawi tentang Nikah Misyar
dalam Perspektif Hukum Positif dan ‘urf (2022)
merupakan salah satu kajian yang relevan dalam
memahami praktik perkawinan non-formal dalam
hukum Islam kontemporer. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis pandangan Yusuf al-Qaradawi
mengenai nikah misyar serta menilai praktik tersebut
dalam perspektif hukum positif dan konsep ‘urfdalam
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hukum Islam. Melalui pendekatan normatif dan
komparatif, penelitian ini menelaah bagaimana fatwa
ulama berinteraksi dengan realitas sosial serta sistem
hukum negara dalam mengatur praktik perkawinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah
misyar secara figh dapat dianggap sah karena
memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu adanya ijab
dan qabul, pihak yang berakad, serta saksi. Namun
demikian, dalam praktiknya, nikah misyar sering kali
mengabaikan beberapa aspek penting dalam tujuan
perkawinan, seperti tanggung jawab nafkah, tempat
tinggal bersama, dan perlindungan terhadap
perempuan. Harmoko menegaskan bahwa meskipun
terdapat legitimasi figh terhadap praktik tersebut,
fleksibilitas yang diberikan dalam figh dapat
berpotensi menimbulkan ketimpangan relasi dalam
perkawinan apabila tidak diimbangi dengan
perlindungan hukum yang memadai, terutama bagi
perempuan yang berada dalam posisi lebih rentan.

Lebih lanjut, penelitian ini juga mengkaji
bagaimana konsep ‘urf (kebiasaan masyarakat) dapat
mempengaruhi penerimaan terhadap praktik nikah
misyar. Dalam konteks tertentu, praktik ini dapat
diterima sebagai bagian dari realitas sosial yang
berkembang, namun tetap harus dinilai berdasarkan
dampaknya terhadap keadilan dan kemaslahatan.
Harmoko juga menyoroti pentingnya peran hukum
positif dalam mengatur praktik-praktik perkawinan
yang tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan ideal
perkawinan dalam Islam, khususnya dalam
memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak
perempuan.

Persamaan penelitian Harmoko dengan penelitian
ini terletak pada fokus kajian terhadap bentuk
perkawinan yang tidak sepenuhnya memenuhi
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standar formal serta implikasinya terhadap
perlindungan perempuan. Keduanya sama-sama
menunjukkan bahwa keabsahan formal dalam figh
tidak selalu sejalan dengan perlindungan hukum
dalam praktik. Selain itu, kedua penelitian juga
menyoroti adanya ketegangan antara fleksibilitas figh
dengan kebutuhan akan perlindungan hukum dalam
konteks masyarakat modern.

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar
antara penelitian Harmoko dengan penelitian ini.
Penelitian Harmoko berfokus pada nikah misyar
dalam perspektif fatwa Yusuf al-Qaradawi serta
analisis ‘urf sebagai dasar penerimaan sosial,
sehingga lebih menekankan pada kajian normatif dan
pemikiran ulama kontemporer. Sementara itu,
penelitian ini secara khusus mengkaji praktik zawaj
‘urfi di Mesir dengan menggunakan pendekatan yang
lebih integratif, yaitu menggabungkan figh al-
munakahat Mazhab Hanafi, gawa ‘id al-fighiyyah,
serta pendekatan figh al-wagqi‘. Dengan demikian,
penelitian ini tidak hanya menganalisis keabsahan
hukum, tetapi juga mengkaji secara lebih mendalam
implikasi sosial dan perlindungan hukum terhadap
perempuan dan anak dalam konteks nyata masyarakat
Mesir.

. Heri Ahmadi Thamrin (2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Heri Ahmadi
Thamrin dengan judul Analisis Dampak Hukum
Pencatatan Isbat pada Pasangan Nikah Siri (Studi
Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi 2023) merupakan
kajian empiris yang menyoroti problematika
perkawinan tidak tercatat dalam konteks hukum
keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
lapangan (field research), yang memungkinkan
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peneliti untuk menggali secara langsung praktik
sosial nikah siri, motif pelaku, serta implikasi
hukumnya dalam kehidupan masyarakat. Dengan
demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif,
tetapi juga menempatkan realitas sosial sebagai basis
analisis hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik
nikah siri masih bertahan karena adanya kombinasi
faktor struktural dan kultural, seperti keterbatasan
ekonomi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat,
serta persepsi bahwa keabsahan fikih sudah cukup
tanpa perlu legitimasi negara. Dalam kerangka fikih,
praktik ini dipandang sah karena memenuhi rukun
dan syarat akad. Namun, dalam perspektif hukum
positif, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan
pembuktian, sehingga menimbulkan berbagai
konsekuensi hukum yang merugikan, terutama bagi
perempuan dan anak. Di sinilah penelitian ini
menegaskan pentingnya mekanisme isbat nikah
sebagai instrumen legalisasi untuk menjembatani
kesenjangan antara keabsahan figh dan pengakuan
hukum negara.

Secara analitis, penelitian ini menunjukkan
adanya dikotomi antara legalitas normatif (fikih) dan
legalitas formal (negara), yang berimplikasi langsung
pada perlindungan hak-hak dalam perkawinan.
Pencatatan melalui isbat nikah tidak hanya berfungsi
sebagai administrasi, tetapi juga sebagai mekanisme
perlindungan hukum yang menjamin akses terhadap
hak nafkah, status hukum anak, dan kepastian
hubungan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini
memperlihatkan bahwa problem utama dalam
perkawinan tidak tercatat bukan pada keabsahan
akad, melainkan pada ketiadaan sistem perlindungan
hukum yang efektif (Thamrin, 2023).
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang
dilakukan terletak pada fokus kajian terhadap praktik
perkawinan tidak tercatat serta implikasinya terhadap
perlindungan perempuan dan anak. Keduanya sama-
sama menunjukkan bahwa keabsahan figh tidak
otomatis menjamin perlindungan hukum dalam
praktik. Selain itu, keduanya juga menyoroti
pentingnya intervensi negara melalui mekanisme
hukum untuk mengatasi dampak negatif dari praktik
tersebut. Namun demikian, penelitian ini memiliki
keterbatasan karena berfokus pada konteks Indonesia
dan belum mengkaji secara spesifik dimensi figh
Mazhab Hanafi maupun dinamika hukum keluarga di
Mesir.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini
mengkaji praktik zawaj ‘urfi di Mesir dengan
pendekatan ~ yang  lebih  integratif,  yaitu
menggabungkan figh al-mundkahat Mazhab Hanafi,
qawd ‘id al-fighiyyah, serta figh al-wdqi‘. Dengan
pendekatan ini, penelitian tidak hanya berhenti pada
analisis dampak hukum, tetapi juga mengkaji
bagaimana konstruksi figh klasik berinteraksi dengan
realitas sosial dan kebijakan hukum negara. Dengan
demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang
lebih komprehensif dalam menjelaskan hubungan
antara keabsahan figh, realitas sosial, dan
perlindungan hukum.

. Endang Zakaria (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Endang Zakaria
dengan judul Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan
Hukum  Positif  (2021) membahas  secara
komprehensif praktik nikah siri melalui pendekatan
normatif dengan mengkaji dua sistem hukum, yaitu
hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi status
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hukum nikah siri dalam kedua perspektif tersebut
serta implikasinya terhadap kehidupan hukum
masyarakat. Dengan menggunakan metode analisis
dokumen dan kajian perundang-undangan, penelitian
ini menunjukkan bagaimana norma fikih dan norma
hukum negara berinteraksi dalam praktik perkawinan
tidak tercatat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam
perspektif hukum Islam, nikah siri dapat dianggap sah
selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan,
seperti adanya ijab qabul, wali, dan saksi. Namun,
dalam perspektif hukum positif, perkawinan tersebut
tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak
dicatatkan secara resmi sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Perkawinan. Kondisi ini
menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan,
terutama dalam hal pembuktian perkawinan, hak
nafkah, perceraian, serta perlindungan hukum bagi
perempuan dan anak (Zakaria & Saad, 2021).

Secara analitis, penelitian ini menegaskan adanya
dualisme hukum antara legitimasi agama dan legalitas
negara yang menciptakan ruang ketidakpastian
hukum dalam masyarakat. Nikah siri, meskipun sah
secara agama, tidak memberikan  jaminan
perlindungan hukum yang memadai karena tidak
diakui dalam sistem administrasi negara. Dengan
demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa aspek
pencatatan perkawinan tidak hanya bersifat
administratif, tetapi juga memiliki  fungsi
perlindungan hukum yang krusial.

Persamaan penelitian Zakaria dengan penelitian
ini terletak pada fokus terhadap praktik perkawinan
tidak tercatat serta analisis terhadap ketimpangan
antara hukum Islam dan hukum negara. Keduanya
sama-sama menyoroti bahwa keabsahan fikih tidak
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selalu sejalan dengan perlindungan hukum dalam
praktik. Namun, penelitian ini terbatas pada konteks
Indonesia dan tidak mengkaji secara spesifik
perspektif fikih Mazhab Hanafi maupun praktik
zawaj ‘urfi di Mesir. Sementara itu, penelitian ini
mengembangkan analisis dengan pendekatan fikih
Hanafi, gawa ‘id al-fighiyyah, dan figh al-waqi ‘ untuk
memberikan pemahaman yang lebih kontekstual dan
komprehensif.

. Kharisudin (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Kharisudin
dengan judul Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi
Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan
Indonesia (2021) mengkaji praktik nikah siri dengan
fokus pada perbandingan antara Kompilasi Hukum
Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
normatif untuk menganalisis bagaimana kedua
instrumen hukum tersebut mengatur perkawinan serta
bagaimana praktik nikah siri diposisikan dalam
sistem hukum nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam
Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang
memenuhi rukun dan syarat dapat dianggap sah
secara agama. Namun, Undang-Undang Perkawinan
menegaskan bahwa pencatatan merupakan syarat
penting untuk memperoleh pengakuan hukum.
Ketidaksesuaian ini menyebabkan nikah siri berada
dalam posisi ambigu, yaitu sah secara agama tetapi
tidak memiliki kekuatan hukum dalam sistem negara.
Kondisi ini memperkuat persepsi masyarakat bahwa
keabsahan agama lebih penting dibandingkan
legalitas negara, sehingga praktik nikah siri tetap
berlangsung meskipun berisiko secara hukum
(Kharisudin, 2021).
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Secara analitis, penelitian ini menunjukkan bahwa
problem utama dalam nikah siri bukan hanya pada
aspek hukum, tetapi juga pada aspek kesadaran
hukum masyarakat. Rendahnya pemahaman tentang
pentingnya pencatatan serta kuatnya legitimasi agama
menyebabkan masyarakat cenderung mengabaikan
aspek legalitas formal. Dengan demikian, penelitian
ini menegaskan bahwa solusi terhadap praktik nikah
siri tidak hanya melalui regulasi, tetapi juga melalui
peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang
dilakukan terletak pada fokus terhadap kesenjangan
antara hukum agama dan hukum negara serta
implikasinya terhadap praktik perkawinan tidak
tercatat. Namun demikian, penelitian ini masih
terbatas pada konteks hukum Indonesia dan belum
mengkaji secara spesifik dimensi figh Mazhab Hanafi
maupun praktik zawaj ‘urfi dalam konteks Mesir.
Sementara itu, penelitian ini mengembangkan analisis
yang lebih luas dengan mengintegrasikan perspektif
figh klasik, gawa ‘id al-fighiyyah, dan figh al-waqi‘
untuk memahami fenomena tersebut secara lebih
komprehensif.

. Muhammad Rizal Firdaus (2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizal
Firdaus dengan judul Pernikahan Sirri dalam
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (2024)
merupakan kajian normatif yang mengkaji status
hukum nikah siri melalui perbandingan antara hukum
Islam dan hukum positif. Penelitian ini bertujuan
untuk menjelaskan bagaimana kedua sistem hukum
tersebut memandang keabsahan dan legalitas
perkawinan tidak tercatat serta implikasi hukumnya
terhadap para pihak yang terlibat.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam
hukum Islam, nikah siri dipandang sah selama
memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.
Namun, dalam hukum positif, perkawinan tersebut
tidak memiliki legalitas karena tidak melalui proses
pencatatan resmi. Penelitian ini menekankan bahwa
perbedaan ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi
juga berdampak langsung pada aspek perlindungan
hukum, terutama bagi perempuan dan anak. Tanpa
pencatatan, perempuan sering kali mengalami
kesulitan dalam menuntut hak nafkah dan
perlindungan hukum, sementara anak menghadapi
kendala dalam hal administrasi kependudukan dan
status hukum.

Secara lebih mendalam, penelitian ini menyoroti
bahwa nikah siri mencerminkan adanya ketegangan
antara norma agama yang bersifat fleksibel dan norma
hukum negara yang bersifat formal dan administratif.
Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan hukum
Islam dalam masyarakat modern tidak dapat
dilepaskan dari sistem hukum negara yang mengatur
kehidupan sosial secara lebih luas. Oleh karena itu,
penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara
hukum Islam dan hukum positif untuk menciptakan
kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik
(Firdaus & Maskur, 2024).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang
dilakukan terletak pada fokus terhadap praktik
perkawinan tidak tercatat serta implikasinya terhadap
perlindungan hukum. Namun demikian, penelitian
Firdaus lebih menitikberatkan pada analisis normatif
tanpa mengkaji secara mendalam aspek sosial dan
konteks empiris praktik tersebut. Selain itu, penelitian
ini tidak secara spesifik mengkaji perspektif Mazhab
Hanafi maupun praktik zawaj ‘wurfi di Mesir.
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Sementara itu, penelitian ini mengintegrasikan
pendekatan normatif dengan analisis kontekstual
melalui figh al-wagqi‘, sehingga mampu memberikan
pemahaman yang lebih komprehensif mengenai
hubungan antara hukum dan realitas sosial.

. Nadia Sonneveld (2011)

Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Sonneveld
dalam karyanya Rethinking the Difference between
Formal and Informal Marriages in Egypt mengkaji
secara kritis perbedaan antara perkawinan formal dan
informal dalam sistem hukum keluarga Mesir.
Berangkat dari pendekatan sosio-legal, Sonneveld
tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis,
tetapi juga sebagai praktik yang hidup dalam
masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menolak
dikotomi sederhana yang memposisikan perkawinan
informal sebagai bentuk penyimpangan atau deviasi
dari  hukum formal. Sebaliknya, Sonneveld
menunjukkan bahwa praktik perkawinan informal,
termasuk zawaj ‘urfi, merupakan bagian dari
dinamika sosial yang berkembang sebagai respons
terhadap kondisi ekonomi, struktur keluarga, dan
regulasi negara yang dianggap tidak selalu
akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti peran
berbagai aktor dalam membentuk praktik perkawinan
tidak tercatat, antara lain negara sebagai pembuat
regulasi, ulama sebagai otoritas keagamaan, serta
masyarakat sebagai pelaku praktik sosial. Sonneveld
menunjukkan bahwa interaksi antara ketiga aktor ini
tidak selalu harmonis, melainkan sering kali bersifat
negosiatif. Negara berupaya menegakkan sistem
pencatatan sebagai bentuk kontrol administratif dan
perlindungan hukum, sementara sebagian ulama tetap
memberikan legitimasi figh terhadap perkawinan
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yang memenuhi rukun dan syarat meskipun tidak
dicatat. Di sisi lain, masyarakat menggunakan celah
tersebut untuk menyesuaikan praktik perkawinan
dengan kondisi sosial dan ekonomi yang mereka
hadapi (Sonneveld, 2011).

Secara analitis, penelitian ini menegaskan bahwa
praktik perkawinan informal tidak dapat dipahami
hanya melalui kerangka legal formal, melainkan
harus dilihat sebagai hasil interaksi kompleks antara
norma hukum, kebutuhan sosial, dan kondisi
ekonomi. Zawaj ‘urfi, dalam hal ini, bukan sekadar
praktik ilegal, tetapi merupakan bentuk adaptasi
sosial terhadap keterbatasan sistem hukum formal.
Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan perkawinan
informal justru mengungkap adanya ketidaksesuaian
antara hukum negara dengan realitas sosial
masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini
menempatkan zawaj ‘urfi dalam konteks yang lebih
luas sebagai fenomena sosio-legal, bukan sekadar
persoalan legalitas.

Selain itu, Sonneveld juga menyoroti bahwa
praktik perkawinan informal sering kali berkaitan erat
dengan isu ketimpangan gender dan perlindungan
hukum. Meskipun secara figh dapat dianggap sah,
ketiadaan pencatatan menyebabkan perempuan
berada dalam posisi yang lebih rentan, terutama
dalam hal akses terhadap hak-hak hukum seperti
nafkah, perceraian, dan perlindungan anak. Namun,
penelitian ini tidak secara eksplisit mengevaluasi
praktik tersebut dalam kerangka normatif hukum
Islam, melainkan lebih menekankan pada deskripsi
dan analisis sosial terhadap fenomena yang terjadi.

Persamaan  penelitian  Sonneveld  dengan
penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap
praktik perkawinan tidak tercatat di Mesir serta
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analisis terhadap hubungan antara hukum dan realitas
sosial. Keduanya sama-sama melihat bahwa praktik
zawaj ‘urfi tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial
dan ekonomi masyarakat. Namun demikian,
penelitian Sonneveld lebih bersifat sosiologis-
konseptual dan tidak mengkaji secara spesifik aspek
normatif fikih, khususnya dalam perspektif Mazhab
Hanafi maupun penggunaan gawa ‘id al-fighiyyah
sebagai kerangka yuridis. Sementara itu, penelitian
ini mengintegrasikan pendekatan normatif figh
dengan analisis kontekstual melalui figh al-waqi’,
sehingga tidak hanya menjelaskan fenomena secara
deskriptif, tetapi juga memberikan evaluasi hukum
terhadap praktik zawaj ‘urfi serta implikasinya
terhadap perlindungan perempuan dan anak.

. Nadia Sonneveld 2011

Penelitian Nadia Sonneveld dalam karyanya
Egyptian Family Law Reform: Between Law in the
Books and Law in Action mengkaji secara Kkritis
kesenjangan antara hukum yang tertulis (law in the
books) dan praktik hukum di lapangan (law in action)
dalam sistem hukum keluarga Mesir. Dengan
menggunakan pendekatan sosio-legal, Bernard-
Maugiron menempatkan hukum tidak hanya sebagai
teks normatif, tetapi juga sebagai praktik yang
dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, dan
kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya
menjelaskan mengapa regulasi hukum keluarga yang
secara formal telah cukup komprehensif justru tidak
selalu efektif dalam menjawab persoalan konkret di
masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun
Mesir telah melakukan berbagai reformasi hukum
keluarga termasuk penguatan hak perempuan dalam
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perceraian, nafkah, dan akses ke pengadilan
implementasi hukum tersebut sering kali menghadapi
kendala struktural. Faktor-faktor seperti budaya
patriarki, keterbatasan akses perempuan terhadap
sistem peradilan, serta peran hakim yang masih
mengacu pada interpretasi figh klasik menyebabkan
hukum tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Dengan demikian, terdapat jarak yang signifikan
antara norma hukum yang ideal dengan realitas
penerapannya di lapangan.

Secara  lebih mendalam, penelitian ini
menegaskan bahwa hukum keluarga di Mesir berada
dalam posisi yang kompleks antara warisan figh
klasik dan tuntutan modernitas hukum negara. Negara
berupaya melakukan kodifikasi dan reformasi hukum
untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum,
namun pada saat yang sama tetap mempertahankan
legitimasi figh sebagai sumber otoritatif. Kondisi ini
menghasilkan berbagai bentuk kompromi hukum
yang tidak selalu konsisten, sehingga dalam
praktiknya membuka ruang interpretasi yang luas
bagi hakim. Akibatnya, putusan pengadilan sering
kali tidak seragam dan bergantung pada pendekatan
figh yang digunakan oleh masing-masing hakim.

Dalam konteks ini, praktik zawaj ‘urfi dapat
dipahami sebagai salah satu konsekuensi dari adanya
celah antara hukum formal dan realitas sosial. Ketika
hukum negara mensyaratkan pencatatan sebagai dasar
pengakuan hukum, sementara figh klasik masih
memberikan legitimasi terhadap akad yang
memenuhi rukun dan syarat tanpa pencatatan, maka
masyarakat cenderung memilih praktik yang lebih
fleksibel dan sesuai dengan kondisi mereka. Dengan
demikian, zawaj ‘wurfi bukan hanya persoalan
pelanggaran hukum, tetapi juga refleksi dari
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ketidaksinkronan antara sistem hukum negara dan
kebutuhan sosial masyarakat (Sonneveld, 2011).

Selain itu, Nadia juga menyoroti bahwa
ketidakefektifan hukum keluarga di Mesir berdampak
signifikan  terhadap perlindungan perempuan.
Meskipun secara normatif hukum telah memberikan
berbagai hak, dalam praktiknya perempuan masih
menghadapi hambatan dalam mengakses keadilan,
terutama dalam kasus perkawinan tidak tercatat.
Ketiadaan dokumen resmi menyebabkan perempuan
sulit menuntut hak nafkah, perceraian, maupun
perlindungan hukum lainnya. Hal ini menunjukkan
bahwa keberadaan hukum formal belum tentu
menjamin perlindungan substantif jika tidak diiringi
dengan implementasi yang efektif.

Persamaan penelitian Nadia dengan penelitian ini
terletak pada fokus terhadap analisis ketidakefektifan
hukum dalam mengatur praktik perkawinan serta
adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas
sosial. Keduanya sama-sama menyoroti bahwa
hukum keluarga tidak dapat dipahami hanya sebagai
teks normatif, tetapi harus dilihat dalam konteks
praktik sosial yang lebih luas. Namun demikian,
penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak
secara spesifik mengkaji konsep-konsep figh seperti
wali, mahar, dan publisitas dalam Mazhab Hanafi
sebagai dasar normatif praktik zawaj ‘urfi. Selain itu,
penelitian ini juga tidak menggunakan kerangka
qawa ‘id al-fighiyyah maupun figh al-wagqi‘ sebagai
alat analisis.

Sementara itu, penelitian ini mengembangkan
analisis yang lebih integratif dengan menggabungkan
perspektif figh al-mundkahat Mazhab Hanafi,
qawad ‘id al-fighiyyah, serta figh al-wdqi® untuk
menilai praktik zawaj ‘urfi tidak hanya dari aspek
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legalitas, tetapi juga dari segi maslahat dan
perlindungan hukum. Dengan pendekatan ini,
penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi adanya
kesenjangan antara hukum dan praktik, tetapi juga
menawarkan kerangka analisis normatif dan
kontekstual untuk menjembatani  kesenjangan
tersebut.

Sonneveld & Lindbekk (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Sonneveld
dan Monika Lindbekk dalam artikel 4 Revolution in
Muslim Family Law? Egypts Pre- and Post-
Revolutionary ~ Period ~ Compared  mengkaji
perkembangan hukum keluarga di Mesir dalam dua
periode penting, yaitu sebelum dan setelah revolusi
2011. Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal
dan historis-komparatif, penelitian ini tidak hanya
menelaah perubahan regulasi hukum, tetapi juga
mengkaji bagaimana perubahan politik
mempengaruhi praktik dan implementasi hukum
keluarga di tingkat masyarakat. Fokus utama
penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana
revolusi membawa perubahan substantif terhadap
sistem hukum keluarga, khususnya dalam kaitannya
dengan perlindungan hak perempuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi
hukum keluarga di Mesir sebenarnya telah dimulai
sebelum revolusi, terutama dengan diberlakukannya
Undang-Undang Status Personal tahun 2000 yang
memperkenalkan mekanisme khulu‘, yaitu hak bagi
perempuan untuk mengajukan perceraian tanpa
persetujuan suami dengan konsekuensi tertentu.
Reformasi ini dipandang sebagai langkah progresif
dalam meningkatkan posisi perempuan dalam hukum
keluarga. Namun, penelitian ini juga menunjukkan
bahwa perubahan hukum tersebut tidak sepenuhnya
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diikuti oleh perubahan dalam praktik sosial maupun
institusi hukum. Setelah revolusi 2011, meskipun
terjadi perubahan politik yang signifikan, reformasi
hukum keluarga tidak mengalami transformasi
radikal, melainkan cenderung stagnan dan tetap
berada dalam kerangka kompromi antara tradisi fikih
dan kebutuhan modern (Sonneveld & Lindbekk,
2015).

Secara  lebih mendalam, penelitian ini
menegaskan bahwa hukum keluarga di Mesir
merupakan arena tarik-menarik antara berbagai
kekuatan, yaitu negara, institusi keagamaan, dan
dinamika politik. Negara berupaya melakukan
reformasi untuk memenuhi tuntutan modernitas dan
perlindungan hak asasi, sementara institusi
keagamaan mempertahankan otoritas figh sebagai
sumber legitimasi hukum. Di sisi lain, perubahan
politik  pasca-revolusi tidak secara otomatis
menghasilkan perubahan dalam struktur hukum
keluarga, karena hukum keluarga sering kali menjadi
wilayah yang sensitif secara ideologis dan kultural.
Akibatnya, reformasi hukum keluarga berjalan secara
gradual dan terbatas.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa
ketidaksesuaian antara perubahan hukum dan realitas
sosial membuka ruang bagi munculnya praktik-
praktik alternatif di masyarakat, termasuk perkawinan
informal seperti zawaj ‘urfi. Ketika hukum formal
dianggap tidak sepenuhnya mampu mengakomodasi
kebutuhan masyarakat baik karena prosedur yang
kompleks, biaya yang tinggi, maupun keterbatasan
akses masyarakat cenderung mencari solusi di luar
sistem formal. Dalam konteks ini, zawaj ‘urfi dapat
dipahami sebagai bentuk adaptasi sosial terhadap
keterbatasan sistem hukum, sekaligus sebagai
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indikasi adanya kesenjangan antara hukum negara
dan praktik sosial.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bahwa
meskipun reformasi hukum bertujuan untuk
meningkatkan perlindungan perempuan, dalam
praktiknya perempuan masih menghadapi berbagai
hambatan struktural. Akses terhadap pengadilan,
interpretasi hukum oleh hakim, serta norma sosial
yang patriarkal sering kali membatasi efektivitas
perlindungan hukum tersebut. Dengan demikian,
penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan hukum
tidak selalu berbanding lurus dengan perubahan
kondisi sosial, terutama dalam konteks hukum
keluarga yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai
budaya dan agama.

Persamaan penelitian Sonneveld dan Lindbekk
dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap
hubungan antara hukum keluarga dan realitas sosial
di Mesir, serta analisis terhadap ketidaksinkronan
antara regulasi hukum dan praktik di lapangan.
Keduanya sama-sama menegaskan bahwa hukum
keluarga tidak dapat dipahami hanya sebagai sistem
normatif, tetapi harus dilihat dalam konteks sosial dan
politik yang lebih luas. Namun demikian, penelitian
ini lebih menekankan pada analisis reformasi hukum
keluarga secara makro dan tidak secara spesifik
mengkaji praktik zawaj ‘urfi dalam perspektif fikih,
khususnya terkait konsep wali, mahar, dan publisitas
dalam Mazhab Hanafi.

Sementara itu, penelitian ini mengembangkan
analisis yang lebih spesifik dan mendalam terhadap
praktik zawaj ‘urfi dengan menggunakan pendekatan
figh al-munakahat Mazhab Hanafi, qgawa‘id al-
fighiyyah, serta figh al-wagqi‘. Dengan demikian,
penelitian ini tidak hanya mengkaji hubungan antara
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2.3 Kerangka Berfikir

Penelitian ini Kerangka berpikir penelitian ini disusun
untuk menjelaskan alur hubungan antara objek penelitian,

teori yang digunakan, data yang dianalisis, dan tujuan

rft di Mesir. Praktik ini dikaji melalui tiga konsep utama
dalam Mazhab Hanafi, yaitu wali, mahar, dan publisitas

u

3

penelitian. Objek utama penelitian ini adalah praktik zawaj

perkawinan. Ketiga konsep tersebut dipilih karena sering
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menjadi dasar legitimasi fikih terhadap praktik perkawinan
yang tidak tercatat.

Tahap pertama dalam kerangka berpikir ini adalah
analisis normatif terhadap figh al-munakahat Mazhab Hanafi.
Pada tahap ini, penelitian mengkaji bagaimana Mazhab
Hanafi memandang kedudukan wali, fleksibilitas mahar, dan
pentingnya saksi serta publisitas dalam akad nikah. Analisis
ini diperlukan untuk memahami mengapa zawaj ‘urfi dapat

memperoleh  legitimasi keagamaan di sebagian
masyarakat Mesir.

Tahap kedua adalah analisis terhadap faktor sosial dan
hukum yang menyebabkan zawaj ‘urfi berkembang di Mesir.
Pada tahap ini, penelitian melihat tekanan ekonomi, tingginya
biaya perkawinan formal, tuntutan mahar, pengangguran,
urbanisasi, dan kontrol keluarga sebagai faktor yang
mendorong pasangan memilih perkawinan informal. Selain
itu, penelitian juga melihat hubungan antara zawaj ‘urfi dan
hukum positif Mesir yang menuntut pencatatan serta bukti
tertulis dalam perkara perkawinan.

Tahap ketiga adalah analisis yuridis melalui gawa id al-
fighiyyah. Kaidah al-‘Adah Muhakkamah digunakan untuk
membaca zawaj ‘urfi sebagai kebiasaan sosial. Kaidah dar’
al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-masalih digunakan untuk
menilai bahwa maslahat praktik zawaj ‘urfi harus
dibandingkan dengan mafsadatnya terhadap perempuan dan
anak. Kaidah tasarruf al-imam ‘ala al-ra ‘iyyah maniit bi al-
maslahah digunakan untuk menjelaskan peran negara dalam
mewajibkan pencatatan perkawinan demi kemaslahatan.

Tahap keempat adalah analisis aplikatif melalui figh al-
wagqi ‘. Pada tahap ini, penelitian menilai bahwa keabsahan
akad secara fikih tidak cukup apabila praktiknya
menimbulkan problem sosial-hukum. Figh al-waqi’
digunakan untuk melihat apakah zawaj ‘urfi dalam realitas
Mesir memberikan perlindungan atau justru menimbulkan
kerentanan bagi perempuan dan anak.
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Tahap kelima adalah analisis implikasi terhadap
perlindungan perempuan dan anak. Perempuan dalam praktik
zawaj ‘urfi dapat mengalami kesulitan dalam menuntut
mahar, nafkah, perceraian, waris, dan pengakuan status
perkawinan. Anak dapat menghadapi kesulitan dalam
pembuktian nasab, pencatatan kelahiran, nafkah, waris, dan
kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan
untuk menunjukkan hubungan antara legitimasi fikih,
legalitas administratif negara, dan perlindungan hukum
keluarga.

FENOMENA ZAWAT “URFI DI MESIR

Perkawinan tidak tercatat

FAKTOR SOSIAL MASYARAKAT
MESIR

Landasan Filosofis / Normatif
Figh al-Munakahat Madzhab Hanafi (Imam
Tekanan ckonomi

|:> Al-Sarakhsi — Al-Mabsiit)
Tingginya biaya perkawinan 1,

Wali tidak Wajib
Kontrol keluarga / budaya 2;

Mahar Fleksibel
Alternatif cepat & mudah 3. Publisitas tidak Wajib

{

LANDASAN YURIDIS
Qawa’id Fighiyyah
1. ASsasall

(Adat/kebiasaan dapat menjadi
pertimbangan hukum)

2. uad s e adoautidi e s
(Menolak mafsadat Icbih utama
daripada mengambil maslahat)

3. Asladiligcde b e Y s
(Kebijakan pemerintah harus
berdasar kemaslahatan)

4

FIQH AL-WAQI* (Ali Jum‘ah)
- Hukum harus kontekstual
- Pertimbangan realitas sosial
- Perlindungan hukum modern

Implikasi Perempuan dan anak
Ketidakpastian Hak Nafkah
Keterbatasan Akses terhadap
Perceraian
Ketidakjelasan Status Nasab Anak
Ketidakpastian Hak Waris

HUKUM POSITIF MESIR
Qantn No.1 Tahun 2000 Pasal 17
(Pencatatan & perlindungan hukum)

%

Kepastian Hak Nafkah
- Kemudahan terhapan akses
perceraian
- Kejelasan status nasab anak
- Kepastian hak waris

Gambar 2.4 Bagan Kerangka Berpikir




BAB III
METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk
mengkaji praktik zawaj ‘wurfi di Mesir, khususnya berkaitan dengan
konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan dalam Mazhab Hanafi
serta implikasinya terhadap perlindungan perempuan dan anak.
Pembahasan dalam bab ini meliputi desain penelitian, objek dan fokus
penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan
data, teknik analisis data, serta teknik penarikan simpulan. Metode ini
disusun agar penelitian memiliki arah yang jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian yuridis normatif
dengan pendekatan socio-legal. Desain yuridis normatif digunakan
karena objek utama penelitian adalah norma hukum yang mengatur
praktik zawaj ‘urfi, baik yang bersumber dari fikih al-munakahat
Mazhab Hanafi maupun hukum positif Mesir. Kajian normatif
diarahkan untuk menganalisis konsep wali, mahar, publisitas
perkawinan (i ‘lan al-nikah), pencatatan perkawinan, pembuktian
hubungan perkawinan, serta akibat hukum yang timbul terhadap
perempuan dan anak. Dalam penelitian hukum normatif, bahan
hukum merupakan objek utama kajian yang meliputi peraturan
perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta
literatur akademik yang relevan (Soekanto & Mamudji, 1986).

Pendekatan socio-legal digunakan untuk melengkapi analisis
normatif dengan memahami hubungan antara norma hukum dan
realitas sosial yang melatarbelakangi berkembangnya praktik zawaj
‘urfi di Mesir. Pendekatan ini memandang hukum tidak hanya
sebagai seperangkat norma yang bersifat preskriptif, tetapi juga
sebagai institusi sosial yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi,
budaya, adat istiadat, dan dinamika masyarakat. Oleh karena itu,
penelitian ini tidak hanya mengkaji keabsahan zawaj ‘urfi menurut
perspektif fikih dan hukum positif, tetapi juga menganalisis faktor-
faktor sosial yang menyebabkan praktik tersebut tetap berkembang
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serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan

anak.

Pendekatan socio-legal dalam penelitian ini tidak dilakukan
melalui penelitian lapangan, melainkan melalui analisis terhadap
berbagai data sekunder, seperti hasil penelitian terdahulu, putusan
pengadilan, laporan lembaga internasional, dokumen pemerintah,
statistik, dan karya ilmiah yang menjelaskan praktik zawaj ‘urfi di
Mesir. Dengan demikian, penelitian ini mengintegrasikan analisis
normatif terhadap ketentuan hukum dengan analisis terhadap fakta-
fakta sosial yang telah terdokumentasikan sehingga mampu
memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik
zawaj ‘urfi.

Untuk mencapai tujuan penelitian, digunakan beberapa
pendekatan sebagai berikut.

1. Pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)
digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum keluarga Mesir
yang mengatur pencatatan perkawinan, pembuktian hubungan
perkawinan, perlindungan hak-hak keluarga, serta mekanisme
penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan zawaj ‘urfi.

2.  Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan
untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang menjadi
landasan penelitian, yaitu konsep wali, mahar, publisitas
perkawinan (i‘lan al-nikah), qawad‘id al-fighiyyah, figh al-
wagqi, perlindungan hukum, dan pencatatan perkawinan.

3. Pendekatan historis (historical approach) digunakan untuk
menelusuri  perkembangan praktik zawaj ‘urfi dalam
masyarakat Mesir serta evolusi pengaturannya dalam hukum
keluarga Mesir sehingga dapat dipahami hubungan antara
perkembangan norma hukum dan perubahan kondisi sosial
masyarakat.

4.  Pendekatan socio-legal digunakan untuk menganalisis
interaksi antara norma hukum dengan praktik sosial dalam
masyarakat, khususnya faktor-faktor ekonomi, budaya, dan
administratif yang mendorong terjadinya zawaj ‘urfi, serta
dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan
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3.2

anak, seperti hak nafkah, mahar, perceraian, waris, nasab,

identitas hukum, dan pencatatan kelahiran.

Melalui desain penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya
menilai zawaj ‘urfi dari aspek keabsahan akad menurut fikih
Mazhab Hanafi maupun legalitasnya menurut hukum positif Mesir,
tetapi juga mengkaji akibat sosial dan hukum yang timbul akibat
tidak dicatatkannya suatu perkawinan. Dengan demikian, analisis
penelitian diarahkan pada tiga dimensi utama, yaitu legitimasi fikih,
legalitas administratif negara, dan perlindungan hukum terhadap
perempuan serta anak. Ketiga dimensi tersebut menjadi dasar dalam
merumuskan kontribusi penelitian terhadap pengembangan hukum
keluarga Islam, khususnya dalam memperkuat fungsi pencatatan
perkawinan sebagai instrumen kepastian hukum dan perlindungan
hak-hak keluarga.

Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh analisis yang komprehensif terhadap
praktik zawaj ‘urfi di Mesir, penelitian ini menggunakan empat
pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute
approach), pendekatan konseptual (conceptual approach),
pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan socio-
legal. Keempat pendekatan tersebut saling melengkapi dalam
menganalisis hubungan antara legitimasi fikih, legalitas hukum
negara, dan realitas sosial yang melatarbelakangi praktik zawaj
‘urfi.

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Untuk memperoleh analisis yang komprehensif terhadap
praktik zawaj ‘urfi di Mesir, penelitian ini menggunakan empat
pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute
approach), pendekatan konseptual (conceptual approach),
pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan
socio-legal. Keempat pendekatan tersebut saling melengkapi
dalam menganalisis hubungan antara legitimasi fikih, legalitas
hukum negara, dan realitas sosial yang melatarbelakangi
praktik zawaj ‘urfi (Marzuki, 2021).
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Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis
konsep-konsep hukum dan fikih yang menjadi landasan
penelitian, meliputi konsep wali, mahar, publisitas perkawinan
(i‘lan al-nikah), pencatatan perkawinan, perlindungan hukum,
qgawad ‘id al-fighiyyah, dan figh al-wdqi‘. Pendekatan ini
bertujuan membangun kerangka konseptual yang digunakan
untuk menjelaskan hubungan antara keabsahan akad menurut
fikih Mazhab Hanafi dengan legalitas administratif menurut
hukum positif Mesir (Marzuki, ).

Pendekatan Historis (Historical Approach)

Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri
perkembangan praktik zawaj ‘urfi dalam masyarakat Mesir
serta perkembangan regulasi hukum keluarga yang mengatur
pencatatan perkawinan. Melalui pendekatan ini dapat dipahami
perubahan kebijakan negara dalam merespons dinamika sosial
masyarakat, termasuk perkembangan mekanisme pembuktian
perkawinan (ithbat al-zawaj) sebagai instrumen perlindungan
hukum terhadap keluarga.

Pendekatan Socio-Legal

Pendekatan socio-legal digunakan untuk menganalisis
hubungan antara norma hukum dengan realitas sosial yang
melatarbelakangi  berkembangnya praktik zawaj  ‘urfi.
Pendekatan ini memandang bahwa hukum tidak hanya
dipahami sebagai norma yang tertulis dalam peraturan
perundang-undangan atau kitab fikih, tetapi juga sebagai
institusi sosial yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, budaya,
pendidikan, struktur keluarga, dan kebijakan negara. Analisis
dilakukan terhadap berbagai data sekunder berupa hasil
penelitian, laporan lembaga internasional, statistik, putusan
pengadilan, dan literatur akademik guna menjelaskan faktor-
faktor yang menyebabkan zawaj ‘urfi tetap dipraktikkan serta
dampaknya terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan
anak, seperti hak atas natkah, mahar, perceraian, waris, nasab,
identitas hukum, dan pencatatan kelahiran (Cotterrell, 1992).



56

Melalui keempat pendekatan tersebut, penelitian ini tidak
hanya menganalisis keabsahan zawaj ‘urfi menurut perspektif
fikih Mazhab Hanafi dan legalitasnya menurut hukum positif
Mesir, tetapi juga mengkaji bagaimana norma hukum tersebut
bekerja dalam kehidupan masyarakat serta implikasinya
terhadap perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.
Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan analisis yang
bersifat normatif sekaligus kontekstual sesuai dengan karakter
penelitian yuridis normatif yang diperkaya pendekatan socio-
legal.

3.3 Data dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber penelitian,
yaitu bahan hukum dan data sosial sekunder. Penggunaan kedua
jenis sumber tersebut disesuaikan dengan karakter penelitian
yang menggunakan metode yuridis normatif dengan
pendekatan socio-legal. Bahan hukum digunakan untuk
menganalisis norma hukum yang mengatur praktik zawaj ‘urfi,
sedangkan data sosial sekunder digunakan untuk memahami
realitas sosial yang melatarbelakangi praktik tersebut serta
implikasinya terhadap perlindungan perempuan dan anak.
(Soekanto & Mamudji, 1986) :

1. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer merupakan sumber hukum
yang mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi dasar
analisis normatif dalam penelitian ini, meliputi:

1. Kitab-kitab fikih Mazhab Hanafi, antara lain Al-
Mabsit karya al-Sarakhsi, Al-Hidayah Kkarya al-
Marghinani, dan Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-
Mukhtar karya Ibn ‘Abidin.

2. Peraturan perundang-undangan Mesir yang mengatur
hukum keluarga, khususnya Qaniin No. 1 Tahun 2000
tentang pengaturan prosedur litigasi dalam perkara
status personal (Personal Status Law), beserta
ketentuan lain yang mengatur pencatatan perkawinan
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dan pembuktian hubungan perkawinan (ithbat al-
zaway).

3. Putusan pengadilan yang relevan dengan praktik zawaj
‘urfi, sepanjang tersedia dan dapat diakses melalui
publikasi resmi maupun literatur akademik.

Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer,
meliputi buku, artikel ilmiah, disertasi, tesis, hasil
penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas hukum
keluarga Islam, fikih Mazhab Hanafi, zawaj ‘urfi,
perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, serta
perkembangan hukum keluarga di Mesir dan Indonesia.

Sebagai konsekuensi penggunaan pendekatan socio-
legal, penelitian ini juga menggunakan data sosial sekunder
yang berfungsi menjelaskan hubungan antara norma
hukum dengan praktik sosial dalam masyarakat. Data
tersebut tidak diperoleh melalui penelitian lapangan,
melainkan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai
sumber yang kredibel.

Data sosial sekunder yang digunakan meliputi:

a. Laporan statistik dan publikasi resmi dari Central
Agency for Public Mobilization and Statistics
(CAPMAS) sebagai lembaga statistik nasional Mesir
mengenai kondisi sosial, kependudukan, dan keluarga.

b. Laporan dan publikasi UNICEF Egypt, khususnya
yang berkaitan dengan perlindungan anak, identitas
hukum, kemiskinan anak, dan akses terhadap layanan
dasar.

c. Laporan lembaga internasional, artikel ilmiah, serta
hasil penelitian empiris mengenai praktik zawaj ‘urfi,
faktor-faktor sosial yang memengaruhi
keberlangsungannya, dan dampaknya terhadap
perempuan serta anak di Mesir.
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d. Publikasi akademik yang membahas perkembangan
hukum keluarga Mesir, biaya perkawinan, perubahan
sosial, serta hubungan antara pencatatan perkawinan,
perlindungan hukum, dan pembentukan keluarga di
Mesir.

Penggunaan data sosial sekunder tersebut bertujuan
untuk memperkuat analisis normatif sehingga penelitian
tidak hanya menjelaskan bagaimana hukum mengatur
zawaj ‘urfi, tetapi juga bagaimana norma hukum tersebut
bekerja dalam realitas sosial serta dampaknya terhadap
pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, seperti hak atas
nafkah, waris, nasab, identitas hukum, pencatatan
kelahiran, dan kepastian hukum.

Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu
memahami istilah, konsep, dan rujukan yang digunakan
dalam penelitian. Bahan hukum tersier meliputi kamus
hukum, kamus bahasa Arab, ensiklopedia hukum Islam,
indeks jurnal, pedoman transliterasi Arab-Latin, dan
sumber bibliografis lain yang membantu peneliti
memahami istilah fikih, istilah hukum, dan konsep-konsep
utama dalam penelitian.

Data Primer Pendukung

Data primer Pendukung dalam penelitian ini berupa
hasil wawancara semi-terstruktur dengan dua warga negara
Mesir, yaitu Hani Saad dan Amjad. Wawancara dilakukan
untuk memperoleh gambaran mengenai pandangan
masyarakat terhadap praktik zawaj 'urfi, faktor-faktor yang
melatarbelakanginya, serta  implikasinya  terhadap
perlindungan perempuan dan anak. Data ini digunakan
sebagai pelengkap analisis normatif, bukan sebagai sumber
utama penelitian.



59

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan

melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi.

1.

l.

Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan,
membaca, dan menelaah literatur yang berkaitan dengan objek
penelitian. Literatur tersebut meliputi kitab fikih Hanafi, buku
hukum keluarga Islam, buku hukum keluarga Mesir, jurnal
akademik, disertasi, tesis, artikel ilmiah, dan hasil penelitian
terdahulu. Studi kepustakaan digunakan untuk memahami
konsep wali, mahar, publisitas perkawinan, zawaj ‘urfi, gawa ‘id
al-fighiyyah, figh al-wagqi‘, dan perlindungan hukum terhadap
perempuan serta anak.
Studi dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan
menelaah dokumen hukum yang berkaitan dengan praktik
zawaj ‘urfi dan hukum keluarga Mesir. Dokumen tersebut
meliputi peraturan perundang-undangan Mesir, ketentuan
hukum status personal, dokumen resmi, laporan lembaga
internasional, statistik resmi, serta publikasi akademik yang
memuat praktik peradilan keluarga Mesir. Studi dokumentasi
digunakan untuk memperoleh data mengenai hukum positif
Mesir, pencatatan perkawinan, pembuktian hubungan
perkawinan, serta perlindungan hukum dalam perkara keluarga.
Wawancara Semi-terstruktur

Selain studi kepustakaan, penelitian ini menggunakan
wawancara semi-terstruktur terhadap dua warga negara Mesir.
Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman pertanyaan yang
disusun sesuai rumusan masalah penelitian. Hasil wawancara
digunakan untuk memperkuat analisis terhadap data normatif
dan memberikan gambaran mengenai realitas sosial praktik
zawaj urfi di Mesir.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap.

Mengidentifikasi bahan hukum dan literatur yang relevan
dengan judul, rumusan masalah, dan teori penelitian.
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2. Mengklasifikasikan bahan berdasarkan kategori: fikih Hanafi,
hukum positif Mesir, gawa ‘id al-fighiyyah, figh al-wagqi’,
praktik zawaj ‘urfi, dan perlindungan perempuan-anak.

3. Mencatat data penting yang berkaitan dengan wali, mahar,
publisitas perkawinan, pencatatan perkawinan, pembuktian
nasab, nafkah, perceraian, waris, dan kepastian hukum.

4. Membandingkan bahan hukum primer dengan bahan hukum
sekunder untuk memastikan kesesuaian dan relevansi data.

5. Menyusun data secara sistematis sebagai dasar analisis pada
bab-bab berikutnya.

3.5 Teknik Keabsahan Data
Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi
bahan hukum dan data kontekstual (Creswell, 2014). Triangulasi
dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam
penelitian ~ memiliki  relevansi, konsistensi, dan  dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian yuridis-
normatif, keabsahan data tidak dilakukan melalui pengujian
lapangan, tetapi melalui pemeriksaan terhadap otoritas sumber
hukum, kesesuaian literatur, keterkaitan teori, dan konsistensi antara
bahan hukum dengan data pendukung.
1. Triangulasi Bahan Hukum
Triangulasi  bahan  hukum  dilakukan  dengan
membandingkan berbagai bahan hukum yang digunakan dalam
penelitian. Kitab fikih Hanafi, seperti al-mabsiit karya al-
Sarakhsi dan Radd al-Muhtar karya Ibn ‘Abidin, digunakan
untuk membaca konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan.
Ketentuan hukum positif Mesir, terutama Qantin No. 1 Tahun
2000, digunakan untuk membaca aspek pencatatan perkawinan
dan  pembuktian = hubungan  perkawinan. Dengan
membandingkan bahan hukum fikih dan hukum positif Mesir,
penelitian ini dapat melihat hubungan antara legitimasi fikih
dan legalitas administratif negara.
2. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan
data dari berbagai jenis sumber, seperti kitab fikih, peraturan
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perundang-undangan Mesir, literatur akademik, laporan
lembaga internasional, statistik resmi, dan penelitian terdahulu.
Misalnya, praktik zawaj ‘urfi tidak hanya dibaca melalui fikih
Hanafi, tetapi juga melalui kajian akademik tentang hukum
keluarga Mesir, data sosial, dan laporan yang menjelaskan
kerentanan perempuan serta anak dalam perkawinan tidak
tercatat. Dengan cara ini, data penelitian tidak hanya bergantung
pada satu sumber, tetapi diperkuat oleh berbagai sumber yang
saling melengkapi.
Triangulasi Teori

Triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan tiga
kerangka teori utama, yaitu figh al-munakahat Mazhab Hanafi,
qawa ‘id al-fighiyyah, dan figh al-waqi‘. Figh al-mundkahat
Mazhab Hanafi digunakan untuk membaca keabsahan normatif
akad, terutama konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan.
Qawa‘id al-fighiyyah digunakan untuk menilai maslahat,
mafsadat, dan kewenangan negara dalam mengatur pencatatan
perkawinan. Figh al-wdqi‘ digunakan untuk membaca realitas
sosial dan dampak hukum zawaj ‘urfi terhadap perempuan serta
anak. Penggunaan tiga teori ini bertujuan agar analisis tidak
hanya bersifat tekstual, tetapi juga memperhatikan realitas
sosial dan perlindungan hukum.
Triangulasi Data Kontekstual

Triangulasi data  kontekstual dilakukan dengan
membandingkan data pendukung yang berkaitan dengan
praktik zawaj ‘wurfi di Mesir. Data tentang faktor sosial,
ekonomi, budaya, urbanisasi, biaya perkawinan, serta
kerentanan perempuan dan anak dibandingkan dengan literatur
akademik dan laporan lembaga yang relevan. Triangulasi ini
digunakan untuk memastikan bahwa pembacaan terhadap
zawaj ‘urfi tidak hanya didasarkan pada norma hukum, tetapi
juga memperhatikan kondisi sosial yang melatarbelakangi
praktik tersebut.
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5. Konsistensi Penafsiran

Konsistensi penafsiran dilakukan dengan menjaga agar
data yang digunakan tetap sesuai dengan rumusan masalah dan
batasan penelitian. Data tentang wali, mahar, dan publisitas
dikaitkan dengan rumusan masalah pertama. Data tentang
faktor sosial, budaya, ekonomi, dan hukum dikaitkan dengan
rumusan masalah kedua. Data tentang nafkah, mabhar,
perceraian, waris, nasab, pencatatan kelahiran, dan kepastian
hukum dikaitkan dengan rumusan masalah ketiga. Dengan
demikian, seluruh data yang digunakan tetap terarah dan tidak
melebar dari fokus penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara
kualitatif dengan mengintegrasikan analisis isi (content analysis),
analisis yuridis normatif, analisis hermeneutik, dan analisis socio-
legal. Keempat teknik analisis tersebut digunakan secara
komplementer untuk menghasilkan pemahaman yang utuh
mengenai praktik zawaj ‘urfi, baik dari aspek normatif maupun
realitas sosial. Analisis ini tidak hanya bertujuan menjelaskan
bagaimana hukum mengatur zawaj ‘urfi, tetapi juga bagaimana
norma tersebut diterapkan dalam masyarakat serta implikasinya
terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak.
1. Analisis Isi (Content Analysis)

Analisis isi  digunakan untuk mengidentifikasi,
mengelompokkan, dan menginterpretasikan tema-tema yang
terdapat dalam bahan hukum maupun data sosial sekunder.
Tema-tema yang dianalisis meliputi konsep wali, mahar,
publisitas perkawinan (i‘/an al-nikah), saksi, pencatatan
perkawinan, zawaj ‘urfi, ithbat al-zawdj, natkah, perceraian,
waris, nasab, identitas hukum, pencatatan kelahiran, serta
perlindungan perempuan dan anak. Teknik ini membantu
peneliti menyusun data secara sistematis sehingga pola
hubungan antar tema dapat dianalisis secara mendalam
(Krippendorff, 2018)
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Analisis yuridis-normatif

Analisis yuridis normatif digunakan untuk menelaah
norma-norma hukum yang mengatur praktik zawaj ‘urfi
berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Analisis dilakukan melalui inventarisasi, interpretasi, dan
sinkronisasi ketentuan fikih Mazhab Hanafi mengenai wali,
mahar, saksi, dan publisitas perkawinan dengan ketentuan
hukum positif Mesir mengenai pencatatan perkawinan,
pembuktian hubungan perkawinan (ithbat al-zawdj), serta
perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Melalui
analisis ini dapat dijelaskan hubungan antara legitimasi akad
menurut fikih dan legalitas administratif menurut hukum
negara.
Analisis hermeneutik

Analisis hermeneutik digunakan untuk menafsirkan teks
fikih dan dokumen hukum secara kontekstual. Teks fikih Hanafi
tidak hanya dibaca secara literal, tetapi juga dipahami
berdasarkan tujuan, konteks, dan akibat hukumnya. Misalnya,
kelonggaran Mazhab Hanafi tentang wali dan mahar tidak
dibaca sebagai pembenaran mutlak terhadap zawaj ‘urfi, tetapi
ditafsirkan bersama dengan prinsip perlindungan perempuan,
kafa’ah, hak mahar, saksi, dan publisitas. Dengan demikian,
analisis hermeneutik membantu menghubungkan teks fikih
dengan realitas sosial Mesir.
Analisis sosio-legal

Analisis socio-legal digunakan untuk menghubungkan
norma hukum dengan realitas sosial yang berkembang di
masyarakat Mesir. Analisis ini dilakukan melalui telaah
terhadap data sosial sekunder berupa hasil penelitian terdahulu,
laporan lembaga nasional dan internasional, statistik resmi,
putusan pengadilan, serta publikasi ilmiah yang membahas
praktik zawaj ‘urfi. Pendekatan ini digunakan untuk
mengidentifikasi faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan
administratif yang memengaruhi keberlangsungan praktik
zawaj ‘urfi, sekaligus menganalisis implikasinya terhadap hak-
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hak perempuan dan anak, seperti hak atas nafkah, mabhar,

perceraian, waris, nasab, identitas hukum, akta kelahiran, dan

kepastian hukum.
Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap.

1. Kondensasi data (data condensation), yaitu proses memilih,
menyederhanakan, mengelompokkan, dan memfokuskan
data yang relevan dengan rumusan masalah penelitian.
Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data ke dalam tema
wali, mahar, publisitas, faktor sosial, hukum positif Mesir,
dan perlindungan perempuan-anak.

2. Penyajian data (data display), yaitu menyusun hasil analisis
ke dalam tema-tema penelitian, seperti legitimasi fikih
Mazhab Hanafi, pengaturan hukum keluarga Mesir, faktor-
faktor sosial yang melatarbelakangi zawaj ‘urfi, serta
implikasi hukumnya terhadap perempuan dan anak.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing
and verification), yaitu mengintegrasikan hasil analisis
normatif dan socio-legal untuk menjawab rumusan masalah
penelitian serta merumuskan temuan mengenai hubungan
antara legitimasi fikih, legalitas administratif negara, dan
perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. (Miles
et al., 2014).

3.7 Teknik Penarikan Simpulan

Teknik penarikan simpulan dalam penelitian ini dilakukan
secara deduktif, induktif, dan sintesis. Teknik deduktif digunakan
untuk menarik pemahaman dari teori dan norma umum menuju
kasus khusus zawaj ‘urfi di Mesir. Misalnya, teori figh al-munakahat
Hanafi tentang wali, mahar, dan publisitas digunakan untuk menilai
praktik zawaj ‘urfi. Qawa ‘id al-fighiyyah digunakan untuk menilai
maslahat, mafsadat, dan kewenangan negara. Figh al-wagqi’
digunakan untuk membaca realitas sosial dan dampak hukum
praktik zawaj ‘urfi.

Teknik induktif digunakan untuk membaca data khusus
mengenai praktik zawaj ‘urfi di Mesir, faktor sosial yang
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melatarbelakanginya, serta dampaknya terhadap perempuan dan
anak, kemudian ditarik menjadi temuan umum. Data tentang
kesulitan perempuan menuntut nafkah, perceraian, waris, dan
pengakuan status perkawinan, serta data tentang kesulitan anak
dalam pembuktian nasab dan pencatatan kelahiran, disusun menjadi
temuan mengenai lemahnya perlindungan hukum dalam praktik
perkawinan tidak tercatat.

Teknik sintesis digunakan untuk menggabungkan hasil
analisis normatif, yuridis, dan kontekstual. Melalui sintesis ini,
penelitian merumuskan bahwa zawaj ‘urfi dapat memperoleh
legitimasi fikih tertentu dalam Mazhab Hanafi, tetapi tetap
menimbulkan persoalan hukum apabila tidak dicatat dan tidak
memiliki perlindungan administratif. Oleh karena itu, pencatatan
perkawinan, pembuktian tertulis, dan peran negara menjadi penting
untuk melindungi perempuan dan anak.

Simpulan penelitian disusun berdasarkan tiga rumusan
masalah.

1. Simpulan mengenai konsep wali, mahar, dan publisitas
perkawinan dalam Mazhab Hanafi.

2. Simpulan mengenai faktor yang menyebabkan zawaj ‘urfi
dipilih oleh sebagian masyarakat Mesir.

3. Simpulan mengenai implikasi zawaj ‘urfi  terhadap
perlindungan perempuan dan anak di Mesir. Dengan demikian,
penarikan simpulan dilakukan secara sistematis, terarah, dan
sesuai dengan fokus penelitian.



BAB IV
GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai konteks
penelitian, yaitu Mesir sebagai negara yang menjadi lokasi kajian praktik
zawaj ‘urfi. Pembahasan dalam bab ini bersifat deskriptif-kontekstual,
bukan analisis teoritis. Oleh karena itu, Bab IV diarahkan untuk
menjelaskan kondisi geografis, sosial-budaya, sistem hukum keluarga,
sejarah perkembangan zawaj ‘urfi, serta faktor-faktor yang
menyebabkan praktik tersebut berkembang dalam masyarakat Mesir.
4.1 Gambaran Umum Negara Mesir

Mesir merupakan salah satu negara penting di kawasan Timur
Tengah dan Afrika Utara. Negara ini memiliki posisi strategis
karena berada di persimpangan Afrika, Asia, dan kawasan
Mediterania. Secara historis, Mesir dikenal sebagai pusat peradaban
kuno, pusat keilmuan Islam, dan salah satu negara yang memiliki
pengaruh besar dalam perkembangan hukum keluarga di dunia
Muslim. Dalam konteks hukum keluarga Islam, Mesir menjadi
penting karena hukum keluarganya menunjukkan hubungan yang
kompleks antara fikih klasik, kodifikasi hukum negara, administrasi
modern, dan perubahan sosial masyarakat (Bernard-Maugiron,
2023).

Dalam penelitian ini, gambaran umum Mesir tidak dimaksudkan
untuk menjelaskan seluruh aspek negara Mesir secara luas, tetapi
hanya aspek-aspek yang relevan dengan praktik zawaj ‘urfi. Oleh
karena itu, pembahasan difokuskan pada tiga hal.

1. Letak geografis dan persebaran penduduk Mesir.

2. Kondisi sosial dan budaya masyarakat Mesir.

3. Sistem hukum keluarga dan administrasi perkawinan Mesir.

Ketiga aspek tersebut penting karena praktik zawaj ‘urfi tidak
lahir dalam ruang kosong, melainkan dipengaruhi oleh kondisi
sosial, ekonomi, budaya, dan hukum yang berkembang dalam
masyarakat Mesir.

66
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4.1.1 Letak Geografis dan Persebaran Penduduk
Mesir

Secara geografis, Mesir terletak di
kawasan Afrika Timur Laut dan sebagian
wilayahnya berada di Asia Barat melalui
Semenanjung Sinai. Mesir berbatasan dengan
Laut Mediterania di sebelah utara, Sudan di
sebelah selatan, Libya di sebelah barat, serta Laut
Merah, Israel, dan Jalur Gaza di sebelah timur.
Posisi ini membuat Mesir memiliki kedudukan
strategis dalam hubungan antara Afrika, Timur
Tengah, dan Eropa (El-Ramady dkk., 2019).

Sebagian besar wilayah Mesir berupa
gurun, sedangkan pusat kehidupan penduduk
terkonsentrasi di sekitar Lembah dan Delta
Sungai Nil. Sungai Nil memiliki peran sangat
penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan
pemukiman masyarakat Mesir. Konsentrasi
penduduk di wilayah lembah dan delta
menyebabkan kota-kota besar seperti Kairo,
Alexandria, Giza, dan Port Said berkembang
menjadi pusat aktivitas ekonomi, pendidikan,
administrasi, dan kebudayaan (El-Ramady dkk.,
2019).

Konsentrasi  penduduk di  wilayah
perkotaan memiliki hubungan dengan dinamika
sosial keluarga Mesir. Urbanisasi, kepadatan
penduduk, tingginya biaya hidup, dan perubahan
pola relasi sosial di kota-kota besar turut
memengaruhi pola perkawinan masyarakat.
Dalam konteks ini, praktik zawaj ‘urfi banyak
dibahas sebagai fenomena yang berkembang di
lingkungan masyarakat urban, mahasiswa,
pekerja muda, dan kelompok masyarakat yang
menghadapi ~ hambatan ~ ekonomi  untuk
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melangsungkan perkawinan formal (Shahrani,
2010; Sonneveld, 2012)

Tabel 4.1 Geografi dan Karakter Demografis Mesir

NO. | ASPEK GEOGRAFIS KETERANGAN

1. | Nama Negara Republik Arab Mesir (Jumhiriyyah Misr al-
‘Arabiyyah)

2. | Letak kawasan Afrika Timur Laut dan sebagian wilayah Asia
Barat (Semenanjung Sinai)

3. | Letak Astronomis 22°-32° Lintang Utara dan 25°-36° Bujur Timur

4. | Luas Wilayah + 1.001.450 km?

5. | Batas Utara Laut Mediterania

6. | Batas Selatan Sudan

7. | Batas Barat Libya

8. | Batas Timur Laut Merah, Israel, dan Jalur Gaza

9. | Wilayah Strategis Terusan Suez sebagai penghubung Laut
Mediterania dan Laut Merah

10. | Bentang Alam Dominan | Gurun Sahara dan Gurun Arab

11. | Sungai Utama Sungai Nil

12. | Pusat Persebaran | Lembah dan Delta Sungai Nil

Penduduk
13. | Kota-Kota Utama Kairo, Alexandria, Giza, dan Port Said
14. | Karakteristik Iklim Iklim gurun (kering dan panas)

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber, 2026
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Gambar 4.1 Peta Geografis Mesir

4.1.2 Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat Mesir
Masyarakat Mesir dikenal memiliki
struktur sosial dan budaya yang kuat, terutama
dalam kaitannya dengan keluarga, perkawinan,
kehormatan, dan agama. Islam memiliki pengaruh
besar dalam kehidupan sosial masyarakat Mesir,
termasuk dalam pengaturan relasi keluarga.
Namun, hukum keluarga Mesir tidak hanya
dipengaruhi oleh norma agama, tetapi juga oleh
budaya lokal, adat keluarga, kebijakan negara,
dan perubahan sosial modern (Al-Sharmani,
2017).

Keluarga dalam masyarakat Mesir
memiliki kedudukan penting sebagai institusi
sosial. Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai
hubungan personal antara laki-laki dan
perempuan, tetapi juga sebagai ikatan sosial
antara dua keluarga. Karena itu, perkawinan
formal sering disertai dengan tuntutan sosial dan
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ekonomi, seperti mahar, hadiah perkawinan,
perlengkapan rumah tangga, tempat tinggal, dan
biaya resepsi. Tuntutan tersebut dapat menjadi
beban bagi pasangan muda, terutama laki-laki
yang secara sosial sering diharapkan memiliki
kesiapan ekonomi sebelum menikah (Shahrani,
2010; Singerman, 2007).

Dalam masyarakat Mesir, mahar sering
terdiri atas muqaddam, yaitu bagian mahar yang
dibayarkan pada awal akad, dan mu akhkhar,
yaitu bagian mahar yang ditangguhkan. Selain
mahar, terdapat pula tuntutan penyediaan tempat
tinggal, perabot rumah tangga, dan biaya pesta
perkawinan. Dalam kondisi ekonomi yang sulit,
tuntutan ini dapat memperlambat perkawinan
formal. Sebagian pasangan kemudian memilih
zawaj ‘urfi karena dianggap lebih mudah, murah,
dan tidak membutuhkan seluruh persyaratan
sosial perkawinan formal (Shahrani, 2010;
Singerman, 2007).

Selain faktor ekonomi, perubahan sosial
juga  memengaruhi  praktik  perkawinan.
Urbanisasi, pendidikan  tinggi,  mobilitas
mahasiswa, meningkatnya interaksi laki-laki dan
perempuan di ruang publik, serta perubahan pola
relasi generasi muda membuat sebagian pasangan
mencari  bentuk hubungan yang dianggap
memiliki legitimasi keagamaan tetapi tidak selalu
dicatat oleh negara. Dalam konteks ini, zawaj ‘urfi
muncul sebagai praktik yang berada di antara
legitimasi agama, kebutuhan sosial, dan
keterbatasan ekonomi (Sonneveld, 2012).

Namun, praktik zawaj ‘urfi juga
menimbulkan persoalan sosial. Perkawinan yang
tidak tercatat dapat menempatkan perempuan
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pada posisi rentan apabila laki-laki mengingkari
hubungan perkawinan, menolak nafkah, atau
tidak mau mengakui anak. Dalam masyarakat
yang masih menempatkan kehormatan keluarga
sebagai nilai penting, perempuan yang mengalami
sengketa dalam perkawinan tidak tercatat dapat
menghadapi tekanan sosial dan kesulitan hukum
secara bersamaan (Al-Sharmani, 2017; Human
Rights Watch, 2004).

Dengan demikian, kondisi sosial dan
budaya masyarakat Mesir menunjukkan bahwa
zawaj ‘urfi tidak dapat dipahami hanya sebagai
persoalan akad nikah. Praktik ini berkaitan
dengan tekanan ekonomi, budaya perkawinan,
perubahan relasi sosial, peran keluarga, dan
sistem administrasi hukum negara. Oleh karena
itu, Bab IV ini menempatkan kondisi sosial-
budaya Mesir sebagai konteks penting sebelum
penelitian masuk pada data hukum dan analisis
teoritis.

Sistem Politik, Hukum Keluarga, dan
Administrasi Perkawinan Mesir

Mesir merupakan negara republik yang
memiliki sistem hukum modern, tetapi tetap
memberi tempat penting bagi prinsip-prinsip
syariah dalam hukum keluarga. Hukum keluarga
Mesir berada dalam wilayah personal status law
atau hukum status personal yang mengatur
perkawinan, perceraian, nafkah, nasab, waris, dan
hak-hak keluarga. Dalam bidang ini, hubungan
antara fikih klasik dan hukum negara tampak
sangat kuat karena banyak aturan keluarga Mesir
bersumber dari tradisi  fikih, kemudian
dikodifikasi dan diatur melalui undang-undang
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negara (Bernard-Maugiron, 2023; Welchman,
2007).

Secara historis, Mazhab Hanafi memiliki
pengaruh penting dalam pembentukan hukum
keluarga Mesir, terutama pada masa Utsmani
ketika Mazhab Hanafi menjadi mazhab resmi
dalam sistem peradilan. Pengaruh ini tidak berarti
bahwa seluruh hukum keluarga Mesir modern
identik dengan Mazhab  Hanafi, tetapi
menunjukkan bahwa tradisi Hanafi memiliki
posisi penting dalam sejarah hukum keluarga
Mesir. Dalam perkembangan modern, negara
Mesir melakukan kodifikasi dan reformasi hukum
keluarga melalui berbagai regulasi status personal
(Bernard-Maugiron, 2023; Tucker, 2008).

Dalam konteks perkawinan, negara Mesir
menempatkan pencatatan sebagai instrumen
penting untuk memberikan kepastian hukum.
Pencatatan tidak selalu dipahami sebagai syarat
sah akad menurut fikih, tetapi menjadi dasar
penting dalam pengakuan administratif negara
dan pembuktian hubungan perkawinan di
pengadilan. Salah satu ketentuan penting dalam
konteks ini adalah Qaniin No. 1 Tahun 2000,
khususnya Pasal 17, yang menegaskan
pentingnya bukti tertulis dalam perkara
perkawinan tertentu di pengadilan (Qaniin Ragm
I li Sanah 2000, Pasal 17; Bernard-Maugiron,
2023).

Dalam sistem administrasi perkawinan
Mesir, pencatatan resmi dilakukan melalui pejabat
yang berwenang, termasuk ma’dhiin sebagai
pejabat pencatat perkawinan Muslim. Peran
ma’dhiin penting karena dokumen perkawinan
menjadi bukti hukum yang dapat digunakan
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dalam perkara nafkah, perceraian, waris, nasab,
dan hak anak. Ketika perkawinan tidak dicatat
secara resmi, para pihak dapat mengalami
kesulitan dalam  membuktikan  hubungan

perkawinan di  hadapan lembaga
(Sonneveld, 2012).

Selain pencatatan perkawinan, Mesir juga
memiliki Mahakim al-Usrah atau pengadilan
keluarga perkara-perkara

keluarga. Pengadilan keluarga menjadi lembaga

negara

yang menangani

penting dalam penyelesaian sengketa perkawinan,
perceraian, nafkah, nasab, dan hak anak. Dalam
konteks zawaj ‘urfi, pengadilan keluarga dapat
menjadi ruang bagi perempuan untuk menuntut
pengakuan hubungan perkawinan atau hak-hak
keluarga, meskipun sangat
bergantung pada bukti tertulis, kemampuan
hukum, dan kondisi sosial para pihak (Al-
Sharmani, 2017; Bernard-Maugiron, 2023).

akses tersebut

Tabel 4.2 Sistem Hukum Keluarga dan Administrasi Perkawinan Mesir

No. Aspek Keterangan Relevansi dengan Zawaj ‘urfi
1. Sistem Diatur dalam hukum Menjadi  dasar  pengaturan
hukum status personal perkawinan, perceraian,

keluarga nafkah, nasab, dan waris
2. Pengaruh Tradisi fikih, khususnya | Menangani perkara
fikih Hanafi, berpengaruh perkawinan, perceraian,
dalam sejarah hukum nafkah, hak asuh anak, waris,

keluarga Mesir dan sengketa keluarga lainnya.
3. Kodifikasi Negara mengatur hukum | Menunjukkan peran negara
hukum keluarga melalui undang- | dalam mengatur administrasi
negara undang status personal perkawinan
4. Pencatatan Perkawinan resmi Menjadi  pembeda  antara
perkawinan membutuhkan dokumen | legalitas  administratif — dan
administratif keabsahan fikih




74

5. Qantin No. 1 | Menekankan pentingnya | Menjadi dasar penting dalam
Tahun 2000 bukti tertulis dalam pembuktian perkara zawaj ‘urfi
Pasal 17 perkara perkawinan
tertentu
6. Ma’dhiin Pejabat pencatat Berperan dalam pencatatan
perkawinan Muslim resmi perkawinan
7. Mahakim al- Pengadilan keluarga Menangani sengketa keluarga,
Usrah Mesir termasuk  perkara  terkait
perkawinan tidak tercatat

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber, 2026.

4.2 Sejarah dan Perkembangan Zawaj ‘Urfi di Mesir

Zawaj ‘urfi dalam konteks Mesir tidak dapat dipahami hanya
sebagai praktik perkawinan kontemporer. Praktik ini memiliki
hubungan dengan sejarah fikih, perubahan administrasi negara, dan
dinamika sosial masyarakat. Secara bahasa, kata ‘urfi berkaitan
dengan ‘urf atau kebiasaan. Dalam konteks modern Mesir, zawaj
‘urfi umumnya merujuk pada perkawinan yang dilakukan
berdasarkan akad agama atau kesepakatan para pihak, tetapi tidak
dicatat secara resmi dalam administrasi negara (Shahrani, 2010;
Sonneveld, 2012).

Pada masa sebelum berkembangnya administrasi negara modern,
hubungan perkawinan dalam masyarakat Muslim lebih banyak
bertumpu pada akad, saksi, pengakuan sosial, dan legitimasi
keagamaan. Dalam tradisi fikih, sahnya akad nikah ditentukan oleh
terpenuhinya rukun dan syarat nikah, seperti ijab-qabul, para pihak
yang berakad, saksi, dan unsur lain yang dibahas dalam masing-
masing mazhab. Dalam kondisi tersebut, pencatatan negara belum
menjadi pusat pembuktian sebagaimana dalam sistem hukum
modern (Tucker, 2008).

Perubahan terjadi ketika negara modern mulai mengembangkan
sistem administrasi hukum keluarga. Perkawinan tidak lagi hanya
dipandang sebagai akad keagamaan dan sosial, tetapi juga sebagai
peristiwa hukum yang membutuhkan dokumen resmi. Pencatatan
perkawinan menjadi penting karena berkaitan dengan pembuktian
hubungan perkawinan, nafkah, perceraian, nasab, waris, dan hak



75

anak. Dalam konteks inilah zawaj ‘urfi mulai menjadi persoalan
hukum modern, karena praktik tersebut dapat memenuhi unsur
keagamaan tertentu, tetapi tidak selalu memenuhi kebutuhan
administratif negara (Alim, 2016).

4.2.1 Sejarah Kemunculan Zawaj ‘Urfi di Mesir

Sejarah zawaj ‘wurfi di Mesir dapat ditelusuri dari
hubungan antara tradisi fikih dan perkembangan administrasi
negara. Pada masa tradisional, perkawinan yang memenuhi
unsur akad dan diketahui oleh saksi dapat diterima secara
sosial-keagamaan. Tradisi fikih, termasuk pengaruh Mazhab
Hanafi, memberi ruang bagi keabsahan akad selama syarat-
syarat dasar perkawinan terpenuhi. Akan tetapi, dalam sistem
negara modern, pembuktian hubungan perkawinan semakin
bergantung pada dokumen tertulis dan pencatatan resmi
(Bernard-Maugiron, 2023; Tucker, 2008).

Dalam perkembangan abad ke-20, Mesir mulai
memperkuat sistem hukum status personal melalui kodifikasi
dan reformasi hukum keluarga. Penguatan administrasi ini
membuat pencatatan perkawinan menjadi semakin penting.
Pencatatan diperlukan agar hubungan perkawinan dapat
dibuktikan di hadapan pengadilan dan agar hak-hak keluarga
dapat dilindungi. Perkawinan yang tidak tercatat kemudian
menghadapi persoalan ketika terjadi sengketa, terutama jika
salah satu pihak mengingkari hubungan perkawinan (Alim,
2016).

Dalam masyarakat Mesir modern, istilah zawaj ‘urfi
semakin dikenal sebagai perkawinan yang dilakukan secara
agama atau melalui dokumen tidak resmi, tetapi tidak dicatat
dalam administrasi negara. Praktik ini berkembang terutama di
kalangan mahasiswa, pekerja urban, dan pasangan muda yang
menghadapi tekanan ekonomi atau hambatan sosial untuk
melangsungkan perkawinan formal. Dalam sejumlah kajian,
zawaj ‘urfi dipandang sebagai fenomena yang berkaitan dengan
perubahan sosial, mahalnya biaya perkawinan, dan ketegangan
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antara norma agama, adat keluarga, dan hukum negara
(Shahrani, 2010; Sonneveld, 2012).

Pada dekade 1980-an hingga 2000-an, zawaj ‘urfi
semakin banyak dibahas dalam ruang publik Mesir. Perhatian
terhadap praktik ini meningkat karena banyak kasus
menunjukkan lemahnya posisi perempuan dan anak ketika
perkawinan tidak tercatat. Persoalan seperti penolakan nafkah,
pengingkaran perkawinan, kesulitan pembuktian nasab, dan
terbatasnya akses ke pengadilan menjadi isu penting dalam
perdebatan mengenai zawaj ‘urfi. Dalam konteks tersebut,
zawaj ‘urfi berubah dari praktik sosial-keagamaan menjadi
persoalan sosial-hukum yang berkaitan dengan perlindungan
perempuan dan anak (Al-Sharmani, 2017; quality & Family,
t.t.).

Dengan demikian, sejarah kemunculan zawaj ‘urfi di
Mesir menunjukkan adanya perubahan makna. Pada awalnya,
praktik perkawinan yang bertumpu pada akad dan saksi dapat
diterima dalam tradisi sosial-keagamaan tertentu. Namun,
dalam negara modern, perkawinan yang tidak dicatat dapat
menimbulkan persoalan hukum. Oleh karena itu, zawaj ‘urfi di
Mesir harus dipahami sebagai hasil interaksi antara fikih klasik,
tradisi sosial, administrasi negara modern, dan perubahan sosial

masyarakat.
Tabel 4.3 Sejarah Perkembangan Zawaj ‘urfi di Mesir
No. | Periode/Konteks Karakteristik Relevansi dengan
Penelitian
1. Tradisi fikih klasik Keabsahan perkawinan | Menjelaskan dasar
bertumpu pada akad, | legitimasi  fikih
saksi, dan syarat nikah terhadap sebagian
praktik zawaj ‘urft
2. Pengaruh Mazhab Hanafi Tradisi Hanafi | Relevan  dengan
berpengaruh dalam | konsep wali,
sejarah hukum keluarga | mahar, dan

Mesir
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publisitas
perkawinan
Sebelum administrasi Pencatatan belum | Menjelaskan
modern menguat menjadi pusat | perbedaan antara
pembuktian sebagaimana | legitimasi sosial-
dalam negara modern keagamaan  dan
legalitas
administratif

Kodifikasi hukum keluarga
abad ke-20

Negara memperkuat
hukum status personal
dan administrasi
perkawinan

Pencatatan mulai
menjadi instrumen
perlindungan
hukum

Mesir modern

Zawaj ‘urfi berkembang
di kalangan mahasiswa,
pekerja  urban,
kelompok ekonomi
rentan

dan

Menunjukkan
hubungan antara
tekanan sosial-
ekonomi dan
perkawinan tidak

tercatat

Perdebatan kontemporer

Zawaj  ‘urfi  dikaitkan
dengan kerentanan
perempuan dan anak

Menjadi dasar
pembahasan Bab
V dan Bab VI

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber, 2026.

4.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Zawaj ‘Urft

Maraknya praktik zawaj ‘urfi di Mesir dipengaruhi oleh
berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor ekonomi,
sosial, budaya, maupun hukum. Perubahan kondisi masyarakat
Mesir kontemporer, tingginya biaya perkawinan formal,
tekanan ekonomi generasi muda, serta adanya perbedaan antara
legitimasi agama dan legalitas administratif negara menjadi
faktor penting yang mendorong berkembangnya praktik
perkawinan informal dalam masyarakat Mesir. Faktor-faktor
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
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Tingginya Biaya Perkawinan Formal

Salah satu faktor utama maraknya praktik zawaj ‘urfi
di Mesir adalah tingginya biaya perkawinan formal. Dalam
masyarakat Mesir, perkawinan tidak hanya dipahami
sebagai hubungan keagamaan, tetapi juga sebagai simbol
status sosial dan kesiapan ekonomi. Calon suami umumnya
dituntut menyediakan mahar (mahr), tempat tinggal,
perlengkapan rumah tangga, serta biaya resepsi
perkawinan. Mahar biasanya terdiri atas mugqaddam (p224ll)
yaitu mahar yang dibayar di awal akad dan mu’akhkhar
(UA35d)) yaitu mahar yang pembayarannya ditangguhkan.
Selain itu, laki-laki juga diharapkan mampu menyediakan
apartemen atau rumah sebelum perkawinan dilaksanakan
secara resmi.

Penelitian Diane Singerman menunjukkan bahwa
biaya perkawinan di Mesir mencakup tempat tinggal,
perabot rumah tangga, mahar, perhiasan (shabka), resepsi
perkawinan, dan perlengkapan rumah tangga lainnya
sehingga menyebabkan banyak generasi muda mengalami
keterlambatan  usia menikah (delayed marriage).
Berdasarkan Survey of Young People in Egypt (SYPE),
rata-rata biaya perkawinan generasi muda Mesir bahkan
mencapai lebih dari 35.000 Egyptian Pound di luar biaya
tempat tinggal, dan cenderung lebih tinggi di wilayah
perkotaan. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pemuda
Mesir membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk
mempersiapkan biaya perkawinan formal.

Pengangguran dan tekanan ekonomi

Kondisi ekonomi Mesir turut memengaruhi
berkembangnya zawaj ‘urfi. Berdasarkan data resmi
CAPMAS Mesir tahun 2024, tingkat pengangguran
nasional Mesir mencapai 6,6%, sedangkan tingkat
pengangguran kelompok usia 15-29 tahun mencapai
sekitar 14,9%. Selain itu, pengangguran perempuan muda
mencapai sekitar 37,1%. Tingginya angka pengangguran
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tersebut menyebabkan banyak generasi muda belum
memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk
memenuhi tuntutan perkawinan formal. Di sisi lain,
meningkatnya inflasi dan biaya hidup di wilayah perkotaan
juga menyebabkan mahalnya biaya tempat tinggal dan
kebutuhan rumah tangga masyarakat Mesir.

Dinamika keluarga dan Perubahan Sosial

Data statistik CAPMAS dalam Egypt in Figures 2024
menunjukkan bahwa pada tahun 2024 jumlah perkawinan
di Mesir mencapai 936.739 akad, sedangkan perceraian
mencapai 273.892 kasus. Data tersebut menunjukkan
adanya perubahan sosial dan dinamika keluarga yang
cukup besar dalam masyarakat Mesir kontemporer.
Modernisasi, urbanisasi, dan meningkatnya akses
pendidikan menyebabkan interaksi sosial antara laki-laki
dan perempuan menjadi lebih terbuka, khususnya di
wilayah urban seperti Kairo dan Alexandria. Namun
demikian, norma sosial masyarakat Mesir tetap membatasi
hubungan di luar perkawinan formal sehingga sebagian
pasangan memilih zawaj ‘urfi sebagai bentuk legitimasi
agama terhadap hubungan mereka (Sonneveld, 2012).
Praktik Zawaj Urfi di kalangan Mahasiswa generasi Muda

Fenomena zawaj ‘urfi banyak ditemukan di kalangan
mahasiswa universitas dan generasi muda urban Mesir.
Penelitian Mulki Al-Sharmani menunjukkan bahwa
sebagian mahasiswa memandang zawaj ‘urfi sebagai solusi
sementara akibat sulitnya memenuhi tuntutan ekonomi
perkawinan formal dan kuatnya kontrol sosial keluarga
terhadap relasi laki-laki dan perempuan. Praktik tersebut
berkembang terutama di lingkungan urban yang
mengalami perubahan pola relasi sosial dan gender (Al-
Sharmani, 2017).
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Dualisme antara Legistimasi Agama dan Legalitas Negara
Faktor hukum dan administratif negara juga turut
memengaruhi berkembangnya zawaj ‘urfi di Mesir. Dalam
sistem hukum keluarga Mesir terdapat perbedaan antara
legitimasi perkawinan menurut figh Islam dan pengakuan
administratif negara. Secara figh, perkawinan dianggap sah
apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, sedangkan
negara mewajibkan pencatatan resmi sebagai bentuk
pengakuan hukum administratif. Kondisi tersebut
menyebabkan sebagian masyarakat tetap menganggap
perkawinan agama tanpa pencatatan sebagai perkawinan
yang sah secara syariat (Pearl, 1976).
Sistem Administratif dan Pencatatan Perkawinan Negara

Negara Mesir melalui Qaniin No. 1 Tahun 2000

mewajibkan pencatatan perkawinan sebagai syarat
pengakuan administratif negara. Namun undang-undang
tersebut tetap membuka kemungkinan pembuktian
hubungan perkawinan melalui dokumen tertulis dalam
perkara tertentu, terutama berkaitan dengan perceraian dan
status keluarga. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya
kompromi antara kebutuhan kepastian hukum negara dan
realitas sosial praktik zawaj ‘urfi dalam masyarakat Mesir
kontemporer.

Dengan demikian, maraknya zawaj ‘urfi di Mesir
dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan,
mulai dari tekanan ekonomi, perubahan sosial budaya,
hingga dualisme antara legitimasi figh dan legalitas
administratif negara.
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Tabel 4.4 Faktor Penyebab Maraknya Zawaj ‘Urfi di Mesir

No. | Faktor Penjelasan Relevansi dengan
Penelitian
1. Tingginya biaya Perkawinan formal di Menjelaskan alasan
perkawinan formal Mesir membutuhkan ekonomi pasangan
mabhar, tempat tinggal, memilih zawaj ‘urft
perabot rumah tangga,
perhiasan (shabka), dan
biaya resepsi
2. Pengangguran dan Tingginya pengangguran | Menjelaskan zawaj ‘urfi
Tekanan Ekonomi menyebabkan generasi sebagai respons
muda sulit memenuhi terhadap tekanan
syarat ekonomi eckonomi
perkawinan formal
3. Urbanisasi dan Interaksi laki-laki dan Menjelaskan
perubahan relasi perempuan meningkat di | perkembangan zawaj
sosial ruang urban ‘urft di kota besar dan
lingkungan mahasiswa
4. Kontrol keluarga dan | Keluarga memiliki peran | Menjelaskan mengapa
budaya kehormatan | kuat dalam perkawinan sebagian pasangan
formal memilih jalur privat
5. Mahasiswa dan Kelompok muda Menjelaskan kelompok
masyarakat urban menghadapi dilema sosial yang sering
antara relasi, agama, dan | dikaitkan dengan zawaj
ekonomi ‘urft
6. Ketegangan Akad dapat dianggap sah | Menjadi dasar
legitimasi agama dan | secara fikih, tetapi tidak | pembahasan hubungan
legalitas negara selalu diakui fikih dan hukum negara
administratif
7. Lemahnya kesadaran | Pencatatan dianggap Menjelaskan risiko

administratif

formalitas, bukan
perlindungan hukum

hukum bagi perempuan
dan anak

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber, 2026.
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4.3

Kedudukan Mazhab Hanafi dan Hukum Positif Mesir dalam
Kajian Zawaj ‘Urfi

Praktik zawaj ‘urfi di Mesir tidak dapat dilepaskan dari dua
konteks penting, yaitu kedudukan fikih Mazhab Hanafi dalam
sejarah hukum keluarga Mesir dan kedudukan hukum positif Mesir
dalam mengatur administrasi perkawinan. Kedua konteks ini
penting karena zawaj ‘urfi berada di antara legitimasi fikih dan
legalitas negara. Dari sisi fikih, sebagian praktik zawaj ‘urfi dapat
dipahami sebagai akad yang memenuhi unsur dasar perkawinan.
Namun, dari sisi hukum negara, perkawinan yang tidak dicatat dapat
menimbulkan persoalan pembuktian dan perlindungan hukum. Oleh
karena itu, bagian ini menjelaskan kedudukan Mazhab Hanafi,
hukum positif Mesir, administrasi perkawinan, dan peradilan
keluarga sebagai dasar bagi pemaparan data pada Bab V.
4.3.1 Kedudukan Mazhab Hanafi dalam Sistem Hukum

Keluarga Mesir

Mazhab Hanafi memiliki kedudukan penting dalam
sejarah hukum keluarga Mesir. Pengaruh Mazhab Hanafi
berkaitan dengan sejarah panjang hukum Islam di Mesir,
terutama pada masa pemerintahan Utsmani ketika Mazhab
Hanafi menjadi mazhab resmi dalam sistem peradilan.
Pengaruh ini tidak berarti bahwa seluruh hukum keluarga
Mesir modern identik dengan Mazhab Hanafi, tetapi
menunjukkan bahwa tradisi Hanafi memiliki posisi historis
dalam pembentukan dan perkembangan hukum status
personal Mesir.

Kedudukan Mazhab Hanafi penting dalam penelitian
ini karena beberapa konsepnya berkaitan langsung dengan
praktik zawaj ‘urfi. Pertama, dalam persoalan wali, Mazhab
Hanafi memberi ruang kecakapan hukum kepada perempuan
balig dan berakal untuk melakukan akad nikah dalam kondisi
tertentu. Kedua, dalam persoalan mahar, Mazhab Hanafi
memandang mahar sebagai hak perempuan, tetapi
penyebutannya dalam akad tidak selalu menjadi syarat sah
akad. Ketiga, dalam persoalan publisitas perkawinan,
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Mazhab Hanafi menempatkan saksi sebagai unsur penting
dalam akad nikah, sedangkan pencatatan negara tidak
dibahas sebagai syarat sah akad dalam konstruksi fikih
klasik.

Ketiga konsep tersebut menjelaskan mengapa sebagian
masyarakat dapat memahami zawaj ‘urfi sebagai perkawinan
yang memiliki legitimasi keagamaan, selama terdapat ijab-
gabul, para pihak, dan saksi. Namun, kedudukan Mazhab
Hanafi dalam penelitian ini tidak digunakan untuk
membenarkan seluruh praktik zawaj ‘urfi secara mutlak.
Mazhab Hanafi justru digunakan untuk melihat batas antara
keabsahan fikih dan kebutuhan perlindungan hukum dalam
sistem negara modern. Dengan demikian, data fikih Hanafi
yang akan dipaparkan dalam Bab V menjadi penting untuk
menjelaskan konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan
secara lebih terarah.

Kedudukan Hukum Positif Mesir dalam Pengaturan
Perkawinan Tidak Tercatat

Selain Mazhab Hanafi, hukum positif Mesir juga
memiliki kedudukan penting dalam kajian zawaj ‘urfi.
Negara Mesir menempatkan perkawinan sebagai peristiwa
hukum yang tidak hanya memiliki dimensi keagamaan,
tetapi juga dimensi administratif. Oleh karena itu, pencatatan
perkawinan menjadi instrumen penting untuk membuktikan
hubungan perkawinan, melindungi hak perempuan, dan
menjamin kepastian status anak.

Dalam konteks zawaj ‘urfi, hukum positif Mesir
menjadi penting karena perkawinan tidak tercatat sering
menimbulkan persoalan ketika terjadi sengketa. Perempuan
dapat mengalami kesulitan menuntut nafkah, mahar,
perceraian, atau waris apabila tidak memiliki dokumen yang
kuat. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat juga
dapat mengalami kesulitan dalam pembuktian nasab,
pencatatan kelahiran, nafkah, dan hak waris. Karena itu,
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4.3.3

hukum positif Mesir tidak hanya berfungsi sebagai aturan
administratif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum
keluarga.

Salah satu ketentuan yang relevan dalam konteks ini
adalah Qaniin No. 1 Tahun 2000, khususnya Pasal 17, yang
menunjukkan pentingnya bukti tertulis dalam perkara
perkawinan tertentu. Ketentuan ini menjadi penting karena
memperlihatkan bahwa negara Mesir tidak semata-mata
menilai hubungan perkawinan dari sisi sahnya akad menurut
fikih, tetapi juga dari kemampuan para pihak membuktikan
perkawinan tersebut di hadapan pengadilan. Dengan
demikian, hukum positif Mesir menjadi data penting dalam
Bab V untuk menjelaskan posisi zawaj ‘urfi dalam sistem
hukum negara.

Administrasi Perkawinan dan Peran Peradilan Keluarga
Mesir

Administrasi perkawinan memiliki peran penting
dalam membedakan perkawinan resmi dan zawaj ‘urfi.
Dalam sistem hukum Mesir, pencatatan perkawinan
dilakukan melalui pejabat yang berwenang, termasuk
ma’dhiin sebagai pencatat perkawinan Muslim. Dokumen
yang dihasilkan dari pencatatan tersebut menjadi bukti resmi
yang dapat digunakan dalam perkara keluarga, seperti
nafkah, perceraian, waris, nasab, dan pencatatan kelahiran
anak.

Dalam praktik zawaj ‘urfi, perkawinan umumnya tidak
dicatat melalui jalur resmi tersebut. Akibatnya, hubungan
perkawinan hanya bergantung pada bukti tidak resmi,
kesaksian, atau dokumen privat yang kekuatan hukumnya
tidak selalu sama dengan dokumen resmi negara. Kondisi ini
dapat menimbulkan kesulitan ketika salah satu pihak
mengingkari hubungan perkawinan atau ketika perempuan
dan anak membutuhkan perlindungan hukum.

Selain administrasi perkawinan, Mahdkim al-Usrah
atau pengadilan keluarga Mesir juga memiliki kedudukan
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penting. Pengadilan keluarga menjadi ruang penyelesaian
sengketa yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian,
nafkah, nasab, dan hak anak. Dalam perkara zawaj ‘urfi,
pengadilan dapat menjadi tempat bagi perempuan untuk
menuntut pengakuan hubungan perkawinan atau hak-hak
keluarga. Namun, akses terhadap perlindungan tersebut
sangat bergantung pada bukti yang dapat diajukan.

Dengan demikian, administrasi perkawinan dan
peradilan keluarga Mesir menjadi bagian penting dalam
kajian ini. Keduanya menjelaskan bahwa problem zawaj
‘urfi tidak berhenti pada keabsahan akad, tetapi berlanjut
pada persoalan pembuktian, akses keadilan, dan
perlindungan hukum. Oleh karena itu, Bab V akan
memaparkan data mengenai konsep fikih Hanafi, hukum
positif Mesir, administrasi perkawinan, praktik pengadilan
keluarga, dan implikasi zawaj ‘urfi terhadap perempuan serta
anak.



BABV
DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Bab ini menyajikan data penelitian mengenai praktik zawaj ‘urfi

di Mesir, khususnya dalam kaitannya dengan konsep wali, mahar, dan
publisitas perkawinan dalam Mazhab Hanafi serta implikasinya terhadap
perlindungan perempuan dan anak. Berbeda dengan Bab IV yang
menjelaskan konteks sosial dan historis, Bab V diarahkan untuk

memaparkan data normatif dan faktual yang menjadi dasar analisis pada
Bab VI. Oleh karena itu, pembahasan dalam bab ini bersifat deskriptif-
data, bukan analisis teoritis.

AW N~

5.1

Data dalam bab ini disusun ke dalam lima kelompok utama:
Pemetaan data penelitian.
Data fikih Hanafi tentang wali, mahar, dan publisitas perkawinan.
Data hukum positif Mesir mengenai perkawinan tidak tercatat.
Data praktik zawaj ‘urfi, administrasi perkawinan, dan peradilan
keluarga.
Data implikasi zawaj ‘urfi terhadap perlindungan perempuan dan
anak. Pada bagian akhir, bab ini merumuskan temuan penelitian
sebagai dasar pembahasan dalam Bab VI.
Ruang Lingkup Data Penelitian

Data dalam bab ini disajikan untuk menggambarkan hubungan
antara praktik zawaj ‘urfi di Mesir, konsep wali, mahar, dan
publisitas perkawinan dalam Mazhab Hanafi, serta implikasinya
terhadap perlindungan perempuan dan anak. Penyajian data
diarahkan agar pembahasan tidak hanya berhenti pada persoalan sah
atau tidaknya akad menurut fikih, tetapi juga menunjukkan
bagaimana praktik zawaj ‘urfi berhadapan dengan kebutuhan
pencatatan, pembuktian, dan perlindungan hukum dalam sistem
negara modern.

Data pertama berkaitan dengan fikih Mazhab Hanafi. Bagian
ini memuat data mengenai konsep wali, mahar, dan publisitas
perkawinan yang sering menjadi dasar legitimasi keagamaan
terhadap praktik zawaj ‘urfi. Data ini penting karena dalam sebagian
praktik zawaj ‘urfi, akad dipandang sah apabila terdapat
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kesepakatan para pihak, ijab-qabul, dan saksi, meskipun tidak selalu
dicatat secara resmi oleh negara. Oleh karena itu, data fikih Hanafi
digunakan untuk melihat dasar normatif yang melatarbelakangi
penerimaan zawaj ‘urfi dalam sebagian masyarakat Mesir.

Data kedua berkaitan dengan hukum positif Mesir. Bagian ini
memuat data mengenai pencatatan perkawinan, pembuktian
hubungan perkawinan, peran ma 'dhiin, serta kedudukan Mahakim
al-Usrah dalam perkara keluarga. Data ini diperlukan karena zawaj
‘urfi berada dalam posisi yang tidak sederhana: di satu sisi dapat
memperoleh legitimasi fikih tertentu, tetapi di sisi lain menghadapi
keterbatasan dalam sistem administrasi negara apabila tidak
memiliki dokumen resmi. Oleh karena itu, hukum positif Mesir
menjadi penting untuk melihat bagaimana negara mengatur dan
membatasi akibat hukum dari perkawinan tidak tercatat.

Data ketiga berkaitan dengan praktik zawaj ‘urfi di Mesir.
Bagian ini memuat data mengenai faktor sosial-ekonomi yang
mendorong sebagian masyarakat memilih zawaj ‘urfi, seperti
tingginya biaya perkawinan formal, tuntutan mahar, pengangguran,
urbanisasi, perubahan pola relasi sosial, dan kontrol keluarga. Selain
itu, bagian ini juga memuat data mengenai mekanisme yang
berkembang dalam praktik, seperti tasadiiq al-zawaj, ithbat al-
zawaj, tatliq, dan fasakh.

Data keempat berkaitan dengan perlindungan perempuan dan
anak. Bagian ini memuat data mengenai dampak zawaj ‘urfi
terhadap hak perempuan, terutama mahar, natkah, perceraian, waris,
dan kepastian status hukum. Selain itu, bagian ini juga memuat data
mengenai dampaknya terhadap anak, terutama dalam pembuktian
nasab, pencatatan kelahiran, nafkah, waris, dan perlindungan
administratif. Data ini penting karena perempuan dan anak
merupakan pihak yang paling rentan ketika perkawinan tidak
memiliki dokumen resmi yang kuat.

Dengan susunan tersebut, Bab V menyajikan data secara
bertahap dari aspek fikih, hukum positif, praktik sosial, hingga
perlindungan hukum. Susunan ini menjadi dasar bagi pembahasan
pada bab berikutnya, terutama untuk melihat bagaimana zawaj ‘urfi
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5.2

dipahami dalam hubungan antara legitimasi fikih, legalitas
administratif negara, dan perlindungan perempuan serta anak.

Data Fikih Hanafi tentang Wali, Mahar, dan Publisitas
Perkawinan

Data fikih Hanafi penting dalam penelitian ini karena praktik
zawaj ‘urfi sering memperoleh legitimasi keagamaan melalui
pemahaman bahwa akad nikah dapat dipandang sah apabila
memenuhi unsur dasar fikih. Dalam konteks Mazhab Hanafi, tiga
konsep yang paling relevan dengan praktik zawaj ‘urfi adalah wali,
mahar, dan publisitas perkawinan. Ketiga konsep tersebut menjadi
data utama untuk memahami mengapa sebagian praktik zawaj ‘urfi
dapat dianggap sah secara agama, tetapi tetap menimbulkan
persoalan dari sisi perlindungan hukum negara.

Data fikih dalam bagian ini tidak dimaksudkan untuk
mengulang seluruh landasan teori yang telah dijelaskan dalam Bab
II. Redaksi Arab yang dicantumkan hanya redaksi inti dari kitab
fikih Hanafi yang berkaitan langsung dengan wali, mahar, dan
publisitas perkawinan. Redaksi tersebut digunakan sebagai data
primer fikih yang kemudian akan dianalisis lebih lanjut dalam Bab
VL
5.2.1 Data tentang Wali dalam Mazhab Hanafi

Dalam Mazhab Hanafi, perempuan yang telah balig dan
berakal memiliki kecakapan hukum dalam akad nikah. Al-

Sarakhsi dalam al-mabsit menjelaskan bahwa seorang

perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri atau

memerintahkan selain wali untuk menikahkannya. Redaksi

Arabnya adalah sebagai berikut:
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Artinya: “Dalam hal ini terdapat dalil bahwa
apabila seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri
atau memerintahkan selain wali untuk menikahkannya,
lalu orang tersebut menikahkannya, maka akad nikahnya
sah. Pendapat ini diambil oleh Abu Hanifah, baik
perempuan tersebut masih perawan maupun janda” (Al-
Sarakhsi, 1993).

Redaksi tersebut menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi
memberikan ruang kecakapan hukum kepada perempuan balig
dan berakal dalam akad nikah. Data ini penting karena
sebagian praktik zawaj ‘urfi di Mesir dilakukan tanpa
keterlibatan wali secara formal. Dalam konteks tersebut,
kelonggaran konsep wali dalam Mazhab Hanafi dapat menjadi
salah satu dasar legitimasi keagamaan bagi sebagian
masyarakat yang menganggap zawaj ‘urfi sebagai perkawinan
yang sah secara agama.

Namun, data fikih Hanafi juga menunjukkan bahwa
kelonggaran tersebut tidak bersifat mutlak. Al-Sarakhsi tetap
menegaskan adanya hak wali untuk mengajukan keberatan
apabila perkawinan dilakukan dengan laki-laki yang tidak
sekufu. Redaksi Arabnya adalah sebagai berikut:
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Artinya: “Apabila laki-laki tersebut tidak sekufu
dengan perempuan itu, maka para wali memiliki hak
untuk mengajukan keberatan” (Al-Sarakhsi, 1993).

Data ini menunjukkan bahwa dalam Mazhab Hanafi,
wali tidak hanya berkaitan dengan formalitas akad, tetapi juga
memiliki fungsi perlindungan sosial melalui prinsip kafa’ah.
Oleh karena itu, praktik zawaj ‘urfi yang dilakukan tanpa
keterlibatan wali tetap perlu dilihat secara hati-hati, terutama
apabila praktik tersebut menimbulkan kerentanan bagi
perempuan, seperti pengingkaran perkawinan, penelantaran
nafkah, atau lemahnya pembuktian hubungan perkawinan.
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Dalam konteks penelitian ini, data tentang wali
digunakan untuk menunjukkan adanya perbedaan antara
keabsahan akad menurut fikih Hanafi dan kebutuhan
perlindungan hukum dalam negara modern. Secara fikih, akad
tanpa wali dapat memperoleh ruang legitimasi tertentu dalam
Mazhab Hanafi. Namun, secara sosial dan yuridis, tidak
adanya keterlibatan keluarga dan pencatatan negara dapat
memperlemah posisi perempuan ketika terjadi sengketa.

5.2.2 Data tentang Mahar dalam Mazhab Hanafi

Dalam Mazhab Hanafi, mahar merupakan hak finansial
perempuan yang lahir sebagai akibat hukum dari akad nikah.
Mahar bukan sekadar simbol, tetapi merupakan hak istri yang
wajib dipenuhi oleh suami. Namun, fikih Hanafi juga
menjelaskan bahwa penyebutan mahar dalam akad tidak
selalu menjadi syarat sah akad nikah. Al-Marghinani dalam al-
Hidayah menjelaskan:
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Artinya: “Nikah tetap sah meskipun di dalamnya
tidak disebutkan mahar, karena nikah secara bahasa
merupakan akad penyatuan dan pasangan, sehingga
sempurna dengan adanya kedua pasangan. Adapun mahar
wajib secara syariat sebagai bentuk penghormatan
terhadap kedudukan perempuan, sehingga
penyebutannya tidak dibutuhkan untuk sahnya nikah”
(Al-Marghinani, 1280).

Redaksi tersebut menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi
membedakan antara sahnya akad dan kewajiban mahar. Tidak
disebutkannya mahar dalam akad tidak menjadikan akad
nikah batal, tetapi hak perempuan atas mahar tetap ada.
Dengan demikian, fleksibilitas mahar dalam Mazhab Hanafi
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tidak dapat dipahami sebagai penghilangan hak ekonomi
perempuan.

Dalam praktik zawaj ‘urfi, data ini menjadi penting
karena mahar sering kali disepakati secara sederhana, ditunda,
atau tidak terdokumentasi secara resmi. Di satu sisi,
fleksibilitas mahar dapat memudahkan pasangan yang
menghadapi tekanan ekonomi untuk melakukan akad. Di sisi
lain, apabila akad tidak dicatat dan mahar tidak
terdokumentasi, perempuan dapat mengalami kesulitan
membuktikan hak finansialnya ketika terjadi sengketa.

Dalam masyarakat Mesir, persoalan mahar juga
memiliki  hubungan dengan faktor sosial-ekonomi.
Perkawinan formal sering menuntut mahar, mugaddam,
mu’akhkhar, perhiasan, perabot rumah tangga, tempat tinggal,
dan biaya resepsi. Beban ekonomi tersebut menjadi salah satu
faktor yang mendorong sebagian pasangan memilih zawaj
‘urfi sebagai alternatif perkawinan yang dianggap lebih
mudah dan murah (Shahrani, 2010; Singerman, 2007).

Dengan demikian, data tentang mahar menunjukkan dua
hal. Pertama, secara fikih Hanafi, mahar tetap merupakan hak
perempuan meskipun tidak selalu disebutkan dalam akad.
Kedua, dalam praktik zawaj ‘urfi, tidak adanya pencatatan
resmi dapat melemahkan perlindungan hak mahar karena
perempuan sulit membuktikan haknya di hadapan hukum
negara.

5.2.3 Data tentang Publisitas Perkawinan dalam Mazhab
Hanafi

Dalam Mazhab Hanafi, saksi memiliki kedudukan
penting dalam akad nikah. Saksi berfungsi sebagai alat
pembuktian, sarana penampakan akad, dan pencegah agar
perkawinan tidak menjadi hubungan yang tersembunyi. Al-
Sarakhsi dalam a/-mabsiit mengutip redaksi:

2 M gy
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Artinya: “Tidak ada nikah kecuali dengan adanya
saksi” (Al-Sarakhsi, 1993).

Redaksi tersebut menunjukkan bahwa kehadiran saksi
menjadi unsur penting dalam akad nikah menurut Mazhab
Hanafi. Dalam praktik zawaj ‘urfi, keberadaan dua orang saksi
sering dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa akad telah
memenuhi syarat fikih. Oleh karena itu, data tentang saksi
menjadi penting untuk memahami mengapa zawaj ‘urfi dapat
memperoleh  legitimasi  keagamaan dalam sebagian
masyarakat Mesir.

Al-Sarakhsi juga menjelaskan hubungan antara saksi
dan publisitas perkawinan. Dalam al-mabsit disebutkan
bahwa sebagian ulama menekankan pentingnya pengumuman
atau i ‘/an, sedangkan Mazhab Hanafi melihat kesaksian dua
orang saksi sebagai jalan syar‘i untuk menampakkan akad.
Redaksi Arabnya adalah sebagai berikut:
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Artinya: “Karena ketika syaratnya adalah menampakkan
akad, maka yang diperhitungkan adalah cara penampakan
yang diakui syariat, yaitu kesaksian dua orang saksi.
Dengan adanya kesaksian keduanya, akad tersebut tidak
lagi menjadi rahasia” (Al-Sarakhsi, 1993).

Data tersebut menunjukkan bahwa dalam Mazhab
Hanafi, saksi tidak hanya berfungsi sebagai syarat formal,
tetapi juga sebagai bentuk publisitas minimal. Saksi menjadi
sarana agar akad tidak sepenuhnya tersembunyi. Namun,
dalam konteks negara modern, publisitas melalui saksi belum
tentu cukup untuk memberikan perlindungan hukum apabila
perkawinan tidak dicatat secara resmi.
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Dalam praktik zawaj ‘urfi, akad sering dilakukan secara
privat, terbatas, atau hanya diketahui oleh para pihak dan saksi
tertentu. Kondisi ini dapat menimbulkan persoalan ketika
salah satu pihak mengingkari hubungan perkawinan.
Perempuan dapat mengalami kesulitan membuktikan
statusnya sebagai istri, menuntut nafkah, mengajukan
perceraian, atau menuntut waris. Anak juga dapat terdampak
karena pembuktian nasab dan pencatatan kelahiran sering
membutuhkan bukti hubungan keluarga yang kuat (Human
Rights Watch, 2004; Sonneveld, 2012).

Dengan demikian, data tentang publisitas perkawinan
menunjukkan adanya perbedaan antara publisitas minimal
dalam fikih dan pembuktian administratif dalam hukum
negara. Dalam fikih Hanafi, saksi dapat membuat akad tidak
lagi bersifat rahasia. Namun, dalam sistem hukum Mesir
modern, pencatatan resmi tetap diperlukan agar hubungan
perkawinan memiliki kekuatan pembuktian yang memadai di
hadapan negara.

Tabel 5.2
Data Fikih Hanafi tentang Wali, Mahar, dan Publisitas
Perkawinan

No | Konsep Redaksi/Dat | Relevansi Risiko dalam
a Fikih | dengan Praktik
Hanafi Zawaj ‘urft

1. | Wali Perempuan | Memberi jika tidak ada
balig  dan | ruang pengakuan
berakal legitimasi keluarga dan
dapat terhadap bukti hukum
menikahkan | akad yang
dirinya dilakukan
sendiri tanpa  wali
menurut formal
pendapat
Abu Hanifah

2. | Kafd’ah Wali Menunjukka | Ketiadaan
memiliki n fungsi | wali dapat
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tetap wajib
secara

hak perlindungan | menghilangka
keberatan keluarga n kontrol
apabila dalam sosial keluarga
pasangan Mazhab
tidak sekufu | Hanafi

3. | Mahar Nikah tetap | Menjelaskan | Mahar  sulit
sah fleksibilitas dibuktikan
meskipun akad dalam | jika tidak
mahar tidak | zawaj ‘urfi dicatat  atau
disebutkan, hanya
tetapi mahar disepakati

secara lisan

syariat

4. | Publisitas | Saksi Menjadi Saksi  tidak
menjadi dasar selalu  cukup
sarana keabsahan untuk
penampakan | fikih pembuktian
akad  agar | sebagian hukum negara
tidak  lagi | praktik
rahasia zawaj ‘urfi

5. | Pencatata | Pencatatan Menjelaskan | Perempuan

n negara tidak | perbedaan dan anak

dibahas antara fikih | rentan tanpa
sebagai klasik  dan | dokumen
syarat  sah | hukum resmi
akad dalam | modern
fikih klasik

Sumber: Diolah penulis berdasarkan al-mabsit, al-
Hidayah, Radd al-Mubhtar, dan literatur fikih Hanafi.

5.2.4 Data Hukum Positif Mesir tentang Perkawinan Tidak
Tercatat

Data hukum positif Mesir penting dalam penelitian ini

karena praktik zawaj ‘urfi tidak hanya berkaitan dengan

keabsahan akad menurut fikih, tetapi juga berkaitan dengan

pengakuan administratif dan pembuktian hukum di hadapan

negara. Dalam sistem hukum keluarga Mesir, pencatatan

perkawinan memiliki fungsi penting sebagai alat bukti.

Negara tidak selalu menempatkan pencatatan sebagai syarat



95

sah akad menurut fikih, tetapi menjadikannya sebagai dasar
utama untuk membuktikan hubungan perkawinan, menuntut
hak-hak keluarga, dan menyelesaikan sengketa di pengadilan.
Dalam konteks zawaj ‘urfi, hukum positif Mesir
memperlihatkan adanya perbedaan antara legitimasi
keagamaan dan legalitas administratif. Sebagian praktik
zawaj ‘urfi dapat dipandang memenuhi unsur akad secara
fikih apabila terdapat ijab-qabul, para pihak, dan saksi.
Namun, ketika perkawinan tersebut tidak dicatat secara
resmi, para pihak dapat mengalami kesulitan dalam
membuktikan hubungan perkawinan, terutama apabila salah
satu pihak mengingkari akad. Oleh karena itu, data hukum
positif Mesir dalam bagian ini difokuskan pada pencatatan
perkawinan, peran ma dhiin, pembuktian perkawinan, dan
peran Mahdkim al-Usrah.
5.2.5 Pencatatan Perkawinan dan Peran Ma’dhiin
Dalam administrasi perkawinan Muslim di Mesir,
ma’dhitn memiliki kedudukan penting sebagai pejabat
yang berwenang melakukan pencatatan atau dokumentasi
akad perkawinan, talak, rujuk, dan tasadiq. Peran
ma’'dhitn  menunjukkan bahwa negara menempatkan
perkawinan sebagai peristiwa hukum yang membutuhkan
bukti tertulis. Bukti tersebut diperlukan agar hubungan
perkawinan dapat diakui secara administratif dan
digunakan dalam perkara nafkah, perceraian, nasab,
waris, dan hak anak.
Kedudukan ma 'dhiin dapat dilihat dalam La’ihah
al-Ma dhunin. Salah satu redaksi yang relevan adalah
sebagai berikut:
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5.2.6

Artinya: “Ma’dhin, dan bukan selainnya,
berwenang  melakukan  dokumentasi  akad-akad
perkawinan, ikrar talak, rujuk, dan tasadiiq terhadap hal
tersebut bagi Muslim warga Mesir” (La’ihah al-
Ma’dhiinin, 1955, Pasal 18).

Redaksi tersebut menunjukkan bahwa pencatatan
perkawinan di Mesir bukan hanya persoalan administratif
biasa, tetapi merupakan bagian dari sistem pembuktian
hukum keluarga. Dalam perkawinan resmi, ma dhiin
menghasilkan dokumen yang dapat digunakan sebagai
bukti hukum. Dokumen tersebut penting karena
hubungan perkawinan menjadi dasar bagi lahirnya hak
dan kewajiban suami-istri, seperti mahar, natkah, tempat
tinggal, perceraian, waris, dan nasab anak.

Dalam praktik zawaj ‘urfi, akad umumnya tidak
dicatat melalui jalur resmi ma’dhiin. Hubungan
perkawinan hanya bertumpu pada dokumen privat,
kesaksian, atau pengakuan para pihak. Kondisi ini
menimbulkan risiko apabila salah satu pihak mengingkari
perkawinan. Perempuan dapat mengalami kesulitan
membuktikan statusnya sebagai istri, sedangkan anak
dapat mengalami hambatan dalam pembuktian nasab dan
pencatatan administratif. Oleh karena itu, data tentang
ma’dhitn menunjukkan bahwa persoalan utama zawaj
‘urfi bukan hanya terletak pada sah atau tidaknya akad,
tetapi juga pada kekuatan bukti yang dimiliki para pihak
dalam sistem hukum negara.

Pembuktian Perkawinan dalam Qanin 1931 dan
Qaniin No. 1 Tahun 2000

Pembuktian perkawinan tidak tercatat dalam
hukum Mesir memiliki sejarah yang berkaitan dengan
La’ihah Tartib al-Mahakim al-Shar‘iyyah Tahun 1931.
Ketentuan tersebut penting karena menjadi dasar historis
pembatasan gugatan perkawinan apabila hubungan
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perkawinan diingkari dan tidak didukung oleh dokumen
resmi. Redaksi yang relevan adalah sebagai berikut:
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Artinya: “Tidak didengar, ketika terjadi
pengingkaran, gugatan perkawinan atau pengakuan
terhadapnya kecuali apabila perkawinan tersebut terbukti
dengan dokumen perkawinan resmi dalam peristiwa yang
terjadi sejak 1 Agustus 19317 (La’ihah Tartib al-
Mahakim al-Shar ‘iyyah, 1931, Pasal 99 ayat (4)).

Data tersebut menunjukkan bahwa sejak masa
awal kodifikasi hukum keluarga modern, negara Mesir
telah menempatkan dokumen resmi sebagai alat bukti
penting dalam perkara perkawinan. Ketentuan ini
membatasi gugatan perkawinan yang hanya didasarkan
pada klaim lisan atau bukti yang tidak resmi apabila salah
satu pithak mengingkari hubungan perkawinan. Dalam
konteks zawaj ‘urfi, ketentuan ini penting karena
menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak dicatat
menghadapi hambatan pembuktian di pengadilan.

Pengaturan tersebut kemudian memperoleh
bentuk yang lebih relevan dalam Qaniin Ragm 1 1i Sanah
2000 tentang pengaturan sebagian prosedur litigasi dalam
perkara status personal. Pasal 17 Qaniin No. 1 Tahun
2000 menjadi salah satu ketentuan utama yang berkaitan
langsung dengan perkawinan tidak tercatat. Redaksi yang
relevan adalah sebagai berikut:
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Artinya: “Tidak diterima, ketika terjadi pengingkaran,
gugatan-gugatan yang lahir dari akad perkawinan dalam
peristiwa setelah 1 Agustus 1931, selama perkawinan
tersebut tidak terbukti dengan dokumen resmi. Namun
demikian, gugatan perceraian atau fasakh, sesuai
keadaan, tetap diterima tanpa selain keduanya apabila
perkawinan tersebut terbukti dengan tulisan apa pun”
(Qantn Ragm 1 li Sanah 2000, Pasal 17).

Redaksi Pasal 17 tersebut merupakan data hukum
yang sangat penting dalam kajian zawaj ‘urfi. Ketentuan
ini menunjukkan adanya dua sisi dalam hukum positif
Mesir. Di satu sisi, negara membatasi penerimaan
gugatan yang lahir dari perkawinan tidak tercatat apabila
perkawinan itu diingkari. Pembatasan ini menunjukkan
pentingnya dokumen resmi sebagai bukti perkawinan. Di
sisi lain, negara tetap membuka ruang perlindungan
terbatas melalui penerimaan gugatan tatliq atau fasakh
apabila perkawinan dapat dibuktikan dengan tulisan apa
pun.

. TSR Y)
Dalam konteks zawaj ‘urfi, frasa 4GS &L atau

“dengan tulisan apa pun” memiliki arti penting. Frasa ini
membuka kemungkinan bahwa dokumen privat atau
tulisan yang menunjukkan adanya hubungan perkawinan
dapat digunakan untuk mengajukan perceraian atau
fasakh. Namun, perlindungan tersebut bersifat terbatas
karena tidak serta-merta memberikan pengakuan penuh
terhadap seluruh akibat hukum perkawinan tidak tercatat.
Oleh karena itu, Pasal 17 menunjukkan posisi hukum
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Mesir yang ambivalen: membatasi pengakuan terhadap
zawaj ‘urfi, tetapi tetap menyediakan mekanisme korektif
agar perempuan tidak sepenuhnya kehilangan akses
hukum.

Peran Mahakim al-Usrah dalam Sengketa Zawaj ‘Urfi

Mahakim al-Usrah atau pengadilan keluarga
Mesir memiliki peran penting dalam penyelesaian
sengketa keluarga. Pembentukan pengadilan keluarga
menunjukkan  bahwa  negara  Mesir  berupaya
menyediakan forum khusus untuk menangani perkara
status  personal, termasuk perkara perkawinan,
perceraian, nafkah, nasab, hadanah, dan hak anak. Dalam
konteks zawaj ‘urfi, pengadilan keluarga menjadi ruang
penting bagi perempuan untuk mengajukan perkara yang
berkaitan dengan pembuktian hubungan perkawinan,
tatlig, fasakh, nafkah, atau nasab anak.

Pembentukan Mahakim al-Usrah diatur dalam
Qantin Ragm 10 1i Sanah 2004. Pasal 1 menjelaskan
pembentukan pengadilan keluarga dalam wilayah
kewenangan pengadilan juz’iyyah. Redaksi Arabnya
adalah sebagai berikut:
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Artinya: “Dibentuk dalam wilayah kewenangan
setiap pengadilan juz’iyyah sebuah pengadilan keluarga,
yang penetapan tempat kedudukannya ditentukan dengan
keputusan Menteri Kehakiman” (Qantin Ragm 10 li
Sanah 2004, Pasal 1).

Selain pembentukan pengadilan keluarga, Qaniin
No. 10 Tahun 2004 juga menegaskan kewenangan
Mahakim al-Usrah dalam perkara status personal. Pasal
3 menyebutkan:
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Artinya: “Pengadilan keluarga, dan bukan selainnya,
berwenang memeriksa seluruh perkara status personal
yang menjadi kewenangan pengadilan juz’iyyah dan
ibtida’iyyah sesuai ketentuan Undang-Undang tentang
Pengaturan Sebagian Keadaan dan Prosedur Litigasi
dalam Perkara Status Personal yang diterbitkan dengan
Qantn No. 1 Tahun 2000 (Qaniin Ragm 10 li Sanah
2004, Pasal 3).

Data tersebut menunjukkan bahwa sengketa zawaj
‘urfi tidak hanya berkaitan dengan norma fikih atau
administrasi pencatatan, tetapi juga dengan akses
terhadap lembaga peradilan keluarga. Ketika perkawinan
tidak tercatat dan terjadi sengketa, perempuan dapat
membutuhkan forum pengadilan untuk mengajukan
tatliq, fasakh, pembuktian nasab, atau tuntutan hak
tertentu. Namun, keberhasilan akses hukum tersebut tetap
bergantung pada bukti yang dapat diajukan.

Dalam perkara zawaj ‘urfi, Mahakim al-Usrah
berfungsi sebagai mekanisme korektif. Pengadilan dapat
menjadi ruang untuk menyelesaikan akibat hukum dari
perkawinan yang tidak dicatat. Akan tetapi, pengadilan
tidak dapat sepenuhnya menggantikan fungsi pencatatan
perkawinan. Jika perempuan tidak memiliki dokumen
resmi atau bukti tertulis, akses terhadap hak hukum tetap
menjadi sulit. Dengan demikian, data tentang Mahdakim
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al-Usrah memperlihatkan bahwa perlindungan hukum
terhadap perempuan dan anak dalam zawaj ‘urfi sangat
bergantung pada hubungan antara bukti tertulis,
pencatatan, dan akses terhadap lembaga peradilan.

Tabel 5.3
Data Hukum Positif Mesir tentang Perkawinan Tidak
Tercatat
No | Instrume | Redaksi/Pokok Relevansi Fungsi
n Hukum | Ketentuan dengan Data
Zawaj ‘urft
1. | La’ihahal | Ma dhin Zawaj ‘urfi | Menunjukk
- berwenang umumnya | an
Ma’dhant | mendokumentasi | tidak pentingnya
n, Pasal | kan akad nikah, | dicatat pencatatan
18 talak, rujuk, dan | melalui resmi
tasadiiq bagi | ma dhin
Muslim Mesir
2. | La’ihah Gugatan Perkawina | Menunjukk
Tartib al- | perkawinan atau | n tidak | an  dasar
Mahakim | pengakuannya tercatat historis
al- tidak  didengar | menghadap | pembatasan
Shar‘iyya | ketika diingkari | i hambatan | gugatan
h 1931, | kecuali terbukti | pembuktia | zawaj ‘urfi
Pasal 99 | dengan dokumen | n
ayat (4) resmi
3. | Qaniin Gugatan dari | Memberi Menunjukk
No. 1 akad nikah tidak | ruang an
Tahun tercatat tidak | perlindung | mekanisme
2000, diterima  ketika | an terbatas | korektif
Pasal 17 diingkari kecuali | bagi hukum
ada dokumen | perempuan | Mesir
resmi; tatliq atau | dalam
fasakh dapat | zawaj ‘urfi
diterima jika ada
tulisan apa pun
4. | Qantn Pembentukan Menyediak | Menunjukk
No. 10 Mahakim al- an forum | an lembaga
Tahun Usrah pada khusus penyelesaia
wilayah n sengketa
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2004, pengadilan sengketa
Pasal 1 juz’iyyah keluarga
5. | Qaniin Mahakim al- | Perkara Menunjukk
No. 10 | Usrah berwenang | tatliq, an  akses
Tahun memeriksa fasakh, peradilan
2004, perkara status | nafkah, dan | bagi pihak
Pasal 3 personal nasab dapat | terdampak
diproses
melalui
pengadilan
keluarga

Sumber: Diolah penulis berdasarkan La’ihah al-
Ma’dhinin, La’ihah Tartib al-Mahakim al-Shar ‘iyyah
1931, Qantin Ragm 1 1i Sanah 2000, dan Qaniin Ragm 10
1i Sanah 2004.

5.3 Data Praktik Zawaj ‘Urfi di Mesir
Praktik zawaj ‘urfi di Mesir menunjukkan hubungan
antara norma fikih, tekanan sosial, dan sistem administrasi
negara. Secara umum, zawaj ‘urfi dilakukan melalui akad
yang dianggap memiliki legitimasi agama, tetapi tidak dicatat
secara resmi dalam administrasi negara. Praktik ini dapat
berbentuk akad tertulis nonresmi, dokumen privat, atau
kesepakatan yang diketahui terbatas oleh para pihak dan saksi
(Shahrani, 2010; Sonneveld, 2012).
5.3.1 Faktor Sosial-Ekonomi dan Praktik Zawaj ‘Urfi
Kajian sosial tentang Mesir menunjukkan bahwa
zawaj ‘urfi berkembang karena beberapa faktor. Faktor
utama adalah tingginya biaya perkawinan formal. Dalam
masyarakat Mesir, perkawinan formal sering menuntut
kesiapan ekonomi yang besar, seperti mahar, tempat
tinggal, perabot rumah tangga, shabka, dan biaya resepsi.
Beban tersebut membuat sebagian pasangan muda
kesulitan melangsungkan perkawinan resmi (Singerman,
2007; Shahrani, 2010).
Faktor = kedua  adalah  pengangguran  dan
ketidakstabilan ekonomi generasi muda. Banyak laki-laki
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muda menghadapi kesulitan memperoleh pekerjaan tetap
dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi tuntutan
sosial perkawinan formal. Dalam kondisi tersebut, zawaj
‘urfi dipilih oleh sebagian pasangan karena dianggap
lebih murah, cepat, dan tidak membutuhkan persiapan
ekonomi sebesar perkawinan resmi (Sonneveld, 2012).

Faktor ketiga adalah urbanisasi dan perubahan pola
relasi sosial. Perpindahan masyarakat ke kota-kota besar,
meningkatnya pendidikan tinggi, dan interaksi antara
laki-laki dan perempuan di kampus atau tempat kerja
membuat sebagian pasangan memiliki ruang relasi yang
lebih terbuka. Dalam situasi tersebut, zawaj ‘urfi muncul
sebagai jalan tengah antara kebutuhan relasi, norma
agama, dan hambatan ekonomi (Shahrani, 2010; Al-
Sharmani, 2017).

Faktor keempat adalah kontrol keluarga dan budaya
kehormatan. Perkawinan formal di Mesir sering
melibatkan keluarga dalam pemilihan pasangan,
negosiasi mahar, dan persiapan rumah tangga. Ketika
hubungan tidak disetujui keluarga atau syarat sosial
dianggap terlalu berat, sebagian pasangan memilih zawaj
‘urfi sebagai jalur privat. Namun, jalur privat ini dapat
menimbulkan risiko bagi perempuan karena minimnya
pengakuan keluarga dan lemahnya bukti hukum.
Tasadiiq al-Zawaj sebagai Legalisasi Administratif

Dalam praktik administrasi Mesir, dikenal istilah
tasadiig al-zawaj, yaitu pencatatan atau pengakuan
administratif — terhadap  perkawinan yang telah
berlangsung sebelumnya secara tidak resmi. Tasadiiq
menjadi salah satu mekanisme yang digunakan untuk
mengubah hubungan perkawinan yang sebelumnya hanya
berbasis akad ‘urfi menjadi hubungan yang memiliki
dokumen administratif negara.

Tasadiig al-zawaj penting karena memberikan jalan
bagi pasangan untuk memperoleh dokumen resmi setelah
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sebelumnya melakukan perkawinan tidak tercatat.
Melalui mekanisme ini, perempuan dapat memperoleh
bukti yang lebih kuat untuk menuntut hak keluarga,
seperti nafkah, perceraian, waris, atau pencatatan
kelahiran anak. Dengan demikian, tasadiiq dapat
dipahami sebagai mekanisme administratif korektif
terhadap risiko hukum zawaj ‘urfi (Alim, 2016).

Data kontemporer menunjukkan bahwa tasadiig al-
zawaj masih menjadi fenomena penting dalam
masyarakat Mesir. Laporan media Mesir yang mengutip
data CAPMAS menyebutkan bahwa pada tahun 2024
terdapat sekitar 98.582 kasus tasadig al-zawaj, atau
sekitar 10,5% dari total akad perkawinan yang tercatat
pada tahun tersebut. Data yang sama menyebutkan bahwa
angka tersebut menurun dari sekitar 103.657 kasus pada
tahun 2023 (Youm?7, 2025).

Data tersebut menunjukkan bahwa perkawinan
informal yang kemudian dilegalisasi secara administratif
masih terjadi dalam jumlah yang signifikan. Dengan
demikian, zawaj ‘urfi bukan hanya persoalan fikih, tetapi
juga fenomena sosial-administratif yang  terus
berhubungan dengan sistem pencatatan negara.

Ithbat al-Zawaj, Tatliq, dan Fasakh dalam Sengketa
Zawaj ‘Urft

Selain tasadiiq al-zawdj, praktik hukum keluarga
Mesir juga mengenal mekanisme yang berkaitan dengan
pembuktian dan penyelesaian sengketa perkawinan tidak
tercatat. [thbat al-zawaj digunakan untuk membuktikan
adanya hubungan perkawinan. Tatlig dan fasakh
digunakan sebagai mekanisme pemutusan hubungan
perkawinan melalui jalur pengadilan dalam kondisi
tertentu. Dalam konteks zawaj ‘urfi, mekanisme ini
menjadi penting karena perempuan sering membutuhkan
pengakuan atau pemutusan hukum atas perkawinan yang
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tidak tercatat (Sonneveld, 2012; Bernard-Maugiron,
2023).

Pasal 17 Qantn No. 1 Tahun 2000 memberi ruang
terbatas bagi perempuan dalam perkawinan tidak tercatat
untuk mengajukan perceraian atau fasakh apabila
perkawinan tersebut dapat dibuktikan dengan tulisan apa
pun. Ketentuan ini tidak memberikan pengakuan penuh
terhadap seluruh akibat perkawinan tidak tercatat, tetapi
membuka jalan hukum agar perempuan tidak sepenuhnya
terjebak dalam hubungan perkawinan yang sulit
dibuktikan dan sulit diputus secara hukum (Qantin Ragm
1 li Sanah 2000, Pasal 17).

Dengan demikian, data tentang ithbat al-zawaj, tatliq,
dan fasakh menunjukkan bahwa sistem hukum Mesir
tidak sepenuhnya menutup akses hukum bagi perempuan
dalam zawaj ‘urfi. Namun, akses tersebut bersifat terbatas
dan tetap bergantung pada bukti tertulis. Jika tidak ada
bukti tertulis, perempuan tetap berada dalam posisi
rentan.

Tabel 5.4 Data Praktik Zawaj ‘urfi dan Mekanisme
Korektif dalam Sistem Hukum Mesir

Praktik/Meka | Penjelasan Fungsi Keterbat
0. | nisme Perlindun | asan
gan
1. | Zawaj ‘urft Akad Memberi | Lemah
perkawinan legitimasi | dalam
tidak tercatat agama pembukti
resmi menurut an

sebagian | hukum
masyarak
at

2. | Tasadiq al- Pengakuan/penc | Menghasi | Bergantu

zawdaj atatan lkan ng pada
administratif dokumen | kesediaa
terhadap resmi n dan
perkawinan setelah pembukti

sebelumnya
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akad tidak | an para
tercatat pihak
3. Ithbat al- Pembuktian Pembukti | Sulit jika
zawdj hubungan an tidak ada
perkawinan hubungan | bukti
perkawina | tertulis
n atau
pengakua
n
4. | Tatlhg Perceraian Memberi | Terikat
melalui akses syarat
pengadilan pemutusa | pembukti
n a
perkawina
n
5. | Fasakh Pembatalan/pem | Membuka | Terbatas
utusan jalan pada
perkawinan keluar alasan
karena alasan dari dan bukti
hukum tertentu perkawina | hukum
n
bermasala
h

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Qantin No. 1 Tahun
2000 dan kajian akademik hukum keluarga Mesir.

5.4 Implikasi Zawaj ‘Urfi terhadap Perlindungan Perempuan
dan Anak
Data sebelumnya menunjukkan bahwa zawaj ‘urfi berada
pada wilayah antara legitimasi fikih dan legalitas
administratif negara. Posisi ini menimbulkan implikasi
langsung terhadap perlindungan perempuan dan anak.
Perempuan dan anak menjadi pihak yang paling rentan
karena hak-hak mereka sering membutuhkan pembuktian
hukum yang kuat, sedangkan zawaj ‘urfi umumnya tidak
memiliki dokumen resmi negara.
5.4.1 Perlindungan Perempuan: Mabhar, Nafkah,
Perceraian, dan Waris
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Perempuan dalam zawaj ‘urfi dapat mengalami
kesulitan dalam menuntut mahar. Meskipun dalam fikih
Hanafi mahar merupakan hak perempuan, dalam praktik
hukum negara hak tersebut membutuhkan bukti. Jika
akad dan mahar tidak dicatat secara resmi, perempuan
dapat kesulitan membuktikan bahwa mahar telah
disepakati, belum dibayar, atau masih menjadi kewajiban
suami (Emma Anderson, t.t.; Ibn ‘Abidin, 1855).

Selain mahar, nafkah juga menjadi persoalan penting.
Dalam hukum keluarga Islam dan hukum positif Mesir,
suami memiliki kewajiban nafkah terhadap istri. Namun,
dalam zawaj ‘urfi, tuntutan nafkah dapat terhambat
apabila hubungan perkawinan tidak dapat dibuktikan.
Ketika laki-laki mengingkari perkawinan, perempuan
harus terlebih dahulu membuktikan  hubungan
perkawinan sebelum dapat menuntut akibat hukum yang
lahir dari perkawinan tersebut (Bernard-Maugiron, 2023;
Al-Sharmani, 2017).

Perempuan juga dapat mengalami kesulitan dalam
mengakses perceraian. Dalam perkawinan resmi,
perceraian dapat diproses melalui mekanisme hukum
keluarga yang lebih jelas. Dalam zawaj ‘urfi, perempuan
dapat membutuhkan bukti tertulis untuk mengajukan
tatliq atau fasakh berdasarkan Pasal 17 Qantin No. 1
Tahun 2000. Dengan demikian, hukum Mesir memang
membuka ruang perlindungan, tetapi ruang tersebut tetap
bergantung pada kemampuan perempuan membuktikan
adanya perkawinan (Qaniin Ragm 1 li Sanah 2000, Pasal
17).

Hak waris juga dapat terdampak. Jika hubungan
perkawinan tidak tercatat dan kemudian diingkari,
perempuan dapat mengalami kesulitan membuktikan
kedudukannya sebagai istri yang berhak mewarisi.
Kesulitan ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan
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tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga menjadi
instrumen perlindungan hak ekonomi perempuan.
Perlindungan Anak: Nasab, Nafkah, Waris, dan
Pencatatan Kelahiran

Anak yang lahir dari zawaj ‘urfi dapat menghadapi
persoalan pembuktian nasab. Dalam hukum keluarga
Islam, nasab memiliki kedudukan penting karena
berkaitan dengan identitas, natkah, perwalian, waris, dan
hubungan keluarga. Namun, ketika perkawinan orang tua
tidak tercatat, pembuktian nasab dapat menjadi lebih
sulit, terutama jika ayah mengingkari hubungan
perkawinan atau hubungan biologis dengan anak (Human
Rights Watch, 2004; Sonneveld, 2012).

Meskipun demikian, hukum dan praktik peradilan
Mesir menunjukkan bahwa perkara nasab tidak selalu
diperlakukan sama dengan gugatan pembuktian
perkawinan. Dalam sejumlah putusan, gugatan nasab
dipandang berbeda dari gugatan pengakuan perkawinan.
Artinya, pembuktian nasab dapat tetap diproses meskipun
perkawinan orang tua tidak tercatat secara resmi, karena
kepentingan anak memiliki kedudukan perlindungan
tersendiri (Bernard-Maugiron, 2023).

Persoalan lain adalah nafkah anak. Jika nasab dapat
dibuktikan, ayah memiliki kewajiban memberikan nafkah
kepada anak. Namun, ketika pembuktian nasab
terhambat, akses anak terhadap nafkah juga dapat
terganggu. Hal yang sama berlaku terhadap hak waris.
Anak membutuhkan pengakuan nasab yang jelas agar
dapat memperoleh hak waris dari ayahnya.

Pencatatan kelahiran juga menjadi isu penting. Anak
yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dapat
menghadapi hambatan administratif ketika dokumen
perkawinan orang tua tidak tersedia. Walaupun negara
memiliki mekanisme tertentu untuk pencatatan kelahiran,
ketiadaan bukti perkawinan dapat memperumit proses
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administrasi dan menambah kerentanan anak (Human
Rights Watch, 2004).

Kasus sengketa nasab yang cukup terkenal di Mesir
adalah perkara antara Ahmed Ezz dan Zeina pada tahun
2015. Dalam perkara tersebut, pengadilan keluarga Kairo
menetapkan Ahmed Ezz sebagai ayah biologis anak
kembar Zeina setelah berlangsung sengketa panjang
mengenai hubungan perkawinan ‘urfi dan pembuktian
nasab. Pengadilan kemudian memerintahkan
pencatantuman nama ayah dalam dokumen resmi anak,
sehingga menimbulkan konsejuensi hukum berupa
kewajiban ayah terhadap pemeliharaan nafkan anak
menurut hukum keluarga Mesir. Kasus ini menjadi salah
satu contoh penting praktik pembuktian nasab dalam
sengketa zawaj ‘urfi (Arham Online 2015).
Keterbatasan Perlindungan Hukum dalam Praktik

Data hukum positif Mesir menunjukkan bahwa
negara memberikan ruang perlindungan terhadap pihak
yang terdampak zawaj ‘urfi. Pasal 17 Qantin No. 1 Tahun
2000 memungkinkan gugatan perceraian atau fasakh dari
perkawinan tidak tercatat apabila terdapat bukti tertulis.
Mahakim  al-Usrah  juga  menyediakan  forum
penyelesaian sengketa keluarga. Selain itu, mekanisme
tasadig al-zawaj dapat memberikan jalan administratif
untuk mencatat perkawinan yang sebelumnya tidak
tercatat.

Namun, perlindungan tersebut memiliki keterbatasan.
Pertama, perlindungan sangat bergantung pada
keberadaan bukti tertulis. Jika perempuan tidak memiliki
bukti, akses hukumnya menjadi lemah. Kedua,
perlindungan tidak selalu mencakup seluruh akibat
hukum perkawinan secara penuh. Ketiga, perempuan
sering menghadapi hambatan sosial, biaya, dan
pengetahuan hukum dalam mengakses pengadilan.
Keempat, anak tetap dapat menghadapi hambatan
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administratif apabila hubungan keluarga tidak dapat
dibuktikan secara kuat (Al-Sharmani, 2017; Human
Rights Watch, 2004).

Dengan demikian, data perlindungan perempuan dan
anak menunjukkan bahwa hukum Mesir telah
menyediakan mekanisme  korektif, tetapi belum
sepenuhnya menghapus kerentanan yang timbul dari
zawaj ‘urfi. Perkawinan yang tidak tercatat tetap
menempatkan perempuan dan anak dalam posisi hukum
yang lebih lemah dibandingkan perkawinan resmi.

5.6 Data Hasil Wawancara

Untuk melengkapi data penelitian yang diperoleh
melalui  studi  kepustakaan, peneliti melakukan
wawancara semi-terstruktur dengan dua warga negara
Mesir yang memahami praktik zawaj ‘urfi dalam
kehidupan  masyarakat. =~ Wawancara ini  tidak
dimaksudkan sebagai sumber utama penelitian,
melainkan sebagai data pendukung (supporting data)
yang berfungsi untuk mengonfirmasi temuan-temuan
normatif dan memperkaya pemahaman mengenai realitas
sosial praktik zawaj ‘urfi di Mesir.

Informan pertama adalah Hani Saad, berusia 41
tahun, bekerja sebagai social worker, berpendidikan
Magister Tarbiyah Universitas Al-Azhar, telah menikah
selama sebelas tahun dan memiliki tiga orang anak.
Informan berdomisili di Giza, Mesir. Informan kedua
adalah Amjad, berusia 47 tahun, bekerja sebagai Human
Resources Development (HRD), berpendidikan Sarjana
Tarbiyah Universitas Al-Azhar, telah menikah dan
memiliki dua orang anak.

Peneliti mengajukan lima pertanyaan yang berkaitan
dengan pandangan masyarakat terhadap praktik zawaj
‘urfi, dampaknya terhadap perempuan, pengetahuan
mengenai kewajiban pencatatan perkawinan di Mesir,
faktor-faktor yang menyebabkan praktik tersebut tetap
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berlangsung, serta rekomendasi terhadap pasangan muda
yang akan menikah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kedua
informan memiliki pandangan yang relatif sama terhadap
praktik zawaj ‘urfi. Keduanya menyatakan tidak
mendukung (kontra) praktik tersebut karena dinilai
lebih banyak menimbulkan persoalan hukum dan sosial
dibandingkan manfaatnya. Menurut Hani Saad, praktik
zawaj ‘urfi menyebabkan lemahnya perlindungan hukum
terhadap perempuan, terutama berkaitan dengan
pemenuhan hak-hak istri dan anak apabila terjadi
sengketa atau suami meninggal dunia sebelum
perkawinan dicatatkan secara resmi. Kondisi tersebut
dapat mengakibatkan perempuan kehilangan hak atas
nafkah, waris, maupun kepastian status hukum sebagai
istri.

Kedua informan juga menyatakan bahwa masyarakat
Mesir pada umumnya mengetahui adanya kewajiban
pencatatan perkawinan secara resmi sesuai ketentuan
hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberlangsungan
praktik zawaj ‘urfi bukan disebabkan oleh ketidaktahuan
terhadap hukum, melainkan lebih dipengaruhi oleh
faktor-faktor sosial dan kondisi tertentu yang dihadapi
pasangan.

Mengenai alasan masyarakat tetap melakukan zawaj
‘urfi, Hani Saad menjelaskan bahwa sebagian pasangan
memilih bentuk perkawinan tersebut karena menghadapi
kesulitan untuk melaksanakan pencatatan perkawinan
secara resmi sehingga zawaj ‘urfi dipandang sebagai cara
untuk melegalkan hubungan mereka menurut agama.
Sementara itu, Amjad menjelaskan bahwa praktik
tersebut juga berkaitan dengan perkawinan yang
dilakukan di bawah batas usia minimum perkawinan yang
ditetapkan hukum Mesir, yaitu delapan belas tahun, serta
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digunakan dalam beberapa kasus poligami yang tidak
melalui prosedur hukum negara.

Pada pertanyaan mengenai rekomendasi kepada
pasangan muda, kedua informan secara tegas menyatakan
tidak menyarankan praktik zawaj ‘urfi. Menurut mereka,
praktik tersebut lebih banyak menimbulkan mudarat
daripada manfaat karena berpotensi menghilangkan
perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak serta
meningkatkan risiko sengketa hukum di kemudian hari.

Berdasarkan hasil tersebut  dapat
dipahami bahwa meskipun masyarakat Mesir mengetahui

wawancara

kewajiban pencatatan perkawinan, praktik zawaj ‘urfr
tetap berlangsung karena faktor sosial, ekonomi,
perkawinan usia dini, dan poligami. Kedua informan juga
berpendapat bahwa praktik tersebut lebih banyak
menimbulkan mudarat daripada manfaat, terutama
terhadap perlindungan perempuan dan anak.
Tabel 5.5
Implikasi Zawaj ‘urfi terhadap Perlindungan
Perempuan dan Anak

NO. Pihak Hak yang Bentuk Mekanisme
Terdampak | Terdampak | Kerentanan Perlindungan
1. Perempuan | Mahar Sulit Bukti
membuktikan | tertulis,
besaran dan tasadiq,
pembayaran | gugatan
mahar pengadilan
2. Perempuan | Nafkah Sulit Pembuktian
menuntut perkawinan,
nafkah jika Mahakim al-
perkawinan Usrah
diingkari
3. Perempuan | Perceraian | Sulit Tatliq atau
mengakhiri fasakh
perkawinan berdasarkan
tidak tercatat | bukti tertulis
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Perempuan | Waris Sulit Dokumen
membuktikan | resmi atau
status pembuktian
sebagai istri | hukum

Anak Nasab Risiko Gugatan
pengingkaran | nasab dan
ayah pembuktian

di
pengadilan
6. Anak Nafkah Natkah Pembuktian
terhambat nasab dan
jika nasab putusan
belum pengadilan
terbukti
7. Waris Hak waris | Hak waris Pengakuan
terganggu | terganggu nasab
jikanasab | jika nasab
tidak jelas | tidak jelas
8. Anak Pencatatan | Hambatan Dokumen
kelahiran administratif | pendukung
dan
mekanisme
administrasi
negara

Sumber: Diolah penulis berdasarkan bahan hukum
Mesir, laporan akademik, dan kajian perlindungan
perempuan-anak.

5.5 Temuan Penelitian
Berdasarkan data fikih Hanafi, hukum positif Mesir,
praktik zawaj ‘urfi, dan perlindungan perempuan serta anak,
penelitian ini menemukan beberapa hal penting.

1. Zawaj ‘urfi memperoleh ruang legitimasi dari
fleksibilitas fikih Hanafi tentang wali, mahar, dan
publisitas perkawinan. Dalam konsep wali, Mazhab
Hanafi memberi ruang kecakapan hukum kepada
perempuan balig dan berakal untuk melakukan akad
dalam kondisi tertentu. Dalam konsep mahar, akad
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nikah tetap dapat sah meskipun mahar tidak
disebutkan secara rinci, tetapi hak perempuan atas
mahar tetap ada. Dalam konsep publisitas, saksi
menjadi unsur penting untuk menampakkan akad.
Fleksibilitas ini menjelaskan mengapa sebagian
masyarakat Mesir dapat memahami zawaj ‘urfi
sebagai perkawinan yang sah secara agama (Al-
Sarakhsi, 1993; Ibn ‘Abidin, 1992).

Legitimasi fikih tidak otomatis menghasilkan
perlindungan hukum administratif. Data hukum
positif ~ Mesir menunjukkan bahwa negara
memerlukan dokumen resmi atau bukti tertulis untuk
memproses perkara keluarga. Dengan demikian,
terdapat perbedaan antara sahnya akad menurut fikih
dan dapat dibuktikannya perkawinan di hadapan
negara. Perbedaan ini menjadi inti problem zawaj
‘urfi dalam sistem hukum keluarga Mesir (Bernard-
Maugiron, 2023).

Pencatatan perkawinan melalui ma’dhiin menjadi
instrumen utama perlindungan hukum keluarga.
Dokumen resmi perkawinan berfungsi untuk
membuktikan hubungan suami-istri, menuntut
nafkah, mengurus perceraian, membuktikan nasab,
mengakses waris, dan mencatat kelahiran anak.
Ketika perkawinan tidak dicatat, perempuan dan anak
berada dalam posisi pembuktian yang lebih lemah.
Pasal 17 Qanin No. 1 Tahun 2000 memberikan
perlindungan terbatas terhadap perempuan dalam
perkawinan tidak tercatat. Ketentuan ini membatasi
gugatan yang lahir dari perkawinan tidak resmi ketika
diingkari, tetapi tetap membuka ruang gugatan
perceraian atau fasakh apabila perkawinan terbukti
dengan tulisan apa pun. Dengan demikian, hukum
Mesir tidak sepenuhnya mengakui zawaj ‘urfi sebagai
perkawinan resmi, tetapi memberi mekanisme
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korektif untuk mencegah kerugian yang lebih besar
(Qantn Ragm 1 li Sanah 2000, Pasal 17).

Tasadiiq al-zawaj, ithbat al-zawdj, tatliq, dan fasakh
menjadi mekanisme korektif terhadap problem zawaj
‘urfi. Tasadiig memberi jalan pencatatan administratif
terhadap perkawinan yang sebelumnya tidak resmi.
Ithbat al-zawaj berkaitan dengan pembuktian
perkawinan. Tatlig dan fasakh memberi jalan bagi
perempuan untuk mengakhiri perkawinan yang tidak
tercatat dalam kondisi tertentu. Namun, seluruh
mekanisme tersebut tetap bergantung pada bukti dan
akses terhadap lembaga hukum.

. Perempuan merupakan pihak yang paling rentan
dalam praktik zawaj ‘urfi. Kerentanan tersebut
terlihat pada kesulitan menuntut mahar, nafkah,
perceraian, dan waris ketika perkawinan tidak tercatat
atau diingkari. Meskipun hukum Mesir menyediakan
ruang perlindungan terbatas, perempuan tetap
menghadapi hambatan pembuktian dan akses
keadilan (Al-Sharmani, 2017; Human Rights Watch,
2004).

. Anak yang lahir dari zawaj ‘urfi juga menghadapi
kerentanan hukum. Kerentanan tersebut berkaitan
dengan pembuktian nasab, nafkah, waris, dan
pencatatan kelahiran. Walaupun gugatan nasab dapat
memiliki  kedudukan berbeda dari gugatan
pembuktian perkawinan, anak tetap membutuhkan
mekanisme pembuktian yang kuat agar hak-haknya
terlindungi (Bernard-Maugiron, 2023; Human Rights
Watch, 2004).

. Data tasadiiq al-zawdj menunjukkan bahwa
perkawinan informal masih menjadi fenomena sosial-
administratif penting di Mesir. Laporan media Mesir
yang mengutip data CAPMAS menyebutkan sekitar
98.582 kasus tasadiiq al-zawaj pada tahun 2024 atau
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sekitar 10,5% dari total akad perkawinan yang
tercatat. Data ini menunjukkan bahwa legalisasi
administratif terhadap perkawinan yang sebelumnya
tidak tercatat masih memiliki signifikansi dalam
masyarakat Mesir kontemporer (Youm?7, 2025).

9. hasil wawancara yang menunjukkan bahwa
masyarakat Mesir pada umumnya mengetahui
kewajiban pencatatan perkawinan, namun praktik
zawaj 'urfi tetap berlangsung karena faktor sosial,
ekonomi, perkawinan di bawah usia minimum, dan
praktik poligami

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, Bab V
menunjukkan bahwa praktik zawaj ‘urfi di Mesir tidak
dapat dipahami hanya sebagai persoalan sah atau tidak
sahnya akad menurut fikih. Praktik ini harus dilihat
sebagai fenomena sosial-hukum yang berada pada titik
temu antara fikih Hanafi, hukum positif Mesir,
administrasi perkawinan, dan perlindungan perempuan

serta anak. Data Bab V ini menjadi dasar bagi Bab VI

untuk menganalisis zawaj ‘urfi melalui figh al-

mundkahdat Mazhab Hanafi, gawa‘id al-fighiyyah, dan

figh al-wagqi .



BAB VI
PEMBAHASAN

Bab ini membahas temuan penelitian mengenai praktik zawaj ‘urfi di
Mesir. Analisis dalam bab ini menggunakan tiga kerangka utama.
Pertama, figh al-munakahat Mazhab Hanafi digunakan untuk membaca
konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan yang memberi ruang
legitimasi terhadap sebagian praktik zawaj ‘urfi. Kedua, gawa ‘id al-
fighiyyah digunakan untuk menilai praktik zawaj ‘urfi dari sisi adat,
maslahat, mafsadat, dan kewenangan negara dalam mengatur pencatatan
perkawinan. Ketiga, figh al-wagi ‘ digunakan untuk membaca zawaj ‘urfi
sebagai fenomena sosial-hukum yang berkembang dalam realitas
masyarakat Mesir modern (All Jum‘ah, 2006; Al-Sarakhsi, 1993; Al-
Suyitt, 1998).

Dengan menggunakan tiga kerangka tersebut, Bab VI tidak
hanya menilai apakah zawaj ‘urfi dapat dipandang sah menurut fikih.
Lebih dari itu, bab ini menganalisis apakah praktik tersebut mampu
memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Dengan
demikian, pembahasan dalam bab ini menjadi inti penelitian karena
menghubungkan data normatif, data hukum positif, dan realitas sosial
dalam satu bangunan analisis yang sistematis.

6.1 Zawaj ‘Urfi dalam Perspektif Fikih

Figh al-munakahat Mazhab Hanafi menjadi dasar awal untuk

memahami zawaj ‘urfi karena praktik tersebut sering memperoleh
legitimasi keagamaan melalui pemenuhan unsur dasar akad nikah.
Dalam konstruksi fikih klasik, sahnya akad nikah bertumpu pada
terpenuhinya rukun dan syarat pokok, seperti adanya para pihak,
jab-qabul, dan saksi. Pencatatan negara tidak dibahas sebagai syarat
sah akad dalam fikih klasik karena sistem administrasi negara
modern belum menjadi bagian utama dari pembuktian perkawinan
pada masa pembentukan fikih (Al-Sarakhsi, 1993; Tucker, 2008).
Namun, dalam konteks negara modern, keabsahan akad secara
fikih tidak selalu identik dengan perlindungan hukum. Perkawinan
yang tidak dicatat dapat mengalami kesulitan pembuktian ketika
terjadi sengketa. Oleh karena itu, fikih Hanafi perlu dibaca secara
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utuh, bukan hanya dari sisi kelonggaran akad, tetapi juga dari sisi
perlindungan yang terkandung dalam konsep wali, kafd’ah, mahar,
saksi, dan publisitas perkawinan.

6.1.1 Konsep Wali dan Legitimasi Zawaj ‘Urfi

Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang khas mengenai
wali dalam akad nikah. Perempuan yang telah balig dan
berakal dipandang memiliki kecakapan hukum untuk
melakukan akad nikah sendiri dalam kondisi tertentu.
Pandangan ini berbeda dari sebagian mazhab lain yang
menempatkan wali sebagai unsur yang lebih menentukan
dalam keabsahan akad. Al-Sarakhsi menjelaskan bahwa
seorang perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri atau
memerintahkan selain wali untuk menikahkannya, dan akad
tersebut dipandang sah menurut pendapat Abu Hanifah (Al-
Sarakhsi, 1993).

Kelonggaran ini memiliki hubungan langsung dengan
zawaj ‘urfi. Sebagian praktik zawaj ‘urfi di Mesir dilakukan
tanpa keterlibatan wali secara formal. Dalam kondisi
demikian, pandangan Hanafi tentang kecakapan perempuan
dalam akad dapat digunakan oleh sebagian masyarakat untuk
memberi legitimasi keagamaan terhadap perkawinan
tersebut. Artinya, akad yang dilakukan oleh laki-laki dan
perempuan balig-berakal, dengan ijab-qabul dan saksi, dapat
dipahami sebagai akad yang memiliki ruang sah menurut
fikih Hanafi.

Namun, kelonggaran wali dalam Mazhab Hanafi tidak
boleh dipahami sebagai kebebasan mutlak tanpa batas.
Mazhab Hanafi tetap memberi perhatian pada kafd’ah dan
hak wali untuk mengajukan keberatan apabila perkawinan
dilakukan dengan laki-laki yang tidak sekufu atau
menimbulkan mudarat bagi perempuan. Hal ini menunjukkan
bahwa wali dalam fikih Hanafi tidak hanya berfungsi sebagai
formalitas akad, tetapi juga memiliki fungsi perlindungan
keluarga (Al-Sarakhsi, 1993).
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Dengan demikian, analisis terhadap wali menghasilkan
dua kesimpulan penting. Pertama, konsep wali dalam
Mazhab Hanafi memang memberi ruang legitimasi terhadap
sebagian praktik zawaj ‘urfi, khususnya ketika akad
dilakukan oleh perempuan balig dan berakal. Kedua,
legitimasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari fungsi
perlindungan. Apabila zawaj ‘urfi dilakukan secara
tersembunyi, tanpa dukungan keluarga, tanpa bukti tertulis,
dan menempatkan perempuan pada posisi lemah, maka
praktik tersebut tidak lagi dapat dilihat hanya dari sisi sahnya
akad, tetapi harus dinilai dari akibat hukumnya terhadap
perempuan.

Konsep Mahar dan Faktor Ekonomi Zawaj ‘Urfi

Mahar dalam Mazhab Hanafi merupakan hak finansial
perempuan yang lahir dari akad nikah. Fikih Hanafi
menjelaskan bahwa akad nikah tetap sah meskipun mahar
tidak disebutkan secara eksplisit dalam akad. Namun, tidak
disebutkannya mahar tidak menghapus hak perempuan atas
mahar. Perempuan tetap berhak memperoleh mahar yang
disepakati atau mahr al-misl apabila mahar tidak ditentukan
(Al-Marghinani, 1280; Ibn ‘Abidin, 1855).

Konsep ini penting karena praktik zawaj ‘urfi di Mesir
sering berkaitan dengan faktor ekonomi. Perkawinan formal
di Mesir umumnya membutuhkan biaya besar, seperti mahar,
muqaddam, mu’akhkhar, tempat tinggal, perabot rumah
tangga, perhiasan, dan biaya resepsi. Beban ekonomi tersebut
menjadi salah satu faktor yang mendorong sebagian pasangan
memilih zawaj ‘urfi sebagai alternatif perkawinan yang
dianggap lebih mudah dan murah (Singerman, 2007;
Shahrani, 2010).

Dari sisi fikih Hanafi, fleksibilitas mahar dapat dipahami
sebagai bentuk kemudahan dalam akad. Fikih tidak
menjadikan penyebutan mahar sebagai syarat sah akad
karena mahar tetap menjadi hak perempuan meskipun tidak
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6.1.3

disebutkan. Namun, dalam praktik zawaj ‘urfi, fleksibilitas
ini dapat berubah menjadi kerentanan apabila mahar tidak
dicatat atau hanya disepakati secara lisan. Ketika terjadi
sengketa, perempuan dapat mengalami  kesulitan
membuktikan besaran mahar, status pembayaran, atau hak
finansial yang seharusnya ia terima.

Di sinilah tampak perbedaan antara norma fikih dan
realitas hukum modern. Dalam fikih, hak mahar tetap ada
meskipun tidak disebutkan. Namun, dalam hukum negara,
hak tersebut membutuhkan bukti. Jika perkawinan dan mahar
tidak terdokumentasi, perempuan dapat kehilangan akses
praktis untuk menuntut haknya. Oleh karena itu, pencatatan
perkawinan dan pencatatan mahar bukan sekadar formalitas
administratif, melainkan sarana perlindungan ekonomi bagi
perempuan.

Dengan demikian, konsep mahar dalam Mazhab Hanafi
tidak dapat dipakai untuk membenarkan praktik zawaj ‘urfi
yang melemahkan hak perempuan. Fleksibilitas mahar harus
dibaca sebagai kemudahan yang tetap menjaga hak
perempuan, bukan sebagai celah untuk menghindari
tanggung jawab finansial. Dalam konteks Mesir modern,
pencatatan perkawinan menjadi penting agar hak mahar tidak
hanya diakui secara fikih, tetapi juga dapat dibuktikan secara
hukum.

Konsep Publisitas dan Problem Pembuktian Perkawinan

Publisitas perkawinan dalam Mazhab Hanafi berkaitan
erat dengan kedudukan saksi. Dalam fikih Hanafi,
keberadaan saksi menjadi unsur penting dalam akad nikah.
Saksi berfungsi sebagai alat pembuktian, sarana penampakan
akad, dan pencegah agar hubungan perkawinan tidak menjadi
rahasia. Al-Sarakhsi menjelaskan bahwa kehadiran dua saksi
menjadi cara syar‘i untuk menampakkan akad sehingga akad
tidak lagi bersifat tersembunyi (Al-Sarakhsi, 1993).

Dalam praktik zawaj ‘urfi, keberadaan saksi sering
dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa akad telah
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memenuhi syarat fikih. Jika terdapat ijab-qabul, para pihak,
dan saksi, maka sebagian masyarakat menganggap akad
tersebut sah secara agama. Namun, persoalan muncul ketika
akad hanya diketahui oleh para pihak dan saksi tertentu, tidak
diumumkan kepada keluarga, tidak diketahui masyarakat,
dan tidak dicatat oleh negara.

Dalam konteks klasik, saksi dapat berfungsi sebagai
bentuk publisitas minimal. Akan tetapi, dalam konteks negara
modern, saksi saja tidak selalu cukup untuk memberikan
perlindungan hukum. Sistem hukum negara membutuhkan
dokumen tertulis untuk membuktikan adanya hubungan
perkawinan. Ketika tidak ada dokumen resmi, perempuan
dapat mengalami kesulitan membuktikan statusnya sebagai
istri, menuntut natkah, mengajukan perceraian, atau
menuntut hak waris. Anak juga dapat mengalami kesulitan
dalam pembuktian nasab, pencatatan kelahiran, nafkah, dan
waris (Human Rights Watch, 2004; Sonneveld, 2012).

Dengan demikian, konsep publisitas dalam fikih Hanafi
perlu dibaca secara kontekstual. Saksi memang memiliki
fungsi penting dalam akad, tetapi dalam masyarakat modern
fungsi pembuktian tidak lagi cukup hanya melalui saksi.
Pencatatan resmi menjadi bentuk publisitas hukum yang
lebih kuat karena menghasilkan bukti yang dapat diterima
dalam administrasi negara dan pengadilan.

Analisis ini menunjukkan bahwa zawaj ‘urfi memiliki
problem mendasar dalam aspek publisitas. Perkawinan yang
hanya memiliki saksi, tetapi tidak dicatat, berada pada posisi
lemah ketika terjadi sengketa. Oleh karena itu, pencatatan
negara dapat dipahami sebagai perluasan fungsi publisitas
dalam konteks modern. Pencatatan tidak menggantikan akad,
tetapi memperkuat pembuktian dan perlindungan akibat
hukum dari akad tersebut.

Batas Legitimasi Fikih Hanafi terhadap Zawaj ‘Urfr

Berdasarkan analisis wali, mahar, dan publisitas, dapat
ditegaskan bahwa Mazhab Hanafi memang memberi ruang
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legitimasi terhadap sebagian praktik zawaj ‘urfi. Ruang
tersebut muncul karena fikih Hanafi memberi kelonggaran
dalam wali, membedakan sahnya akad dari penyebutan
mahar, dan menempatkan saksi sebagai unsur penting dalam
akad. Namun, legitimasi fikih tersebut tidak bersifat mutlak.

Kelonggaran dalam Mazhab Hanafi selalu berada dalam
kerangka perlindungan. Kelonggaran wali tetap dibatasi oleh
kafa’ah dan hak keberatan wali. Fleksibilitas mahar tetap
menjaga hak perempuan atas mahar. Saksi sebagai publisitas
minimal bertujuan mencegah kerahasiaan dan pengingkaran
perkawinan. Dengan demikian, unsur-unsur dalam fikih
Hanafi tidak dapat dipakai untuk membenarkan praktik zawaj
‘urfi apabila praktik tersebut justru menghilangkan
perlindungan perempuan dan anak.

Di sinilah batas legitimasi fikih Hanafi terlihat jelas. Akad
zawaj ‘urfi dapat memperoleh ruang sah secara fikih apabila
memenuhi unsur dasar akad. Namun, ketika akad tersebut
tidak dicatat, tidak dapat dibuktikan, dan menimbulkan
kerentanan hukum, maka legitimasi fikih tidak cukup untuk
menyelesaikan  persoalan. Perkawinan tidak hanya
menghasilkan hubungan keagamaan, tetapi juga melahirkan
akibat hukum, seperti mahar, nafkah, perceraian, nasab,
waris, dan status anak.

Dengan demikian, analisis fikih Hanafi membawa
penelitian ini pada kesimpulan awal bahwa persoalan zawaj
‘urfi bukan hanya sah atau tidak sahnya akad. Persoalan yang
lebih penting adalah apakah akad tersebut mampu
memberikan perlindungan hukum. Dalam konteks Mesir
modern, perlindungan tersebut membutuhkan pencatatan,
bukti tertulis, dan akses terhadap lembaga peradilan keluarga.

6.2 Zawaj ‘Urfi dalam Perspektif Qawa ‘id al-Fiqhiyyah
Qawa ‘id al-fighiyyah digunakan untuk membaca zawaj ‘urfi
secara lebih luas. Jika figh al-mundkahat Hanafi menjelaskan dasar
normatif akad, maka gawa‘id al-fighiyyah membantu menilai
praktik zawaj ‘urfi dari sisi adat, maslahat, mafsadat, dan
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kewenangan negara. Dalam penelitian ini, tiga kaidah yang
digunakan adalah al- ‘Adah Muhakkamah, dar’ al-Mafasid Awla min
Jalb al-Masalih, dan tasarruf al-imam ‘ala al-ra iyyah maniit bi al-
maslahah (Al-Suyiti, 1998).

Ketiga kaidah tersebut penting karena zawaj ‘urfi bukan hanya
persoalan teks fikih, tetapi juga praktik sosial yang berkembang
dalam masyarakat Mesir. Praktik ini muncul karena faktor ekonomi,
budaya, relasi sosial, dan administrasi hukum. Oleh karena itu,
analisis gawa ‘id al-fighiyyah membantu menilai apakah zawaj ‘urfi
dapat dipertahankan sebagai kebiasaan sosial, atau harus dibatasi
karena menimbulkan mafsadat bagi perempuan dan anak.

6.2.1 Kaidah al-‘Adah Muhakkamah dalam Praktik Zawaj
‘Urfr
Kaidah al-‘Adah Muhakkamah berarti adat atau
kebiasaan dapat menjadi pertimbangan hukum. Kaidah ini
menunjukkan bahwa hukum Islam memberi ruang bagi
kebiasaan masyarakat selama kebiasaan tersebut tidak
bertentangan dengan prinsip syariat dan tidak menimbulkan
kerusakan (Al-Suyiiti, 1998).

Zawaj ‘urfi dapat dibaca sebagai praktik yang memiliki
hubungan dengan ‘urf atau kebiasaan sosial. Di Mesir,
praktik ini berkembang dalam situasi sosial tertentu, terutama
ketika perkawinan formal dianggap mahal, sulit, atau
membutuhkan kesiapan ekonomi yang besar. Tingginya biaya
perkawinan, tuntutan mahar, penyediaan tempat tinggal,
biaya resepsi, pengangguran, urbanisasi, dan kontrol keluarga
terhadap hubungan laki-laki dan perempuan menjadi faktor
yang mendorong sebagian pasangan memilih zawaj ‘urfi
(Singerman, 2007; Shahrani, 2010; Sonneveld, 2012).

Namun, kaidah al-‘Adah Muhakkamah tidak berarti
setiap kebiasaan dapat dibenarkan. Adat hanya dapat
dijadikan pertimbangan hukum apabila tidak bertentangan
dengan tujuan syariat dan tidak merugikan pihak lain. Jika
suatu kebiasaan menimbulkan kerentanan hukum, maka
kebiasaan tersebut perlu dikritisi. Dalam konteks zawaj ‘urfi,
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kebiasaan melakukan perkawinan tanpa pencatatan dapat
menimbulkan kesulitan bagi perempuan dan anak ketika
terjadi sengketa.

Perempuan dapat kesulitan membuktikan status
perkawinannya, menuntut mahar, memperoleh nafkah,
mengajukan perceraian, atau menuntut waris. Anak dapat
mengalami kesulitan dalam pembuktian nasab, pencatatan
kelahiran, nafkah, dan waris. Jika akibat-akibat tersebut
terjadi, maka zawaj ‘urfi sebagai kebiasaan sosial tidak cukup
dibenarkan hanya karena ia telah dipraktikkan oleh sebagian
masyarakat.

Dengan demikian, kaidah al-‘Adah Muhakkamah
membantu memahami mengapa zawaj ‘urfi berkembang,
tetapi tidak otomatis membenarkannya secara mutlak. Kaidah
ini memberi ruang untuk memahami latar sosial zawaj ‘urfi,
sekaligus memberi batas bahwa kebiasaan tersebut harus
diarahkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi perempuan
dan anak.

Kaidah Dar’ al-Mafasid Awla min Jalb al-Masalih

Kaidah dar’ al-Mafasid Awla min Jalb al-Masalih
berarti menolak kerusakan lebih utama daripada menarik
kemaslahatan. Kaidah ini penting untuk menilai
keseimbangan antara manfaat dan risiko dalam praktik zawaj
‘urfi (Al-Suyiti, 1998).

Sebagian masyarakat dapat melihat zawaj ‘urfi sebagai
praktik yang memiliki maslahat. Praktik ini dianggap lebih
murah, lebih mudah, dan dapat menjadi jalan keluar bagi
pasangan yang menghadapi hambatan ekonomi atau sosial
untuk menikah secara formal. Dalam situasi tertentu, zawaj
‘urfi juga dipandang sebagai cara untuk menghindari
hubungan bebas karena pasangan merasa telah melakukan
akad secara agama (Shahrani, 2010; Sonneveld, 2012).

Namun, maslahat tersebut harus dibandingkan dengan
mafsadat yang ditimbulkan. Mafsadah zawaj ‘urfi tampak
dalam beberapa bentuk. Pertama, perempuan dapat
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ditinggalkan tanpa perlindungan hukum yang kuat apabila
laki-laki mengingkari perkawinan. Kedua, hak mahar dan
nafkah menjadi sulit dituntut apabila tidak ada dokumen
resmi. Ketiga, perempuan dapat kesulitan mengajukan
perceraian atau fasakh apabila perkawinan tidak dapat
dibuktikan. Keempat, anak dapat mengalami kesulitan
pembuktian nasab, pencatatan kelahiran, nafkah, dan waris
(Human Rights Watch, 2004; Al-Sharmani, 2017).

Jika maslahat zawaj ‘urfi hanya berupa kemudahan
jangka pendek, sedangkan mafsadatnya berupa hilangnya
perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, maka kaidah
dar’ al-Mafasid Awla min Jalb al-Masalih mengarahkan agar
mafsadat tersebut harus dicegah. Dalam hal ini, pencatatan
perkawinan menjadi instrumen penting untuk mencegah
kerusakan yang lebih besar.

Dengan demikian, zawaj ‘urfi tidak cukup dinilai dari
kemudahan akad. Praktik ini harus dinilai dari akibat
hukumnya. Apabila zawaj ‘urfi menimbulkan mafsadat yang
lebih besar daripada maslahatnya, maka negara memiliki
dasar untuk membatasi akibat hukumnya dan mendorong
pencatatan resmi. Pembatasan tersebut bukan penolakan
terhadap fikih, tetapi bentuk pencegahan mafsadat dalam
kehidupan keluarga.

Kaidah Tasarruf al-Imam ‘ala al-Ra‘iyyah Maniit bi al-
Maslahah

Kaidah tasarruf al-imam ‘ala al-ra iyyah maniit bi al-
maslahah berarti kebijakan pemimpin terhadap rakyat
bergantung pada kemaslahatan. Kaidah ini memberi dasar
bagi negara untuk mengatur persoalan sosial-keagamaan
apabila pengaturan tersebut bertujuan melindungi masyarakat
(Al-Suyutt, 1998).

Dalam konteks zawaj ‘urfi, negara Mesir memiliki
kepentingan untuk mengatur pencatatan perkawinan.
Perkawinan bukan hanya hubungan pribadi antara laki-laki
dan perempuan, tetapi juga peristiwa hukum yang melahirkan



126

akibat bagi keluarga dan negara. Perkawinan berhubungan
dengan nafkah, perceraian, nasab, waris, akta kelahiran,
administrasi kependudukan, dan perlindungan anak. Oleh
karena itu, negara membutuhkan dokumen resmi untuk
memastikan hak-hak tersebut dapat dibuktikan dan
dilindungi.

Hukum positif Mesir menunjukkan arah tersebut. Pasal
17 Qantn No. 1 Tahun 2000 menegaskan bahwa gugatan
yang lahir dari akad perkawinan tidak diterima ketika
perkawinan diingkari, kecuali perkawinan tersebut terbukti
dengan dokumen resmi. Namun, pasal yang sama tetap
membuka ruang bagi gugatan tatliq atau fasakh apabila
perkawinan dapat dibuktikan dengan tulisan apa pun (Qaniin
Ragm 1 1i Sanah 2000, Pasal 17).

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya
keseimbangan antara pembatasan dan perlindungan. Di satu
sisi, negara membatasi pengakuan terhadap perkawinan tidak
tercatat agar masyarakat terdorong melakukan pencatatan
resmi. Di sisi lain, negara tetap membuka ruang perlindungan
bagi perempuan yang terjebak dalam perkawinan tidak
tercatat, terutama melalui gugatan perceraian atau fasakh.

Dalam perspektif kaidah tasarruf al-imam, kebijakan
pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai tindakan
negara yang berbasis kemaslahatan. Negara tidak mengubah
syarat sah akad dalam fikih, tetapi mengatur pembuktian dan
akibat hukum agar perempuan dan anak tidak dirugikan.
Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan lawan dari
fikih, melainkan instrumen administratif untuk mewujudkan
kemaslahatan keluarga.

Kaidah ini juga menjelaskan pentingnya ma 'dhiin dan
Mahakim al-Usrah. Ma’dhiin berperan dalam pencatatan
resmi akad perkawinan, sedangkan Mahakim al-Usrah
menjadi lembaga penyelesaian sengketa keluarga. Keduanya
merupakan bagian dari kebijakan negara untuk mengatur
akibat hukum perkawinan dan memberikan akses keadilan
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bagi pihak yang rentan (Qantn Ragm 10 li Sanah 2004;

Bernard-Maugiron, 2023).

Dengan  demikian, gqawa‘id  al-fighiyyah
menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki dasar
kemaslahatan. Zawaj ‘urfi dapat dipahami sebagai kebiasaan
sosial, tetapi ketika kebiasaan itu menimbulkan mafsadat,
negara berwenang mengatur dan membatasinya. Pengaturan
tersebut diperlukan agar keabsahan akad tidak berhenti
sebagai legitimasi formal, tetapi juga menghasilkan
perlindungan hukum yang nyata.

6.3 Zawaj ‘Urfi dalam Perspektif Figh al-Wagqi*

Figh al-wagqi‘ digunakan untuk membaca hubungan antara
hukum dan realitas sosial. Pendekatan ini penting karena zawaj ‘urfi
tidak lahir dalam ruang kosong. Praktik ini berkembang dalam
kondisi sosial Mesir yang dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, biaya
perkawinan formal, urbanisasi, perubahan relasi sosial, dan
kebutuhan administrasi negara modern (Jum‘ah, 2008; Shahrani,
2010; Sonneveld, 2012).

Dengan figh al-wagi‘, analisis hukum tidak berhenti pada
pertanyaan apakah akad telah memenubhi syarat fikih. Analisis juga
harus melihat akibat nyata dari praktik tersebut. Jika sebuah akad
secara formal dapat dipandang sah, tetapi dalam praktiknya
membuat perempuan dan anak kehilangan perlindungan hukum,
maka hukum perlu dibaca kembali dengan mempertimbangkan
realitas tersebut.

6.3.1 Keterkaitan Hukum dengan Realitas Sosial Mesir

Zawaj ‘urfi berkembang dalam konteks sosial Mesir
yang kompleks. Di satu sisi, masyarakat masih menjadikan
perkawinan sebagai institusi sosial-keagamaan yang penting.
Di sisi lain, perkawinan formal sering menuntut biaya besar
dan kesiapan ekonomi yang tidak mudah dipenuhi oleh
generasi muda. Tuntutan mahar, tempat tinggal, perabot
rumah tangga, dan biaya resepsi dapat menjadi hambatan bagi
pasangan yang ingin menikah secara resmi (Singerman, 2007;
Shahrani, 2010).
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Selain faktor ekonomi, perubahan sosial juga
berpengaruh.  Urbanisasi, pendidikan  tinggi, dan
meningkatnya interaksi laki-laki dan perempuan di ruang
publik menciptakan pola relasi baru. Sebagian pasangan
memilih zawaj ‘urfi karena dianggap memberi legitimasi
agama terhadap hubungan mereka tanpa harus melewati
tuntutan sosial dan ekonomi perkawinan formal (Sonneveld,
2012; Al-Sharmani, 2017).

Figh al-wagqi‘ membantu menjelaskan bahwa faktor-
faktor tersebut perlu dipahami sebelum menilai zawaj ‘urfi.
Jika hanya dilihat dari teks fikih, zawaj ‘urfi mungkin
dipandang sebagai akad yang memenuhi unsur tertentu.
Namun, jika dilihat dari realitas sosial, praktik ini sering
berkaitan dengan tekanan ekonomi, kontrol keluarga, dan
lemahnya akses hukum. Oleh karena itu, analisis hukum
terhadap zawaj ‘urfi harus mempertimbangkan sebab
kemunculannya sekaligus akibat hukumnya.

Penelitian ini juga diperkuat oleh hasil wawancara
dengan dua warga negara Mesir, yaitu Hani Saad dan Amjad.
Kedua informan menjelaskan bahwa praktik zawaj ‘urfi
masih berlangsung dalam masyarakat Mesir bukan karena
ketidaktahuan terhadap kewajiban pencatatan perkawinan,
melainkan karena adanya hambatan sosial dan hukum
tertentu. Hani Saad menyatakan bahwa sebagian pasangan
memilith zawaj ‘urfi karena mengalami kesulitan
melangsungkan perkawinan resmi, sedangkan Amjad
menjelaskan bahwa praktik tersebut juga berkaitan dengan
perkawinan di bawah usia minimum serta dalam beberapa
kasus digunakan dalam praktik poligami.

Data wawancara tersebut menunjukkan bahwa zawaj
‘urfi merupakan fenomena yang lahir dari interaksi antara
kebutuhan sosial masyarakat, kondisi ekonomi, dan sistem
administrasi negara. Oleh karena itu, praktik ini tidak cukup
dipahami hanya melalui pendekatan normatif fikih, tetapi
juga harus dibaca melalui perspektif figh al-waqi’ yang
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memperhatikan ~ realitas  sosial  masyarakat ~ Mesir
kontemporer.

Pemahaman terhadap realitas sosial tidak berarti
membenarkan seluruh praktik zawaj ‘urfi. Figh al-wagqi*
justru menuntut agar hukum mampu melihat dampak nyata
dari suatu praktik. Ketika zawaj ‘urfi menimbulkan
pengingkaran perkawinan, penolakan nafkah, kesulitan
perceraian, dan problem nasab, maka praktik tersebut harus
dibaca sebagai persoalan perlindungan hukum, bukan
sekadar persoalan akad.

Pencatatan Perkawinan sebagai Kebutuhan Hukum
Modern

Dalam fikih klasik, pencatatan negara tidak menjadi
syarat sah akad nikah. Hal ini dapat dipahami karena sistem
administrasi negara modern belum menjadi bagian utama
dari pembuktian hukum keluarga. Namun, dalam konteks
modern, pencatatan memiliki fungsi yang sangat penting.
Pencatatan menjadi alat untuk membuktikan hubungan
perkawinan, melindungi hak perempuan, menjamin status
anak, dan memudahkan penyelesaian sengketa keluarga
(Alim, 2016; Bernard-Maugiron, 2023).

Pencatatan perkawinan dalam konteks Mesir tidak
dapat dipahami sebagai sekadar formalitas administratif.
Pencatatan menjadi sarana perlindungan. Tanpa pencatatan,
perempuan dapat kesulitan membuktikan statusnya sebagai
istri. Tanpa dokumen resmi, anak dapat menghadapi
kesulitan dalam pembuktian nasab dan pencatatan kelahiran.
Tanpa bukti tertulis, pengadilan juga dapat mengalami
keterbatasan dalam memproses gugatan keluarga.

Pasal 17 Qaniin No. 1 Tahun 2000 menunjukkan
posisi penting bukti tertulis dalam hukum Mesir. Ketentuan
tersebut membatasi gugatan yang lahir dari perkawinan tidak
tercatat ketika perkawinan diingkari, tetapi tetap memberi
ruang bagi gugatan tatliq atau fasakh apabila perkawinan
terbukti dengan tulisan apa pun (Qaniin Ragm 1 1i Sanah
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2000, Pasal 17). Ketentuan ini memperlihatkan bahwa
negara Mesir menempatkan pembuktian tertulis sebagai
kunci perlindungan hukum.

Dalam  perspektif figh  al-waqi, pencatatan
perkawinan adalah kebutuhan hukum modern. Pencatatan
tidak mengubah hakikat akad, tetapi memperkuat
perlindungan atas akibat hukum dari akad tersebut. Karena
itu, pencatatan dapat dipahami sebagai perluasan fungsi
saksi dan publisitas dalam konteks negara modern. Jika saksi
dalam fikih klasik berfungsi mencegah kerahasiaan akad,
maka pencatatan dalam hukum modern berfungsi mencegah
pengingkaran, penelantaran, dan hilangnya hak-hak
keluarga.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa kedua
informan menolak praktik zawaj ‘urft karena dinilai lebih
banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat. Menurut
Hani Saad, perempuan merupakan pihak yang paling rentan
karena dapat kehilangan hak sebagai istri, termasuk hak
nafkah, waris, dan perlindungan hukum apabila suami
meninggal dunia atau menghilang sebelum perkawinan
dicatatkan secara resmi. Kedua informan juga menilai bahwa
anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat berpotensi
menghadapi kesulitan dalam memperoleh kepastian hukum
dan perlindungan administratif.

Temuan ini memperkuat analisis bahwa pencatatan
perkawinan dalam hukum keluarga Mesir tidak hanya
berfungsi sebagai administrasi negara, tetapi juga sebagai
instrumen perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.
Dengan demikian, orientasi hukum keluarga modern tidak
berhenti pada penilaian sah atau tidaknya akad menurut
fikih, tetapi juga pada sejauh mana hukum mampu menjamin
perlindungan terhadap pihak yang rentan.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak perlu
diposisikan sebagai lawan dari fikih Hanafi. Pencatatan
justru dapat dibaca sebagai instrumen perlindungan yang
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sejalan dengan tujuan dasar perkawinan. Dalam konteks
zawaj ‘urfi, pencatatan menjadi penting agar akad yang sah
secara agama juga memiliki kekuatan hukum di hadapan
negara.

Peran Ma’dhin dan Mahakim al-Usrah sebagai
Mekanisme Korektif

Dalam sistem hukum keluarga Mesir, ma’dhiin dan
Mahakim al-Usrah memiliki peran penting dalam menjaga
keteraturan administrasi perkawinan dan penyelesaian
sengketa keluarga. Ma dhiin berperan mendokumentasikan
akad perkawinan, talak, rujuk, dan tasadiig. Dokumen yang
dihasilkan oleh ma 'dhiin menjadi bukti resmi dalam perkara
keluarga (La ihah al-Ma dhiinin, Pasal 18; Alim, 2016).

Dalam konteks zawaj ‘urfi, peran ma’dhiin menjadi
penting karena praktik zawaj ‘urfi umumnya berlangsung di
luar pencatatan resmi. Akibatnya, hubungan perkawinan
tidak memiliki bukti administratif yang kuat. Ketika terjadi
sengketa, perempuan dan anak bergantung pada dokumen
privat, kesaksian, atau bukti tertulis lain yang belum tentu
cukup kuat untuk membuktikan seluruh akibat hukum
perkawinan.

Selain ma dhiin, Mahakim al-Usrah atau pengadilan
keluarga berperan sebagai forum penyelesaian sengketa.
Qantn No. 10 Tahun 2004 membentuk pengadilan keluarga
dan memberikan kewenangan kepada lembaga ini untuk
memeriksa perkara status personal, termasuk perceraian,
nafkah, nasab, hadanah, dan hak anak (Qaniin Ragm 10 li
Sanah 2004, Pasal 1 dan Pasal 3).

Dalam perkara zawaj ‘urfi, Mahdakim al-Usrah dapat
berfungsi sebagai mekanisme korektif. Perempuan yang
berada dalam perkawinan tidak tercatat dapat menggunakan
pengadilan untuk mengajukan tatliq atau fasakh apabila
memiliki bukti tertulis. Anak juga dapat memperoleh
perlindungan melalui gugatan nasab atau perkara lain yang
berkaitan dengan hak keluarga. Namun, perlindungan
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tersebut tetap bergantung pada bukti yang tersedia dan
kemampuan pihak yang dirugikan untuk mengakses proses
hukum.

Dengan demikian, ma 'dhiin dan Mahakim al-Usrah
menunjukkan bahwa negara Mesir tidak hanya menolak atau
membiarkan zawaj ‘urfi. Negara membangun mekanisme
administratif dan yudisial untuk mengurangi kerugian yang
ditimbulkan oleh perkawinan tidak tercatat. Namun,
mekanisme tersebut belum sepenuhnya menghapus
kerentanan, karena perempuan dan anak tetap berada pada
posisi lemah apabila tidak memiliki bukti tertulis yang
memadai.

Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai Orientasi
Hukum Keluarga

Perempuan dan anak merupakan pihak yang paling
rentan dalam praktik zawaj ‘urfi. Perempuan dapat
mengalami kesulitan dalam menuntut mahar, nafkah,
perceraian, dan waris. Anak dapat mengalami kesulitan
dalam pembuktian nasab, pencatatan kelahiran, nafkah,
waris, dan kepastian status hukum. Kerentanan ini
menunjukkan bahwa persoalan zawaj ‘urfi tidak cukup
dipahami sebagai persoalan sah atau tidak sahnya akad
(Human Rights Watch, 2004; Al-Sharmani, 2017).

Dalam perspektif figh al-wagi‘, hukum keluarga
harus membaca dampak nyata dari suatu praktik. Jika zawaj
‘urfi menyebabkan perempuan tidak dapat menuntut haknya
dan anak tidak memperoleh perlindungan administratif,
maka praktik tersebut harus dikaji dari sisi perlindungan
hukum. Keabsahan akad tidak boleh menutup mata terhadap
akibat sosial dan hukum yang ditimbulkan.

Perlindungan perempuan dan anak menjadi orientasi
penting karena perkawinan dalam Islam tidak hanya
membentuk hubungan suami-istri, tetapi juga menciptakan
tanggung jawab hukum dan moral. Mahar, natkah, nasab,
waris, dan pengasuhan bukan sekadar akibat administratif,
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tetapi bagian dari tujuan perkawinan. Oleh karena itu,
perkawinan yang tidak dapat dibuktikan secara hukum
berpotensi melemahkan tujuan dasar perkawinan.

Dalam konteks Mesir, pencatatan perkawinan, bukti
tertulis, ma’dhin, dan Mahakim al-Usrah harus dipahami
sebagai perangkat perlindungan. Pencatatan membantu
perempuan membuktikan status perkawinan. Bukti tertulis
membantu pengadilan memproses perkara. Ma dhiin
menghasilkan  dokumen resmi. Mahakim al-Usrah
menyediakan forum penyelesaian sengketa. Seluruh
perangkat ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum
membutuhkan sistem yang lebih kuat daripada sekadar
pengakuan lisan atau saksi terbatas.

Dengan demikian, orientasi hukum keluarga dalam
perkara zawaj ‘urfi adalah memastikan bahwa akad tidak
hanya sah secara formal, tetapi juga melindungi pihak yang
paling rentan. Zawaj ‘urfi yang tidak dicatat dan
menimbulkan kerentanan terhadap perempuan dan anak
perlu dibatasi, diarahkan, dan dikoreksi melalui instrumen
hukum negara.

6.4 Sintesis Analisis: Legitimasi Fikih, Legalitas Negara, dan
Perlindungan Perempuan-Anak
Berdasarkan analisis di atas, zawaj ‘urfi di Mesir dapat
dipahami sebagai fenomena yang berada di antara tiga ruang:
legitimasi fikih, legalitas negara, dan perlindungan perempuan-
anak. Ketiga ruang ini tidak dapat dipisahkan. Jika hanya dilihat
dari legitimasi fikih, zawaj ‘urfi dapat dianggap sah selama
memenuhi unsur dasar akad. Jika hanya dilihat dari legalitas
negara, zawaj ‘urfi dapat dipandang lemah karena tidak memiliki
dokumen resmi. Namun, jika dilihat dari perlindungan perempuan
dan anak, persoalan utama bukan hanya sah atau tidak sah,
melainkan apakah perkawinan tersebut mampu menjamin hak-hak
keluarga.
Fikih Hanafi memberi ruang legitimasi terhadap zawaj ‘urfi
melalui konsep wali, mahar, dan saksi. Namun, fikih Hanafi juga
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memiliki mekanisme perlindungan internal, seperti kafa’ah, hak
mahar, mahr al-mis/, saksi, dan hak keberatan wali. Hal ini
menunjukkan bahwa fleksibilitas fikih Hanafi tidak boleh
dipahami sebagai pembenaran mutlak terhadap perkawinan tidak
tercatat (Al-Sarakhsi, 1993; Ibn ‘Abidin, 1992).

Qawa ‘id al-fighiyyah memperkuat pembacaan tersebut.
Zawaj ‘urfi dapat dipahami sebagai kebiasaan sosial melalui
kaidah al- ‘Adah Muhakkamah, tetapi kebiasaan tersebut harus
dibatasi apabila menimbulkan mafsadat. Kaidah dar’ al-Mafasid
Awla min Jalb al-Masalih menunjukkan bahwa kemudahan zawaj
‘urfi tidak boleh mengalahkan bahaya hukum yang menimpa
perempuan dan anak. Kaidah tasarruf al-imam ‘ala al-ra‘iyyah
maniit bi al-maslahah memberi dasar bagi negara untuk mengatur
pencatatan perkawinan demi kemaslahatan keluarga (Al-Suyiti,
1998).

Figh al-waqi‘ kemudian menempatkan seluruh persoalan
tersebut dalam realitas sosial Mesir. Zawaj ‘urfi muncul karena
faktor ekonomi dan sosial, tetapi akibat hukumnya dapat
merugikan perempuan dan anak. Oleh karena itu, pencatatan
perkawinan menjadi kebutuhan hukum modern yang sejalan
dengan perlindungan keluarga. Pencatatan tidak menghapus nilai
fikih akad, tetapi memperkuat pembuktian dan perlindungan akibat
hukum dari akad tersebut (Jum‘ah, 2008; Alim, 2016).

Dari sintesis tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa
zawaj ‘urfi tidak dapat dinilai hanya dengan satu ukuran. Penilaian
yang hanya bertumpu pada sahnya akad akan mengabaikan
kerentanan perempuan dan anak. Sebaliknya, penilaian yang hanya
bertumpu pada legalitas negara dapat mengabaikan kompleksitas
sosial dan legitimasi keagamaan yang hidup dalam masyarakat.
Oleh karena itu, pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan
integratif: mengakui ruang fikih, memahami realitas sosial, tetapi
tetap menempatkan perlindungan perempuan dan anak sebagai
orientasi utama.
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Tabel 6.1Sintesis Analisis Zawaj ‘urfi di Mesir

No. | Kerangka Analisis Pokok Analisis Hasil Analisis
1. Figh  al-munakahat | Wali, mahar, saksi, | Memberi ruang
Hanafi dan publisitas legitimasi

terhadap  akad,
tetapi tetap
memiliki  batas
perlindungan
2. Qawa ‘id al-fighiyyah | Adat, maslahat, | Zawaj ‘urft
mafsadat, dan | sebagai
kebijakan negara kebiasaan sosial
perlu  dibatasi
jika
menimbulkan
mafsadat
3. Figh al-waqi* Realitas sosial | Pencatatan
Mesir dan | perkawinan
kebutuhan menjadi
instrumen
perlindungan

yang dibutuhkan
dalam  konteks

modern
4. Hukum positif Mesir | Bukti tertulis, | Negara memberi
ma dhin, dan | perlindungan

Mahakim al-Usrah | terbatas, tetapi
tetap menuntut

pembuktian
5. Perlindungan hukum | Hak perempuan dan | Perempuan dan
anak anak tetap rentan
jika perkawinan

tidak dicatat

Sumber: Diolah penulis berdasarkan analisis data
penelitian, 2026.

Sintesis ini memperlihatkan bahwa inti persoalan
zawaj ‘urfi bukan sekadar pertentangan antara fikih dan negara.
Persoalan utamanya adalah bagaimana akad yang memiliki
legitimasi keagamaan dapat diarahkan agar juga memiliki
kekuatan pembuktian dan perlindungan hukum. Dengan demikian,
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pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai jembatan antara
legitimasi fikih dan legalitas negara.
6.5 Kebaruan dan Kontribusi Penelitian

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa penelitian
ini memiliki kebaruan dalam membaca zawaj ‘urfi melalui integrasi
antara fikih Hanafi, gawa‘id al-fighiyyah, dan figh al-wagqi.
Penelitian ini tidak hanya menilai zawaj ‘urfi dari sisi sah atau
tidaknya akad, tetapi juga menempatkannya dalam hubungan antara
legitimasi fikih, legalitas administratif negara, dan perlindungan
perempuan serta anak.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak
jatuh pada dua sikap ekstrem. Pertama, penelitian ini tidak
membenarkan zawaj ‘urfi secara mutlak hanya karena terdapat
ruang keabsahan dalam fikih Hanafi. Kedua, penelitian ini juga tidak
menolak seluruh praktik zawaj ‘urfi secara kaku tanpa memahami
faktor sosial-ekonomi yang melatarbelakanginya. Penelitian ini
memilih posisi analitis bahwa zawaj ‘wrfi harus dibaca secara
kontekstual dan diarahkan pada perlindungan hukum.

6.5.1 Kebaruan Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa
fleksibilitas wali, mahar, dan publisitas dalam Mazhab
Hanafi tidak boleh dipahami sebagai legitimasi mutlak
terhadap zawaj ‘urfi. Fleksibilitas tersebut harus dibaca
bersama mekanisme perlindungan internal dalam fikih
Hanafi, seperti kafa’ah, mahr al-misl, saksi, dan hak
keberatan wali. Dengan demikian, penelitian ini
menawarkan pembacaan yang lebih seimbang antara
otonomi hukum perempuan, perlindungan keluarga, dan
kepastian hukum negara.

Kebaruan kedua terletak pada cara penelitian ini
menempatkan pencatatan perkawinan. Pencatatan tidak
dipahami sebagai syarat sah akad dalam fikih klasik, tetapi
sebagai instrumen perlindungan hukum dalam negara
modern. Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak
diposisikan sebagai lawan dari fikih, melainkan sebagai
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penguatan terhadap fungsi perlindungan yang menjadi
tujuan dasar perkawinan.

Kebaruan ketiga terletak pada pembacaan zawaj
‘urfi sebagai fenomena sosial-hukum. Penelitian ini
menunjukkan bahwa zawaj ‘urfi tidak dapat dijelaskan hanya
melalui kitab fikih atau hanya melalui undang-undang
negara. Praktik ini harus dibaca melalui hubungan antara
teks fikih, kebiasaan sosial, tekanan ekonomi, administrasi
negara, dan perlindungan pihak rentan. Dengan demikian,
penelitian ini memperluas kajian zawaj ‘urfi dari persoalan
keabsahan akad menuju persoalan perlindungan hukum
keluarga.

Kontribusi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam
pengembangan kajian hukum keluarga Islam kontemporer.
Penelitian ini menunjukkan bahwa fikih klasik tetap relevan
untuk membaca praktik perkawinan modern, tetapi harus
dihubungkan dengan gawa ‘id al-fighiyyah dan figh al-wagqi*
agar tidak berhenti pada pembacaan formal. Figh al-
mundakahat Hanafi menjelaskan dasar normatif akad,
qawa ‘id al-fighiyyah menilai maslahat dan mafsadat,
sedangkan figh al-wagqi ‘ membaca kebutuhan hukum dalam
realitas sosial Mesir kontemporer.

Kontribusi teoretis lainnya adalah penegasan bahwa
keabsahan akad dan perlindungan hukum merupakan dua hal
yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Akad dapat dipandang
sah menurut fikih, tetapi belum tentu cukup melindungi
perempuan dan anak apabila tidak dapat dibuktikan dalam
sistem hukum negara. Oleh karena itu, penelitian ini
menawarkan kerangka analisis yang membedakan sekaligus
menghubungkan antara sah secara fikih, legal secara
administratif, dan terlindungi secara hukum.

Dengan kerangka tersebut, penelitian ini dapat
menjadi rujukan dalam kajian perkawinan tidak tercatat di
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negara Muslim. Kasus Mesir menunjukkan bahwa hukum
keluarga Islam modern perlu membaca tradisi fikih secara
kontekstual, tanpa memutus hubungan dengan kebutuhan
administrasi negara dan perlindungan hak-hak keluarga.

6.5.3 Kontribusi Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar
akademik bagi pentingnya pencatatan perkawinan sebagai
instrumen perlindungan hukum. Pencatatan tidak perlu
dipahami sebagai bentuk sekularisasi hukum keluarga atau
penolakan terhadap fikih. Pencatatan justru dapat dipahami
sebagai sarana untuk memastikan bahwa hak-hak yang lahir
dari akad dapat dibuktikan dan dilindungi.

Penelitian ini juga memberi kontribusi bagi pemahaman
masyarakat mengenai risiko zawaj ‘urfi. Perkawinan yang
dianggap sah secara agama tetap dapat menimbulkan
persoalan apabila tidak memiliki dokumen resmi. Risiko
tersebut terutama dirasakan oleh perempuan dan anak,
karena hak mereka sering bergantung pada pembuktian
hubungan perkawinan atau nasab. Oleh karena itu, kesadaran
masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan perlu
diperkuat.

Selain itu, penelitian ini memberi kontribusi bagi
pembuat kebijakan dan lembaga peradilan keluarga.
Pengalaman Mesir menunjukkan bahwa negara perlu
menyediakan mekanisme korektif bagi pihak yang
terdampak perkawinan tidak tercatat, seperti pengakuan
bukti tertulis tertentu, gugatan tatliq atau fasakh, serta akses
terhadap Mahdkim al-Usrah. Namun, mekanisme korektif
tersebut tetap harus diarahkan untuk mendorong pencatatan
resmi agar perlindungan hukum dapat berjalan lebih efektif.

Berdasarkan seluruh pembahasan tersebut, dapat
ditegaskan bahwa zawaj ‘urfi di Mesir merupakan fenomena
yang berada di antara legitimasi fikih dan legalitas negara.
Mazhab Hanafi memberi ruang keabsahan tertentu melalui
konsep wali, mahar, dan saksi. Akan tetapi, hukum positif
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Mesir menuntut bukti tertulis dan pencatatan agar hak-hak
keluarga dapat dilindungi. Dalam perspektif gawa ‘id al-
fighiyyah dan figh al-waqi‘, pencatatan perkawinan
merupakan instrumen kemaslahatan yang dibutuhkan untuk
mencegah mafsadat terhadap perempuan dan anak. Dengan
demikian, zawaj ‘urfi tidak cukup dipahami sebagai akad
yang sah secara fikih, tetapi harus dinilai dari
kemampuannya memberikan perlindungan hukum dalam
realitas masyarakat Mesir modern.



BAB VII
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

7.1 Simpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya,
penelitian mengenai zawaj ‘wurfi dalam kaitannya dengan konsep
wali, mahar, dan publisitas perkawinan dalam Mazhab Hanafi serta
implikasinya terhadap perlindungan perempuan dan anak di Mesir
menghasilkan beberapa simpulan sebagai berikut.

1. Konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan dalam Mazhab
Hanafi memiliki hubungan penting dengan praktik zawaj ‘urfi di
Mesir. Dalam konsep wali, Mazhab Hanafi memberikan ruang
kecakapan hukum kepada perempuan yang telah balig dan
berakal untuk melakukan akad nikah dalam kondisi tertentu.
Kelonggaran ini menjadi salah satu dasar mengapa sebagian
praktik zawaj ‘urfi dapat memperoleh legitimasi keagamaan,
khususnya ketika akad dilakukan oleh para pihak yang dianggap
cakap hukum dan dihadiri saksi. Namun, kelonggaran tersebut
tidak  bersifat mutlak karena Mazhab Hanafi tetap
memperhatikan prinsip kafa’ah dan hak wali untuk melakukan
keberatan apabila perkawinan menimbulkan mudarat bagi
perempuan.

Dalam konsep mahar, Mazhab Hanafi memandang mahar
sebagai hak finansial perempuan yang tetap wajib dipenuhi,
meskipun penyebutannya dalam akad tidak selalu menjadi syarat
sah akad. Fleksibilitas ini dapat memudahkan perkawinan, tetapi
dalam praktik zawaj ‘urfi dapat menimbulkan kerentanan apabila
mabhar tidak dicatat atau tidak memiliki bukti yang kuat. Adapun
dalam konsep publisitas, Mazhab Hanafi menempatkan saksi
sebagai unsur penting dalam akad nikah dan sebagai bentuk
minimal dari penampakan akad. Namun, dalam konteks negara
modern, keberadaan saksi saja belum tentu cukup untuk
memberikan perlindungan hukum apabila perkawinan tidak
dicatat secara resmi. Dengan demikian, konsep wali, mahar, dan
publisitas dalam Mazhab Hanafi memberi ruang legitimasi
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terhadap sebagian praktik zawaj ‘urfi, tetapi tetap memiliki batas
ketika praktik tersebut menimbulkan kerugian hukum bagi
perempuan dan anak.

2. Zawaj ‘urfi dipilih sebagai alternatif perkawinan oleh sebagian
masyarakat Mesir karena dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial,
ekonomi, budaya, dan administratif. Tingginya biaya perkawinan
formal, tuntutan mahar, kebutuhan tempat tinggal, biaya resepsi,
penyediaan perabot rumah tangga, pengangguran, urbanisasi,
serta perubahan pola relasi sosial generasi muda menjadi faktor
yang mendorong sebagian pasangan memilih zawaj ‘urfi. Dalam
sebagian masyarakat Mesir, zawaj ‘urfi dipandang sebagai jalan
yang lebih mudah, cepat, dan murah dibandingkan perkawinan
formal yang membutuhkan kesiapan ekonomi dan keterlibatan
keluarga secara luas.

Selain faktor ekonomi, zawaj ‘urfi juga berkembang karena
adanya ketegangan antara legitimasi agama dan legalitas negara.
Sebagian masyarakat memahami bahwa akad yang memenuhi
unsur dasar fikih, seperti 1jab-qabul dan saksi, sudah cukup untuk
memberi legitimasi keagamaan. Namun, hukum positif Mesir
menempatkan pencatatan dan bukti tertulis sebagai unsur penting
dalam pembuktian hubungan perkawinan. Oleh karena itu, zawaj
‘urfi muncul sebagai praktik yang berada di antara pengakuan
fikih, kebutuhan sosial, dan keterbatasan administratif. Praktik
ini tidak dapat dipahami hanya sebagai penyimpangan hukum,
tetapi juga sebagai respons terhadap tekanan sosial-ekonomi
yang berkembang dalam masyarakat Mesir modern.

3. Implikasi zawaj ‘urfi terhadap perlindungan perempuan dan anak
di Mesir sangat signifikan. Perempuan merupakan pihak yang
paling rentan karena perkawinan yang tidak dicatat dapat
menyulitkan pembuktian status sebagai istri. Kesulitan tersebut
berdampak pada hak mahar, nafkah, tempat tinggal, perceraian,
dan waris. Meskipun secara fikih perempuan tetap memiliki hak
atas mahar dan nafkah, dalam praktik hukum negara hak-hak
tersebut membutuhkan pembuktian yang kuat. Ketika
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perkawinan tidak memiliki dokumen resmi, perempuan dapat
mengalami hambatan dalam mengakses perlindungan hukum.
Anak yang lahir dari zawaj ‘urfi juga berpotensi mengalami
kerentanan hukum. Kerentanan tersebut terutama berkaitan
dengan pembuktian nasab, pencatatan kelahiran, nafkah, waris,
dan kepastian status hukum. Dalam kondisi tertentu, hukum
Mesir memang memberi ruang perlindungan melalui pembuktian
tertulis, gugatan nasab, tasadiiq al-zawaj, ithbat al-zawaj, tatliq,
dan fasakh. Namun, mekanisme tersebut tetap bergantung pada
ketersediaan bukti dan kemampuan pihak yang dirugikan untuk
mengakses lembaga peradilan. Dengan demikian, zawaj ‘urfi
tidak cukup dipahami sebagai persoalan sah atau tidak sahnya
akad menurut fikih, tetapi harus dipahami sebagai persoalan
perlindungan hukum keluarga.
7.2 Implikasi
Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting, baik
secara teoretis, yuridis, maupun praktis.
7.2.1 Implikasi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa kajian
tentang zawaj ‘urfi tidak dapat berhenti pada perdebatan sah atau
tidak sahnya akad menurut fikih. Pendekatan yang hanya
menekankan keabsahan akad dapat mengabaikan persoalan
perlindungan hukum yang muncul setelah akad berlangsung. Oleh
karena itu, penelitian ini memperkuat pentingnya pembacaan
integratif antara figh al-mundakahat, qawa ‘id al-fighiyyah, dan figh
al-waqi".

Figh al-munakahat Mazhab Hanafi menjelaskan dasar
normatif mengenai wali, mahar, dan publisitas perkawinan.
Qawa ‘id al-fighiyyah membantu menimbang maslahat dan
mafsadat dari praktik zawaj ‘urfi. Figh al-waqi‘ membantu
membaca zawaj ‘urfi dalam konteks realitas sosial Mesir modern.
Dengan demikian, penelitian ini memberi implikasi bahwa fikih
klasik tetap relevan dalam kajian hukum keluarga kontemporer
apabila dibaca secara kontekstual dan diarahkan pada
perlindungan pihak yang rentan.
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7.2.2 Implikasi Yuridis

Secara yuridis, penelitian ini menunjukkan bahwa
pencatatan perkawinan memiliki kedudukan penting sebagai
instrumen pembuktian dan perlindungan hukum. Dalam konteks
Mesir, pencatatan melalui ma 'dhiin dan akses terhadap Mahdkim
al-Usrah menjadi bagian dari sistem yang berfungsi melindungi
hak-hak keluarga. Perkawinan yang tidak tercatat dapat
menimbulkan hambatan pembuktian, terutama ketika salah satu
pihak mengingkari hubungan perkawinan.

Implikasi yuridis lainnya adalah perlunya memahami
perbedaan antara keabsahan akad menurut fikih dan pengakuan
administratif menurut negara. Akad dapat dipandang sah menurut
konstruksi fikih tertentu, tetapi belum tentu cukup kuat untuk
melindungi hak-hak perempuan dan anak apabila tidak memiliki
bukti tertulis. Oleh karena itu, hukum positif memiliki peran
penting dalam memastikan bahwa akibat hukum perkawinan dapat
dibuktikan dan dilaksanakan.

7.2.3 Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa
masyarakat perlu memahami pentingnya pencatatan perkawinan.
Pencatatan tidak semestinya dipandang sebagai formalitas
administratif, tetapi sebagai perlindungan terhadap hak suami, istri,
dan anak. Dalam praktik zawaj ‘urfi, pihak yang paling sering
mengalami kerugian adalah perempuan dan anak karena hak-hak
mereka sangat bergantung pada bukti hubungan perkawinan atau
hubungan nasab.

Penelitian ini juga memberi implikasi bagi lembaga
hukum keluarga bahwa mekanisme korektif seperti tasadiiq al-
zawaj, ithbat al-zawaj, tatliq, dan fasakh perlu dipahami sebagai
jalan perlindungan, bukan sebagai pembiaran terhadap perkawinan
tidak tercatat. Mekanisme tersebut tetap penting, tetapi harus
diarahkan untuk memperkuat kesadaran masyarakat agar
perkawinan dicatat secara resmi sejak awal.
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7.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama,
penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan
pendekatan kualitatif, sehingga data yang digunakan bersumber dari
studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Oleh karena itu, penelitian
ini tidak melakukan wawancara langsung dengan pelaku zawaj ‘urfi,
hakim Mahakim al-Usrah, ma’dhin, atau pihak-pihak yang
terdampak secara langsung di Mesir.

Kedua, pembahasan penelitian ini dibatasi pada konsep wali,
mahar, dan publisitas perkawinan dalam Mazhab Hanafi serta
kaitannya dengan praktik zawaj ‘urfi di Mesir. Dengan demikian,
penelitian ini tidak membahas secara luas pandangan seluruh mazhab
fikih atau perbandingan dengan praktik perkawinan tidak tercatat di
negara Muslim lain.

Ketiga, penelitian ini lebih menekankan analisis normatif dan
konseptual terhadap hubungan antara legitimasi fikih, legalitas
negara, dan perlindungan perempuan serta anak. Karena itu,
penelitian ini belum mengukur secara empiris efektivitas penerapan
hukum positif Mesir dalam menyelesaikan perkara zawaj ‘urfi di
tingkat pengadilan.

Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa hasil penelitian ini
perlu dipahami sebagai analisis normatif-kontekstual. Penelitian
lanjutan masih diperlukan, terutama melalui studi lapangan,
wawancara, atau kajian komparatif agar diperoleh gambaran yang
lebih luas mengenai praktik zawaj ‘urfi dan perlindungan hukum
bagi perempuan serta anak di Mesir.

7.4 Saran
Berdasarkan simpulan dan implikasi di atas, penelitian ini
memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi masyarakat, khususnya pasangan yang hendak menikah,
pencatatan perkawinan perlu dipahami sebagai bagian dari
perlindungan hukum keluarga. Perkawinan yang hanya memiliki
legitimasi keagamaan, tetapi tidak dicatat secara resmi, dapat
menimbulkan risiko hukum yang besar, terutama bagi perempuan
dan anak. Oleh karena itu, masyarakat perlu menghindari praktik
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perkawinan tidak tercatat dan menempatkan pencatatan sebagai
kebutuhan penting dalam menjaga kepastian hukum.

. Bagi tokoh agama dan lembaga keagamaan, perlu diberikan
pemahaman yang seimbang mengenai hubungan antara
keabsahan akad menurut fikih dan perlindungan hukum dalam
negara modern. Penjelasan keagamaan tentang perkawinan
sebaiknya tidak hanya menekankan sahnya akad, tetapi juga
menekankan pentingnya pencatatan, bukti tertulis, tanggung
jawab mabhar, nafkah, nasab, dan perlindungan anak. Dengan
demikian, pemahaman fikih dapat diarahkan pada kemaslahatan
keluarga secara lebih utuh.

. Bagi pembuat kebijakan dan lembaga hukum keluarga,
mekanisme perlindungan bagi perempuan dan anak dalam
perkara perkawinan tidak tercatat perlu terus diperkuat. Hukum
positif harus mampu memberi akses perlindungan kepada pihak
yang dirugikan, tanpa pada saat yang sama melemahkan
kewajiban pencatatan perkawinan. Penguatan peran ma dhiin,
Mahakim al-Usrah, dan mekanisme pembuktian tertulis menjadi
penting agar perempuan dan anak tidak kehilangan akses
keadilan.

. Bagi lembaga peradilan keluarga, penyelesaian perkara yang
berkaitan dengan zawaj ‘urfi perlu memperhatikan kerentanan
perempuan dan anak. Dalam perkara nafkah, perceraian, nasab,
waris, dan pencatatan kelahiran, pengadilan perlu memastikan
bahwa prinsip perlindungan tidak dikalahkan oleh kelemahan
posisi sosial dan ekonomi pihak yang mengajukan perkara. Akses
hukum yang mudah, cepat, dan sensitif terhadap kerentanan
perempuan-anak menjadi bagian penting dari perlindungan
keluarga.

. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, kajian tentang zawaj
‘urfi masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Penelitian ini
bersifat yuridis-normatif dan berbasis studi kepustakaan,
sehingga penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan
empiris atau studi lapangan untuk melihat secara langsung
praktik zawaj ‘urfi, pengalaman perempuan, pengalaman anak,
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serta cara pengadilan keluarga Mesir menangani perkara
perkawinan tidak tercatat. Penelitian lanjutan juga dapat
membandingkan zawaj ‘urfi di Mesir dengan praktik nikah siri
atau perkawinan tidak tercatat di negara Muslim lain, termasuk
Indonesia.

6. Bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia,
pengalaman Mesir dapat menjadi bahan refleksi. Praktik zawaj
‘urfi di Mesir menunjukkan bahwa keabsahan akad menurut fikih
perlu dihubungkan dengan kebutuhan pencatatan, pembuktian,
dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, kajian ini dapat
menjadi rujukan dalam memperkuat pemahaman bahwa
pencatatan perkawinan bukan sekadar prosedur administratif,
melainkan instrumen penting untuk melindungi perempuan,
anak, dan kepastian hukum keluarga.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa zawaj ‘urfi
harus dipahami secara seimbang antara fikih, hukum positif, dan realitas
sosial. Mazhab Hanafi memang memberi ruang fleksibilitas dalam
konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan. Namun, fleksibilitas
tersebut tidak boleh digunakan untuk mengabaikan perlindungan
perempuan dan anak. Dalam konteks negara modern, pencatatan
perkawinan menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa akad yang
memiliki legitimasi keagamaan juga memiliki kekuatan hukum dan
mampu melindungi hak-hak keluarga.
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